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> Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyﬂasin untuk
Tahun 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi
yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen
Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam
laporan kinerja ini.

Pangkalan Balai, 24> Maret 2019
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Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas
Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.
Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terkait dengan hasil
sebagai berikut :
1. Pernyataan Reviu
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk Tahun Anggaran
2018 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi
tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten
Banyuasin. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat,
andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi
atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini
keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.
2. Dasar Reviu
1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
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2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

3) Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja OPD  Kabupaten Banyuasin  Nomor
138/KPTS/IRDA/2019

4) Surat Perintah Tugas Bupati Banyuasin Nomor
198/SPT/IRDA/2019 tanggal 19 Maret 2019 dalam rangka
Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.

. Waktu dan Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 20 Maret 2019 sampai
dengan tanggal 22 Maret 2018 ( 3 hari ).

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 dilakukan secara paralel dengan waktu
pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018, hal ini di maksudkan agar
penyampaian Laporan Kinerja (LK]) Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 dapat tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
yang beriaku.

. Tujuan dan Sasaran Reviu

a. Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan
mengenai  akurasi, keandalan, dan keabsahan
data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2018
kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

b. Sasaran Reviu méningkatnya kualitas Laporan Kinerja
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 yang disajikan oleh
Bagian Organisasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyuasin.

. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah meliputi ;

a. Metode pengumpulan data/informasi.

b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.



c. Penyusunan kertas kerja reviu.
d. Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah
penyajian manajemen.
6. Simpulan dan Rekomendasi
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati
berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah
direviu oleh “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Pemerintah Daerah” disampaikan Kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
(Menpan & RB), BAPPENAS, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) dan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan diatas Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan Reviu terhadap
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun
2018, dengan kesimpulan sebagai berikut:

I. Simpulan
1. Penyajian Laporan Kinerja (LKj).
Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
Banyuasin telah .menggunakan format laporan kinerja
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

instansi Pemerintah.



2. Mekanisme Penyusunan

a. LKj Kabupaten Banyuasin disusun oleh Satgas yang
dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan SK
Bupati Banyuasin Nomor : 66/KPTS/VII/2019 tanggal
11 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim
Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018;

b. Informasi yang disampaikan dalam LK] telah cukup,
didukung dengan data yang memadai.

c. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari
OPD ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuasin terdiri dari Laporan Monitoring
dan Evaluasi atas rencana aksi kinerja sasaran
triwulan | sampai dengan triwulan IV yang telah
dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam
SOP Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2018 Nomor:
131/VII/2017 tanggal 19 Januari 2017,

d. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj
telah cukup dilakukan verifikasi dan validasi secara
berjenjang sesuai SOP.

3. Substansi

a. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;

b. Tujuan/sasaran dalam LKj cukup selaras dengan
RPJMD;

¢. Tujuan/sasaran dalam LK telah sesuai dengan
Indikator Kinerja Utama (IKU);

d. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dalam
RPJMD cukup selaras dengan target indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.



e. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Laporan Kinerja
telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.

f. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
telah cukup menyatakan tujuan/sasaran.

g. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
(IK) telah cukup SMART.

4. Penyampaian Laporan Kinerja

Penyampaian laporan kinerja Pimpinan OPD
melalui aplikasi e-Sakip Reviu belum seluruhnya tepat
waktu, yaitu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir atau 28 Februari Tahun 2019 sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Il. Rekomendasi

Memperhatikan ketentuan pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dan setelah melakukan penelusuran data kinerja pada
Laporan Kinerja masing-masing terkait, tim reviu
merekomendasikan sebagai berikut :

1) Mengembangkan sistem Akip dengan menerapkan
aplikasi kinerja yang terintegrasi dengan berbasiskan
internet.

2) Memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja
dimasa yang akan datang.



Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LKj)
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 disampaikan untuk dimaklumi.
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Laporkan Tindak Gratifikasi-Pungli ke saberpungliapip@gmail.com atau sms/wa 085213711315



PROVINSI SUMATERA SELATAN

RKata Pengantar

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaafuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-
NYA jualah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 dapat
diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun atas kerjasama seluruh
Perangkat Daerah dalam Kabupaten Banyuasin.

Penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 merupakan pertanggung
jawaban atas kontrak kinerja/janji yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu satu tahun dan merupakan rangkaian dari upaya pencapaian target yang
harus diselesaikan pada tahun Pertama Periode RPJMD 2018 - 2023.

Memasuki usia ke-18 Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2020, secara signifikan
telah dilakukan berbagai upaya dan strategi percepatan pembangunan dan hasil yang
dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan. Kami belum merasa puas dengan hasil yang dicapai sekarang.
Kami selalu optimis dan berjuang guna mencapai Banyuasin Bangkit, Adil dan

Sejahtera pada tahun 2023.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi peningkatan
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada waktu yang akan datang.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pangkalan Balai, 30 Maret 2020
BUPATI BA PRSIN.
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Jkhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Kabupaten Banyuasin sebagai implementasi system
akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas penyelenggaraan pemerintahan
kepada masyarakat. Namun, pertanggung jawaban ini tidak semata-mata
dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan
pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pengukuran pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Banyuasin
dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance
Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang
dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat
untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyuasin.
Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka
harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk memecahkan
permasalahan tersebut.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin 2018-2023. Secara umum
pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan
keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang
dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Revisi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 — 2023 dan Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2018-2023.

vil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2019
menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran

strategis.

Dari 12 (dua belas) sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin
tahun 2018-2023, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran

stratejik pada tahun 2018 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali.

Berdasankan rapat hasil pengukuran kinerja terhadap 41 (empat puluh
satu) indikator sasaran, disimpulkan bahwa ke 41 (empat puluh satu)

indikator sasaran tersebut dikategorikan sangat berhasil.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen
penuh dari Bupati Banyuasin, segenap staf dan pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin di samping adanya koordinasi dan sinergi

dengan pihak terkait.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program berdasarkan Dokumen
RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 yaitu 276 (dua ratus tujuh puluh
enam) program. Sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) program sudah
dilaksanakan, sedangkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) program belum

dilaksanakan pada tahun 2019.
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PERENCANAAN KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public
good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan),
sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance® (kepemerintahan yang
baik). Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang
baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan
demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan
pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses
tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen
akuntabilitas daerah. Hal inilah merupakan bagian terpenting untuk ditata agar
dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(Good Governance). Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk
meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran
dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi

masyarakat luas.
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Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas
managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk
pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap
jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada
bagiannya Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,
akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor
XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 mengenai petunjuk teknis
pelaporan kinerja yang mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun
dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan
penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten

Banyuasin untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab 1 hal 2
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



ML

% PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

3

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 — 2023,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Tahun
2019 berisi rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja,
evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau basis
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud serta analisis
atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.Dengan demikian, Laporan
Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang menjadi laporan kemajuan
penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun
dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintan Kabupaten
Banyuasin Tahun 2019 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-
undangan yang melandasi pelaksanaan laporan Kinerja, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2016 Nomor 063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Anggaran 2019 Nomor 7);

Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015
Nomor 123);

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 45);

Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
Nomor 114);

Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin tahun 2019 Nomor 179)

Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 186).

Bab 1 hal 5
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A. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyuasin secara geografis, geoekonomi dan geopolitik
terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada
masa yang akan datang karena berada pada jalur Lintas Timur Pulau
Sumatera antar Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, berbatasan
pula dengan kota Palembang sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan
dan pusat kehidupan modern. Luas wilayah Kabupaten Banyuasin saat ini
adalah 11.832,99 Km? yang terbagi dalam 21 kecamatan yang terdiri dari 288
desa dan 17 kelurahan, dimana jumlah kelurahan/desa terbanyak berada
di Kecamatan Banyuasin lll, yaitu sebanyak 26 desa dan kecamatan yang
memiliki Kelurahan/Desa yang paling sedikit jumlahnya adalah Kecamatan
Karang Agung llir, yaitu hanya berjumlah sebanyak 7 desa. Untuk Kecamatan
yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Banyuasin Il dengan
luas wilayah 3.494,48 Km? atau sekitar 29,53% dari luas Kabupaten
Banyuasin, sedangkan Kecamatan dengan Iluas wilayah terkecil vyaitu
Kecamatan Karang Agung llir dengan luas wilayah 137,918 Km? atau sekitar
1,16% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Untuk melihat jumlah Desa
dan serta Kelurahan masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuasin,

disajikan pada tabel dan diagram berikut :

Bab 1 hal 6
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Tabel 1.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan
Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan
1. Rantau Bayur 21 -
2. Rambutan 19 1
3. Banyuasin | 11 2
4, Makarti Jaya 11 1
5. Betung 9 2
6. Banyuasin Il 21 5
7. Pulau Rimau 17 -
8. | Muara Telang 16 -
9. | Talang Kelapa 6 6
10. | Muara Padang 15 -
11. | Banyuasin Il 10 -
12. | Tungkal llir 14 -
13. | Tanjung Lago 15 -
14. | Muara Sugihan 22 -
15. | Air Salek 14 -
16. | Suak Tapeh 11 -
17. | Sembawa 11 -
18. | Sumber Marga Telang 10 -
19. | Air Kumbang 16 -
20. | Selat Penuguan 12 -
21. | Karang Agung llir 7 -

Jumlah 288 17

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2019
Bab 1 hal 7

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Luas Wilayah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten
Banyuasin
Sumber M?

Telan ambéﬁéat Pzgﬁgh@hgung Ilir

g
Sembaw, " 3% 1% Rantau Bayur
Suak Tapeh2% T 5%

. 3
Air Salek
3%

Rambutan
4%
Banyuasin |

1%
Makarti Jaya

Gambar 1.1

Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Banyuasin
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Sedangkan secara administratif, Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-

batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara

Sebelah Timur

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Provinsi Jambi dan Selat Bangka.

Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Air
Sugihan Kabupaten Ogan Komering llir.

Berbatasan dengan Kecamatan Pemulutan Kabupaten
Ogan llir, Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan komering
lli, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan,
Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Belide

Kabupaten Muara Enim.

Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan
lais, dan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi

Banyuasin.

Bab 1 hal 9
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2. Kondisi Iklim

Menurut klasifikasi Oldemand, wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki
tipe iklim B1 dengan suhu rata 26,10° — 27,40° Celcius dan kelembaban

relative 69,4% - 85,5% dan rata-rata curah hujan 2.723 mm/tahun.

. Kondisi Topografi

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80% wilayah datar berupa
lahan pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20% lagi berombak
sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0 — 40
meter diatas permukaan laut. Lahan rawa pasang surut yang terletak
disepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan
Muara Padang, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Telang,
Kecamatan Banyuasin Il, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan air salek,
Kecamatan Muara Sugihan, sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan
Betung,dan Kecamatan Tungkal llir.

Selanjutnya lahan rawa lebak terdapat di Kecamatan Rantau Bayur,
sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan Banyuasin |I.
Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang terdapat di
sebagian besar Kecamatan Betung, Kecamatan Banyuasin Ill, Kecamatan
Talang Kelapa, Kecamatan Suak Tapeh dan Sebagian kecil Kecamatan
Rambutan.

Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Banyuasin terdiri dari 4 jenis
tanah, yaitu:

a) Organosol : Terdapat di dataran rendah/rawa-rawa.
b) Klei Humus : Terdapat di dataran rendah/rawa-rawa.
c) Alluvial : Terdapat di sepanjang sungai.

d) Polzoik . Terdapat di daerah berbukit-bukit.

Bab 1 hal 11
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4. Kondisi Hidrologi

Dari sisi hidrologi berdasarkan sifat tata air wilayah Kabupaten
Banyuasin dapat di bedakan menjadi daerah dataran kering dan dataran
basah yang sangat dipengaruhi oleh pola aliran sungai. Aliran sungai di
daerah dataran basah pola alirannya rectangular dan dataran kering pola
alirannya dandritik. Beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai
Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya
berperan sebagai sarana transpotasi air di sepanjang garis pantai lebih dari
150 km. Pola aliran diwilayah ini, terutama didaerah rawa-rawa dan pasang
surut umumnya rectangular, sedangkan untuk daerah yang dipengaruhi oleh
pasang surut aliran sungainya adalah subparali, dimana daerah bagian tengah

di setiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup luas.

B. KONDISI EKONOMI

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional secara langsung
juga berdampak positif terhadap perekonomian regional khususnya Kabupaten
Banyuasin dimana pertumbuhannya mulai menunjukkan peningkatan. Untuk
mengetahui seberapa jauh peningkatan kinerja perekonomian Banyuasin dapat
dilihat dan dianalisis berdasarkan perkembangan indikator ekonomi antara lain
seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, Pendapatan

regional per Kapita, kontribusi sektoral, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Komposisi sektor ekonomi pada dasarnya adalah pangsa (share) atau
bagian nilai yang disumbangkan suatu sektor terhadap total PDRB, yaitu nilai
suatu sektor (PDRB suatu sektor) dibandingkan dengan nilai keseluruhan sektor
(total PDRB). Komposisi sektor merupakan gambaran awal untuk memahami
sektor-sektor manakah yang memberikan kontribusi besar, sedang atau kecil
kepada PDRB total.

Bab 1 hal 12
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Adapun beberapa indikator makro bidang ekonomi yang dicapai
Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam periode pembangunan sejak tahun
2014 sampai dengan data terakhir yang dapat disediakan dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat nasional serta
produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Provinsi)
menggambarkan kemampuan instansi wilayah untuk menciptakan nilai
tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB
digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengluaran. Keduanya
menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut Sumber kegiatan
ekonomi lapangan usaha dan menurut komponen penggunaanya. PDB
maupun PDRB dari lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh
komponen nilai tambah Bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor
berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan

tentang penggunaan dari nilai tambahan tersebut.

Data statistik menunjukkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Banyuasin
dengan migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar
25.540.630 juta rupiah. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Banyuasin
tanpa migas pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,77 persen. Untuk lebih
jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuasin dihitung atas dasar harga

berlaku dan atas dasar harga konstan dapat melihat tabel di bawah ini :

Bab 1 hal 13
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018

Tabel 1.2.

NO

INDIKATOR
EKONOMI

TAHUN

2014

2015

2016

2017

2018

PDRD ATAS
DASAR HARGA
BERLAKU (JUTA
RUPIAH,-)

- DENGAN MIGAS
- TANPA MIGAS

19.137.046
16.374.740

20.794.405
18.028.349

20.749.405
18.028.349

24.564.790
21.816.675

25.540.630
23.690.280

PDRD ATAS
DASAR KONSTAN
(JUTA BERLAKU,-)

- DENGAN MIGAS
- TANPA MIGAS

15.380.589
12.972.562

16.236.002
16.033.941

16.236.002
16.033.911

18.063.520
15.621.442

18.967.361
16.528.256

PERTUMBUHAN
EKONOMI (%)

- DENGAN MIGAS
- TANPA MIGAS

5,14
4,81

5,56
6,64

5,56
6.64

5,08
5,74

5,24
5,77

PENDAPATAN
PER KAPITA ATAS
DASAR HARGA
BERLAKU (Rp,-)

- DENGAN MIGAS
- TANPA MIGAS

25.098.358
21.475.576

25.624.621
22.215.930

25.624.621
22.215.930

29.467.435
26.170.850

28.060.000
31.440.000

PENDAPATAN
PER KAPITA ATAS
DASAR HARGA
KONSTAN (Rp,-)

- DENGAN MIGAS
- TANPA MIGAS

20.171.740
17.013.606

20.171.740
17.013.606

20.171.740
17.013.606

21.668.640
18.739.173

22.490.000
19.570.000

Sumber :Banyuasin Dalam AngkaTahun 2019

2. Tingkat Inflasi

Pada Tahun 2018 tingkat pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten

Banyuasin mencapai 5,24 persen dengan migas dan tanpa migas sebesar

5,77 persen.

Pertumbuhan ekonomi

tahun 2018 mengalami

kenaikan

dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 0,16 persen dengan migas,

sedangkan bila dibandingkan dengan tanpa migas juga terjadi kenaikan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
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sebesar 0,03 persen. Laju inflasi pada tahun 2018 tingkat inflasi mengalami
peningkatan yaitu pada sektor migas mencapai 0,96 persen dan peningkatan

pada sektor non migas sebesar 0,99 persen.

Gambar 1.3

Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018

Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018

P
3 574l 5.77
5 | 14 ) : 5.24

4.81 o
4 == Laju Inflasi (%)
5 Dengan Migas
== Laju Inflasi (%)

2 Tanpa Migas
1
0

2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : Banyuasin Dalam Angka Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapital menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat
dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Angka ini terbentuk dari
jumlah pendapatan yang timbul (income orrigined) dibagi dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. Perkembangan pendapatan perkapita
Kabupaten Banyuasin selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2018 terjadi peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten
Banyuasin untuk sektor dengan migas meningkat 1,10 persen dari tahun
sebelumnya menjadi Rp.31.440.000 untuk sektor tanpa migas meningkat 1,17
persen pada sektor tanpa migas menjadi Rp. 28.060.000.

Bab 1 hal 15
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Gambar 1.4.
Pendapatan Perkapita Penduduk Banyuasin
atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018
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Sumber : Banyuasin Dalam Angka Tahun 2018

C. KONDISI SOSIAL

Indikator kinerja makro sosial mencakup indikator kinerja untuk menilai
keberhasilan pembangunan Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat dari aspek-aspek pertumbuhan penduduk, pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan

lingkungan hidup.

1. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk
menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat,
seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang
lainnya. Tabel berikut ini menerangkan jumlah penduduk di Kabupaten
Banyuasin Tahun 2019.

Bab 1 hal 16
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Gambar 1.5.
Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuasin
Tahun 2019
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuasin 2019

Melakukan pemerataan penduduk merupakan salah satu tujuan
pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Dengan pemerataan, penduduk
secara umum dapat membantu dalam usaha mensejahterakan penduduknya.
Oleh karena itu, dalam usaha melakukan pemerataan penduduk, idealnya
komposisi jumlah penduduk sejalan dengan luas wilayah keruangan suatu

daerah.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Banyuasin relatif kurang
merata yang disebabkan jumlah penduduk di setiap Kecamatan jumlahnya
timpang. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata kepadatan penduduk
tertinggi pada tahun 2019, rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan
Talang Kelapa mencapai 316,29 jiwa/km? sedangkan yang terendah yaitu

Kecamatan Banyuasin || mencapai 12,47 jiwa/km?.
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Tabel 1.3
Rata-Rata Kepadatan Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2018

No Kecamatan Wli-ll;;;h Rata-Rata Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km?)
(Km?) 2014 2015 2016 2017 2018
1. Rantau Bayur 556,91 78,40 74,44 75,46 76,47 77,63
2, Betung 354,41 155,42 156,54 158,68 160,81 | 163,24
3. Banyuasin IlI 294,20 235,07 209,56 212,43 215,28 | 218,55
4. Pulau Rimau 888,64 50,24 46,81 47,45 48,09 48,82
5. Tungkal Ilir 648,14 47,65 38,86 39,39 39,92 40,52
6. Talang Kelapa 439,43 314,16 303,29 307,43 311,56 | 316,29
7. | Tanjung Lago 802,42 50,68 48,11 48,77 49,42 | 50,17
8. Banyuasin | 186,69 343,29 286,98 290,90 294,80 | 299,28
9. Rambutan 450,04 113,21 96,24 97,55 98,86 100,36
10. Muara Padang 917,60 41,13 35,08 35,56 36,04 36,58
11. Muara Sugihan 696,40 69,29 57,43 53,67 59,00 59,89
12. Banyuasin Il 3.632,40 11,87 11,96 12,12 12,28 12,47
13. Makarti Jaya 300,28 107,08 93,66 94,93 96,21 97,67
14. Air Salek 311,57 149,99 118,36 127,89 121,58 | 123,43
15. Muara Telang 341,57 133,09 115,09 118,23 118,23 | 120,02
16. Suak Tapeh 312,70 62,59 56,89 57,67 58,45 59,33
17. Sembawa 196,14 177,87 156,60 158,74 160,88 | 163,31
18. S“mTt.’:l;nM;rga 174,89 | 12882 | 142,01 | 143,95 | 14589 | 148,10
19. Air Kumbang 328,56 76,26 73,29 74,30 75,28 76,43
Jumlah 11,832.99 | 123,48 | 111,64 | 113,43 | 114,69 | 71,52

Sumber : Banyuasin Dalam Angka Tahun 2019

Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Banyuasin, hingga
pertengahan tahun 2018 Kecamatan Talang Kelapa merupakan Kecamatan
dengan persentase persebaran tertinggi, yaitu sebesar 316,29% dan
Kecamatan Banyuasin Il adalah kecamatan dengan persebaran terendah,

yaitu hanya sebesar 12,28%.
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Jumlah Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera

Tabel 1.4

Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2017-2018

% PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

2017 2018

NO Kecamatan PS KS PS KS
1. Banyuasin | 4.070 6.317 4.070 6.317
2. Banyuasin Il 4.452 5.869 4.452 5.869
3. Banyuasin Il 1.754 4.097 1.754 4.097
4. Talang Kelapa 4.385 3.848 4.385 3.848
5. Rambutan 1.530 3.845 1.530 3.845
6. Muara Padang 2.279 3.840 2.279 3.840
7. Makarti Jaya 942 3.852 942 3.852
8. Muara Telang 1.378 1.776 1.378 1.776
9. Betung 2.637 956 2.637 956
10. | Rantau Bayur 4.751 9.529 4.751 9.529
11. | Pulau Rimau 4.270 3.509 4.270 3.509
12. | Tanjung Lago 2.527 3.086 2.527 3.086
13. | Muara Sugihan 2.092 3.564 2.092 3.564
14. | Air Salek 3.009 2.285 3.009 2.285
15. | Tungkal Ilir 4,344 3.014 4,344 3.014
16. | Suak Tapeh 979 2.138 979 2.138
17. | Sembawa 964 1.888 964 1.888
18. | Sumber Marga Telang 1.422 1.709 1.422 1.709
19. | Air Kumbang 3.189 2.539 3.189 2.539

Jumlah 50.576 66.661 50.576 66.661

Sumber : DP2KBP3A,2019
Ket : PS=PraSejahtera

KS = Keluarga Sejahtera

Secara umum persentase rumah tangga Keluarga Pra Sejahtera dari
Tahun 2016 hingga Tahun 2018 mengalami penurunan dari 50.576 di Tahun
2016 menjadi 28.921 di Tahun 2018 atau mengalami penurunan sebesar
27,24%. Jumlah keluarga prasejahtera terkecil pada Tahun 2018 ada di
kecamatan Suak Tapeh yaitu 144 KK dan yang terbesar ada di Kecamatan
Rantau Bayur vyaitu sebesar 4.046 KK. Sedangkan keluarga Sejahtera
mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2018 yaitu dari 66.661 menjadi

40.262 dengan persentase penurunan sebesar 24,70%. Data Banyuasin Dalam

Angka Tahun 2018 belum terbit.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
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2. Pendidikan

Pencapaian Kabupaten Banyuasin dalam pelayanan pendidikan salah
satunya ditujukan dengan indikator Angka Putus Sekolah. Angka Putus
Sekolah di tingkat SD dan SLTP menunjukkan peningkatan yang cukup bila
dibandingkan dengan RPJMD. Dimana untuk Angka Putus Sekolah pada SD
menunjukkan penurunan dari 0,73% pada Tahun 2018 menjadi sebesar
0,26% di Tahun 2018 ditingkat SLTP dari 1,68% pada Tahun 2019 menjadi
1,00% di Tahun 2019.

Gambar (..)
Grafik Angka Putus Sekolah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 - 2019
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3. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau
tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan
baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan
kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang
kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM,
maka program-program kesehatan diprioritaskan pada calon generasi
penerus, sejak dari kandungan dan balita.

Bab 1 hal 20
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4.

Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu Tahun 2018 sampai
dengan Tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.7
dibawah ini:

Gambar

Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018-2018

Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 - 2019
120
100
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40
20
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2018 2019
Angka Us_la Harapan 68.46 68.5
Hidup
mAngka Kematian Bay 4 4
i
mAngka Kematian lbu 105 103

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit
tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia
yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur
semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur
dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status
kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar
itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan
hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketrampilan yang diukur melalui
angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap
sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang

diukur dengan pengeluaran komsumsi (daya beli).
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Berdasarkan klasifikasi United Nations Development Programme
(UNDP) tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah atau negara
dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
= 0 - <50 : rendah

= 50 - <65 : menengah bawah
= 65 - <80 : menengah atas
. >80 : tinggi

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin, diketahui
bahwa tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Banyuasin
pada tahun 2017 yang dinilai berdasarkan indikator IPM mencapai angka
65,85 persen. Dilihat tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Banyuasin
telah termasuk dalam klasifikasi menengah atas.

Untuk periode-periode berikutnya pembangunan sumber daya manusia akan

lebih diprioritaskan dan lebih ditingkatkan lagi.

D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia nhomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
adalah sebagai daerah otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dengan tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di
Kabupaten Banyuasin agar dapat terwujud masyarakat yang sejahtera lahir dan

batin berlandaskan dengan iman dan takwa.
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Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang terdiri dari:
1. Sekretariat

Struktur organisasi/satuan kerja sekretariat dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian dikarenakan
adanya perubahan nomenklatur sehingga ditetapkana kembali melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Dinas

Struktur organisasi dinas Daerah dibentuk dengan berlandaskan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Banyuasin, dengan susunan sebagai berikut :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2) Dinas Kesehatan;

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

5) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

6) Dinas Sosial;

7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

8) Dinas Ketahanan Pangan;

9) Dinas Lingkungan Hidup;

10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12) Dinas Perhubungan;
13) Dinas Komunikasi dan Informatika;

)

14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
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15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

17) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

1
19) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;

20) Dinas Perkebunan dan Peternakan;

)
)
)
8) Dinas Perikanan;
)
)
21)

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

3. Badan

Struktur organisasi Badan Daerah dibentuk dengan berlandaskan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Daerah Kabupaten Banyuasin
dengan susunan sebagai berikut :

1) Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian  dan
Pengembangan;

2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten;

3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

4) Badan Pendapatan Daerah;

5) Kecamatan

Administrasi pemerintahan Kecamatan Kabupaten Banyuasinterdiri
dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Administrasi Pemerintahan Kecamatan.
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E. ISU STRATEGIS
Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2018-2023, serta perumusan
permasalahan dan tantangan pada Tahun 2019 yang merupakan tahun kelima
dalam tahapan tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2014-2018, maka ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 yang disajikan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;

2. Infrastruktur dan Konektivitas;

3. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Daya Saing, Hilirisasi Pertanian
dan Kualitas Lingkungan Hidup;

4. Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Saing;

Reformasi Birokrasi dan Stabilita Keamanan.
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PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PERIODE 2018 — 2023

Penyusunan laporan Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 ini,
mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023, berpedoman pada Peraturan Bupati
Nomor 82Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 merupakan tahapan pertama dari
rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyuasin, dimana
berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai kelanjutan RPJMD ke-3,
ditujukan untuk percepatan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal,
memacu pembangunan dan pengembangan industri, perdagangan dan jasa,

serta melakukan peningkatan pelayanan dasar yang makin luas dan berkualitas.
1. VISI DAN MiSI

1.1 VISI
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 — 2023 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai

yaitu:

“TerwujudnyaKabupatenBanyuasin yang BerdayaSaing, Aman,
Nyaman, yang WarganyaGuyub Dan
KreatifBerdasarkanKeimanandanKetaqwaanMenujuKeadilandan
Kesejahteraanuntuksemua (BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN
SEJAHTERA)”
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1.2.MISI

Visi Kabupaten Banyuasin dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan
menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Banyuasin yang terdiri dari
Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi
politik, organisasi sosial masyarakat, lembaga swadaya, organisasi profesi,
lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita
Kabupaten Banyuasin. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Banyuasin, maka

dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi
melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Meningkatkankeamanan, kenyamanan, dandemokratisasi di Banyuasin.
Meningkatkan keimanan dan ketagwaan masyarakat dengan nilai-nilai
kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi
gemilang.

4. Meningkatnya nilai tambahan sumberdaya Alam, sumberdaya Ekonomi
menuju Banyuasin yang sejahtera keadilan untuk semua.

5.  Meningkatnya keterbukaan dan keadilan untuk semua

2. TUJUAN DAN SASARAN
2.1.TUJUAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan

dan menangani isustrategi daerah yang dihadapi.

2.2. SASARAN

Sasaranadalahhasil yang akan diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.
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Dalam mendukung Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 dapat diuraikan secara spesifik tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banyuasin

VISI : BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA

MISI TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan sumber | 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan Kualitas
daya manusia Kualitas  Sumber Sumber Daya Manusia

Banyuasin yang
berdaya saing tinggi
melalui pendidikan dan
kesehatan yang
berkualitas

Daya Manusia

. Meningkatkan
keamanan,
kenyamanan, dan
demokratisasi di
Banyuasin

2.1. Terciptanya
Keamanan,
Kenyamanan dan
Ketertiban
Masyarakat

2. 1. Terciptanya keamanan,
Kenyamanan, dan
Ketertiban Masyarakat

2.2. Meningkatkan
peran serta
Masyarakat dalam

Berdemokrasi

2.2. Meningkatkan Peran
Serta Masyarakat
dalam Berdemokrasi

. Meningkatkan
Keimanan dan
Ketagwaan
Masyarakat Dengan
Nilai-Nilai Kerukunan,
Kebersamaan Serta
Kreativitas sehingga
mampu berprestasi
gemilang.

3. Mewujudkan
Masyarakat
Berprestasi dan
Religius

3. Mewujudkan Masyarakat
Berprestasi dan
Religius

. Meningkatkan Nilai
Tambah Sumber Daya
Alam, Sumber daya
Ekonomi Menuju
Banyuasian yang
Sejahtera

4.1.Meningkatnya
Kesejahteraan
Perekonomian

4.1.Meningkatkan
Kesejahteraan
Perekonomian
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VISI : BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA

MiSI TUJUAN SASARAN
4.2. Mewujudkan 4.2 Mewujudkan
Pembangunan Pembangunan
Berkelanjutan Berkelanjutan
5. Meningkatkan 5. Meningkat Kinerja 5.1 Meningkatnya Kualitas

Keterbukaan dan Pengelolahan Pelayanan Publik

Keadilan untuk Pemerintahan

Semua

menuju Good
Governance

5.2.Meningkatnya Kinerja
Pengelolahan
Pemerintah Menuju
Good Governance

B. INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KabupatenBanyuasintelah menetapkan
Banyuasin Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2019mempunyai 7 (tujuh) Indikator tujuan,

41 (empat puluh satu) IKU dan12 sasaran strategis :

BerdasarkanhasilevaluasiLaporanKinerjaPemerintah

Tabel 2.2

Indikator Tujuan

Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

No Tujuan Indikator Tujuan Target

1. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Indeks Pembangunan 67,74
Manusia Manusia (IPM)

2. | Terciptanya Keamanan, Kenyamanan Angka Kriminalitas 7,58
dan Ketertiban Masyarakat

3. | Meningkatkan Peran Serta Angka PartisipasiPemilu 75
Masyarakat Dalam Berdemokrasi

4. | Meningkatkan Kerukunan Umat Persentase Atlet berprestasi 83
Beragama

Persentase Prestasi Bidang 39
Seni dan Budaya
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No Tujuan Indikator Tujuan Target

Persentase Peningkatan 35
Zakat Melalui BAZDA

5. | Meningkatnya Kesejahteraan Pertumbuhan Ekonomi 5,08-5,88
Tingkat Inflasi 2,36
IndeksGini Ratio 0,298
Angka Kemiskinan 11,07
6. | Mewujudkan Pembangunan Pencapaian Indikator SDGs 55
Berkelanjutan
7. | MeningkatkanKinerjaPengelolahanPe | Indeks Reformasi Birokrasi B

merintahanmenujuGood Governance

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018

Indikator Kinerja

Sasaran Rumus Capaian

Utama
1 | Bangkit 1 Angka Rata-rata | Kombinasiantarapartisipasisekolah,
Pendidikan Lama sekolah | jenjangpendidikan yang sedangdijalani,
(Meningkatnya kelas yang didudukidanpendidikan yang
Kuallt.a.s ditamatkan.
Pendidikan)
2 Harapan Lama
Sekolah n ¢
HLSY = FKx P—i
L

i=a

Dimana :
HLS! =Harapan Lama

Sekolah pada umur

a di tahun t
E! = Jumlah Penduduk Usia | yang
bersekolah pada tahun t
P! = Jumlah Penduduk Usia i pada t
i =Usia(a,a+1,..,n)
FK = Faktor Koreksi Pesantren
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Indikator Kinerja .
Sasaran Rumus Capaian
Utama
3 Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan dasar :
SD / Ml (0/0) JumlahCapaianKinerjaAPS SD/MI seKabupatendanKotax 100%
]umlahSeluruh%Kabupatendankota
SMP / MTS (0/0) JumlahCapaianKinerjaAPS SMP/MTS se KabupatendanKota
JumlahSeluruhSMPMT SseKabupatendanKota x100%
4  Rata-ratan Nilai Ujian (USBN / UN) :
SD /[ M JumlahNilaiRata — rataMataPelajaranUSBNSD/MI
JumlahMataPelajaranUSBNSD/MI
SMP / MTS JumlahNilaiRata - rataMataPelajaranUNSMP /MTS
JumlahMataPelajaranUNSMP /MTS
2 | Bangkit 5 Angka Usia AngkaPerkiraan Lama Hidup rata-rata
Kesehatan Harapan Hidup | pendudukdenganasumsitidakadaperuba
(Meningkatnya hanpolamortalitasmenurutumur
Derajat 6 Angka Kematian AKB =_ws11_ 4000
Kesehatan dgn_ Bayi (AKB) per irittdup
ﬁZZ‘;Z?SEQt) Gizi r11 000 kelahiran | Dimana :
idup AKB = DO -<1thLahir Hidupx 1000
Dimana :
DO0-<1th = Jumlah Kematian Bayi (berumur
kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu
2 Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup
pada satu tahun tertentu.
7 Angka Kematian
ibu per 100000 Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena hamil, bersalin
elairan iU | iy e * 100.000
kurunwaktu yang sama
8 Persentase
Penurunan S o
Disabiitas | s e oo
Miskin dan
Rentan
9 Pencapaian
Skor POIa PPH = % Angka Kecukupan Energi (AKE) % 100 %
pangan "~ Bobot Masing—masing kelompok Pangan °
Harapan (PPH)
3 | Bangkit 10 Angka
Ketentraman, Kriminalitas AK = [umlahTindak Kriminalitas takunn—jumlah T indak Kriminal tahunn—1
Ketert|ban Jumlah Tindak kriminalitas yahunn
Umum, dan
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Indikator Kinerja

Sasaran Ut Rumus Capaian
ama
Perlindungan 11 Persentase
Masyarakat, Penurunan
Menurunnya pelanggaran g an PR o x 100%
Kriminalitas Perda
(Bangkit 12 Angka
Demokrasi) Partisipasi
Meningkatnya pemilu
kesadaran Jumlah Pemilih x 100%
masyarakat Jumlah pemilih yang terdaftar
dalam
berdemokrasi
(Bangkit 13 Persentase Atlet | jumlah Atlet yang Berperestasi 100%
Prestasi dan yang berprestasi | Total jumlah Atlet yang dikirim
Keimanan 14 Persentase
Masyarakat) Prestasi Bldang Jumlah Sanggar Seni yang berprestasi x 100%
Meningkatnya seni dan Total Jumlah sanggar seni yang dikirim
Masyarakat yang Budaya
berprestasi dan | 15 Generasi muda | JumlahMasyarakat yang Hafiz Quran
religius Hafiz Al-Quran padatahunperencanaan
(Orang)
16 Masyarakat JumlahMasyarakat yang Khatam Quran
Khatam Quran | (Wisudawan BKPRMI)
(Orang)
17 Persentase Persentase Peningkatan Zakat melalui
Peningkatan BAZD
Zakat Melalui
BAZD
Bangkit 18 Nilai Tukar NTP = Iln:e:s yang ;;terima pletam' ((llt;)) x 100%
Pertanian Petani naeks yang dibayarnetayan
(Meningkatnya 19 Nilai Tukar NTN = Indeks yang diterima nelayan x 100%
Kesejahteraan Nelayan " Indeks yang dibayar nelayan 0
Petani dan
ilai _ Indeks yang diterima pembudidayaan ikan
Nelayan) 20 E!?T:Jlf(;(lzrayalk NTPI = Indeks yang dibayar pembudidaya ikan 100
an
Bangkit 21 Kontribusi sektor terhadap PDRB :
Perdagangan,
Industri Perdagangan, o _
’ . Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan x 100%
Koperasi dan Jumlah PDRB
UMKM terdapat Industri

PDRB

Pengelolahan

Jumlah Kontribusi DPRD dari sektor industri

0
Jumlah DPRD x 100%
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Sasaran

Indikator Kinerja

Rumus Capaian

lingkungan dan
naiknya status
desa)

Utama

(Meningkatnya 22 Penanaman
kontribusi sektor Modal Asing Jumlah investor berskalanasional PMA
perdagangan, (PMA)
IFr:::gs;terllolahan 23 Jumlah Nilai ZJlgI\r;;II;al\f;Ir;Ii:l;':'ijliz‘\)/estasiberskalanasional
dan Investasi) PMDN

8 Bangkit Tenaga | 24 Rasio penduduk Penduduk yang bekerja .
Kerja Lokal yang bekerja Angkatan Kerja 100%
(Meningkatnya
kesempatan 25 Tingkat
berusaha dan Pengangguran Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja
kesempatan TerbUKa Jumlah Penduduk angkatan Kerja x 100%
kerja)

9 Bangkit Daya 26 Perentase
Saing Produk Pemanfaatan Jumlah Inovasi Daerah yang Menengah Lombah o
Dagrah dan Inovasi Unggulan Jumlah Inovasi Daerah yang dilaksanakan x 100%
Parwlsata Daerah
(Meningkatnya
Inovasi 27 Peningkatan Jumlah Pengunjung Destinasi Wisata A
Teknologi dan Jumlah ndalan tahun n
Destinasi Kunjungan
Pariwisata) Wisata

10 | (Bangkit 28 Persentase Jalan
Infrastruktur Kabupaten dalam | e vl doeracorser ™ 100%
Meningkatnya kondisi mantap
infrastruktur
yang baik, 29 Persentase
merata car Dermaga Dalam | Aietrmgaduian fondt s 1o
wawasan Kondisi Mantap

30

Cakupan Rumah

Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni di Suatu

. Wilaya Kerja pada kurun waktu tertentu
Iayak Hunl Jumlahrumah di suatu wilaya kerja x 100%
pada kurun waktu tertentu
31 Persentase

penduduk Penduduk berakses air minum x 100%

i Jumlah penduduk ?
BeraksesAir
Minum

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
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Indikator Kinerja

Sasaran Rumus Capaian
Utama
32 Cakupan Luas Wilayah yang tercoverage
Layanan Luas Wilayah keseluruhan

Telekomunikasi

33 Persentase

irigasi Kabupaten
dalam kondisi
baik

Luas Irigrasi Kabupaten dalam Kondisi baik o
— x 100%
Luas Irigrasi kabupaten

34 Jumlah Desa

sangat tertinggal
dan tertinggal
menjadi Desa

umlah Desa sangat Tertinggal menjadi desa berkemban,
] g 99 Y g x 100%

Jumlah Total Desa di Kabupaten Banyuasin

Berkembang
11 | (Bangkit Kualitas | 35 Indeks Kualitas IPA+1IPU+ ITH
Lingkungan Lingkungan 3
Hidup) Hidup (IKLH)
Meningkatnya IPA = Indeks Pencemaran Air Sungai
Pengelolahan IPU = Indeks Pencemaran Udara
Lingkungan ITH = Indeks Tutupan lahan
Hidup dan
Pengelolahan 36 Menurunnya Potensi Kemungkinan Korban dan dampak
Resiko Bencana Indeks  Resiko | yang ditimbulkan dari suatu bencana
Bencana
12 | (Bangkit 37 Indeks Reformasi | a. Pengukuran dibagi ke dalam dua
Reformasi Birokrasi komponen, yaitu komponen pengungkit
Birokrasi) dan hasil. Komponen pengungkit adalah
Meningkatnya pengukuran terhadap seluruh upaya
Reformasi perbaikan tata kelolah pemerintah yang
Birokrasi dilakukan oleh pihak internal instansi

. Bobot Pengukuran diberi

pemerintah agar mampu memeberikan
pelayanan vyang berkualitas, efektif,
efisien, akuntabel, dan bebas KKN.
Komponen hasil adalah pengukuran
terhadap kapasitas dan akuntabilitas,
integritas (bersih dan bebas KKN), dan
kepuasan pengguna layanan; dan

60% untuk
komponen pengungkit dan 40% untuk
komponen hasil. Unsur yang diukur
dalam komponen pengungkit adalah
sebagai berikut unsur yang diukur
dalam komponen hasil adalah Metode
pengukuran/penilaian yaitu dengan self
assessment (penilaian mandiri) yang
dievaluasi melalui wawancara, observasi

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
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Sasaran

Indikator Kinerja
Utama

Rumus Capaian

eksternal

38 Tingkat Maturitas
SPIP

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
atau Tingkat kematangan Penyelenggaraan
Sistem pengendalian Intern Pemerintah
dalam mencapai Tujuan pengendalian
Intern sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang sistem pengendalian Intern
Pemerintah

39 Indeks Kepuasan

|KM =Total dari Nilai Persepsiper Unsur

— Nilai Penimbang
Total unsur yang tersisi

Masyarakat
(IKM) Dimana :
Nilai imb Jumlah Bobot _ 1 _ g 4
t Nilai rata-rata tertimbang _]—umlah Unsur 9
Untuk Memudahkan interpretasi terhadap penilaian
IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut
diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan
rumus sebagai berikut : IKM Unit pelayanan x 25
- Nilai Nilai Mutu Kinerja
Nilai Interval .
. | Interval . | Pelaya Unit
Persepsi Kontroversi
IKM nan Pelayanan
IKM
1,00 -
1 175 25 - 43,75 D Tidak Baik
1,76 - 43,76 - -
2 2,50 62,50 C Kurang Baik
2,51 - 62,51 - .
3 3,25 81,25 B Baik
3,26 - 81,26 - .
4 4,00 100,00 A Sangat Baik
40 Nilai SAKIP Penilaian Terhadap Sistem Akutabilitas
Kinerja
41 Opini BPK Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK
terhadap terhadap laporan keuangan daerah
Laporan
keungan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
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C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Prioritas pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 merupakan tindak

lanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Periode

Keempat Tahun 2018 — 2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara

Program Prioritas yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 — 2025 dengan prioritas pembangunan

daerah Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 79

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2019.

Tabel 2.4
Prioritas Pembangunan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

No

Rencana Pembangunan Lima
Tahunan Keempat Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 — 2023

Prioritas Pembangunan Kabupaten
Tahun 2019

Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia

2 | Terciptanya Keamanan,
Kenyamanan dan Ketertiban
Masyarakat

3 | Meningkatkan Pran Serta
Masyarakat dalam Berdemokrasi

4 | Mewujudkan Masyarakat
Berprestasi dan Religius

5 | Meningkatkan Kesejahteraan
Perekonomian

6 | Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan

7 | Meningkatkan kinerja pengolahan

pemerintahan menuju Good
Governance

N o o bk~ w0 D=

Banyuasin Sehat
Banyuasin Cerdas
Prima Banyuasin
Infrastruktur Bagus
Banyuasin Religius
Petani Bangkit

Pemerintah Terbuka

Sumber : RKPD Kabupaten Banyuasin, 2019

2019 juga memperhatikan prioritas yang menjadi

Selain prioritas utama tersebut pembangunan Kabupaten Banyuasin tahun

dalam perhatian dalam

pembangunan Provinsi Sumatra Selatan tahun 2019 diantaranya :

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
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Menengah Daerah Tahun 2018 — 2023, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas

pembangunan Tahun 2019, maka ditetapkan pilihan tema pembangunan Kabupaten

a. Pembangunan Manusia Berkualitas

b. Pengurangan kesenjangan wilayah

j}?‘@r PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

c. Peningkatan Nilai tambah ekonomi berbasis green growth

d. Stabilitas keamanan dan pemantapan Reformasi Birokrasi

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Banyuasin Tahun 2019 adalah :

“ Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan

Berkelanjutan”

D. TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO TAHUN 2019

Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 sebagai

berikut:
Tabel 2.5

Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

Target Kinerja

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
1. | Pertumbuhan Ekonomi % -
2. | Pertumbuhan Ekonomi Sektoral menurut

Lapangan Usaha

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan % -

b. Pertambangan dan Penggalian % -

c. Industri Pengolahan % -

d. Pengadaan Listrik dan Gas % -

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah o ]

dan Daur Ulang °
f. Konstruksi % -
Bab 2 hal 12
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No Indikator Kinerja Satuan T_?_;%eJnKzir(;ﬁ;ja
g. Perdagangan Besar dan Eceran % -
h. Transportasi dan Pergudangan % -
i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % -
j- Informasi dan Komunikasi % -
k. Jasa Keuangan dan Asuransi o -
|. Real Estate o -
m. Jasa Perusahaan o -
n. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan % -
0. Jasa Pendidikan % -
p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial L -
g. Jasa Lainnya % -
3. | Persentase Penduduk Miskin % -
4. | Indeks Pembangunan Manusia % -
S. | Tingkat Pengangguran Terbuka % -
Bab 2 hal 13
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E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 mengacu pada
Dokumen RPJMD Tahun 2018 — 2023, dokumen RKPD Tahun 2019 dan dokumen
Plafon AnggaranPerubahan Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah
menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan uraian sebagai
berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

Sasaran . ..
No Strategis Indikator Kinerja Target
1 Bangkit Pendidikan | Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7,93%
(Meningkatnya
Kualitas Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,65%
Pendidikan)
Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan dasar :
SD (%) 0,26%
SLTP (%) 1,00%
Rata-rata nilai Ujian (USBN/UN) :
SD (%) 73,00%
SLTP (%) 53,50%
2 Bangkit kesehatan | Angka Usia harapan Hidup (Tahun) 68,50%
(Meningkatnya
Derajat Kesehatan | Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran 4%
dan Kecukupan hidup (Rasia/ 1000 kelahiran hidup)
Gizi masyarakat) Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran .
hidup (Rasio/ 100.000 kelahiran Hidup) 103%
Persentase Penurunan Penyandang 31%
Disabilitas Miskin dan Rentan (%)
Pencampaian skor Pola Pangan Harapan 89%
(PPH) (%)
3 Bangkit
K:’?egntlraman, Angkakriminalitas (%) 7,58%
Ketertiban Umum,
Perlind
ﬁﬂaansyiglgatungan F:)ersentasePenurunanPelanggaranPerda 73%
(Menurunnya (%)
Kriminalitas)
Bab 2 hal 14
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Sasaran

No Strategis Indikator Kinerja Target

4 (Bangkit
Demokrasi)

Meningkatnya e P 73%
Kesadaran Angka Partisipasi Pemilih (%)

masyarakat dalam

berdemokrasi

5 (Bangkit Prestasi Persentase Atlet berprestasi (%) 83%
dan keimanan
Masyarakat) Persentase Prestasi Bidang Seni dan 39%
Meningkatnya Budaya (%)

Masyarakqt yang Generasi Muda Hafiz Al-Quran (Orang) 265%

berprestasi dan

religius Masyarakat Khatam Quran (Oarang) 2.000%
Persentase Peningkatan zakat dan Infak 35%
Melalui BAZNAZ (%)

6 Bangkit Pertanian Nilai Tukar Petani (Indeks) 99%
(Meningkatnya
Kesejahteraan Nilai Tukar Nelayan (Indeks) 101%
Petani dan Nelayan

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Indeks) 99,15%

7 Bangkit Kontribusi sektor terhadap PDRB :

Perdagangan,

Industri, Koperasi Perdagangan (%) 12,3%
dan UMKM

terhadap PDRB Industri Pengolahan (%) 24%
dan Investasi

(Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) 15%
kontribusi sektor (Perusahaan)

perdagangan, Penanaman Modal Dalam Negeri 6%
industri pengolahan | (PMDN) (Perusahaan) °
dan Investasi)

8 Bangkit Tenaga
Kerja Lokal Rasio Penduduk yang bekerja (%) 97,15%
(Meningkatnya
Kesempatan
Berusahadan | persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 2,85%
Kesempatan Kerja (%)

9 Bangkit Daya Saing | Persentase Pemanfaatan Inovasi Unggulan 389%
Produk Daerah dan | Daerah. (%) °
Pariwisata
(Meningkatnya Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata 1520%
Inovasi Teknologi (Orang)
dan Destinasi
Pariwisata)

Bab 2 hal 15
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Sasaran

No Strategis Indikator Kinerja Target
10 (Bangkit Persentase jalan kabupaten dalam kondisi 74,33%
Infrastruktur dan baik (< 40 KM/Jam) (%)
Pembangunan Persentase Dermaga dalam Kondisi Baik 97,6%
Perdesaan) (%)
Meningkatnya Cakupan Rumah layak huni (Rumah) 183.226%
infrastuktur yang
baik, merata, Persentase Penduduk Berakses Air Minum 55%
berwawasan (%)
lingkungan dan Cakup layak Telokomunikasi (%) 75,5%
naiknya status desa
Persentase Irigasi Kabupaten dalam 80%
kondisi baik (%)
Jumlah Desa sangat Tertinggi dan 131%
Tertinggal menjadi desa Berkembang
(Desa)
11 (Bangkit Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 57%
Lingkungan Hidup) | (%)
Meningkatnya Persentase Menurunnya Indeks Resiko 6%
Pengelolahan Bencana (%)
Lingkungan Hidup
dan Pengelolahan
Resiko Bencana
12 (Bangkit Reformasi | Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai) B (60,01)
Birokrasi)
Meningkatnya Maturitas SPIP (Level) 3
Reformasi Birokrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai) B (80,01)
Nilai SAKIP (Nilai) B (60,01)
Opimi BPK terhadap Laporan Keungan WTP
(Hasil Penilaian BPK)
Bab 2 hal 16
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Bﬁ AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin selaku pengemban amanah
masyarakat Kabupaten Banyuasin menyusun menyampaikan dan
menyelenggarakan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Banyuasin yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 —
2023 Kabupaten Banyuasin merupakan tahapan keempat dari rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyuasin, dimana berlandaskan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka
RPJMD ke-4 ditujukan untuk Percepatan pembangunan ekonomi berbasis
sumberdaya lokal, memacu pembangunan dan pengembangan industri,
perdagangan dan jasa serta, serta melakukan peningkatan pelayanan dasar
yang makin luas, merata dan berkualitas

Laporan Kinerja tahun 2019 Kabupaten Banyuasin merupakan LKj tahun
pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuasin periode 2018 — 2023 dan disusun berdasarkan
kontribusi capaian kinerja setiap instansi yang ada dibawah Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin
masih banyak mengalami hambatan, antara lain kesulitan dalam pengumpulan data

kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah

Bab 3 hal 1
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Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu di masa yang akan datang, pengembangan
sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian seluruh instansi pemerintah

yang ada di Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

A. METODELOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi,

dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1) Kinerja Positif Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin
tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi
Capaian indikator kinerja = X 100

Rencana

2) Kinerja Negatif Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin
rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana — ( Realisasi — Rencana )
Capaian indikator kinerja = X100

Kinerja Rencana

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja
juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan
realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target

pada akhir periode dokumen RPJMD dengan rumus :

Bab 3 hal 2
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Realisasi Tahun 2019
Realisasi Tahun = X 100
Rencana Tahun 2018

Capaian Tahun 2019
Capaian Tahun = X 100
Capaian Tahun 2018

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran. Yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung
hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan

sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator
kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan

dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

= X > 85% : Sangat Berhasil
= T0%< X<85% : Berhasil

= 55% < X<70% : Cukup Berhasil
= X < 55% : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang
diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi
dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu
penilaian yang sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator

kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
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B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
1. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Pencapaian Kinerja Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/05/2007, indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU
Pemerintah Kabupaten Banyuasin ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan
digunakan sebagai acuan dalam penetapan indikator dalam RPJMD, RKPD,
Penetapan Kinerja, serta RKA/DPA SKPD. Dengan demikian akan tercipta
keselarasan antara indikator kinerja dalam IKU dengan dokumen perencanaan

yang ada dalam pemerintahan daerah.

Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator
kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian
sasaran merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen
indikator kinerja utama. Target pencapaian indikator kinerja ditetapkan dalam
dokumen PerjanjianKinerja secara definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap
setiap pencapaian indikator kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun
yang diwujudkan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja. Dengan demikian
pengukuran kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pengukuran

pencapaian indikator kinerja utama.

Pada Tahun 2019 Indikator Kinerja Utama awal Kabupaten Banyuasin adalah
sebanyak 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 41 (empat puluh satu)
Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Target Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

No INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) SATUAN TARGET
1 | Angka rata-rata Lama sekolah Tahun 7,93
2 | Harapan Lama Sekolah Tahun 12,65

3 | Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar :
SD % 0,26

Bab 3 hal 4
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



E PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

SLTP % 1,00
4 | Rata-rata nilai Ujian :
SD % 73,00
SLTP % 53,50
5 | Angka Usia Harap Hidup Tahun 68,50
5 Angkg Kem.atlan Bayi per 1000 Per 100 KH 4
Kelahiran hidup
. Angka Kematian Ibu per 100.000 Per 100.000 103
kelahiran hidup KH
3 Persentase Penurunan Penyandang % 31
Disabilitas Miskin dan Rentan
9 Pencapaian skor Pola Pangan % 89
Harapan
10 | Angka Kriminalitas % 7,58
11 Persentase Penurunan Pelanggaran % 35
Perda
12 | Angka Partisipasi Pemilu % 73
13 | Persentase Atlet Berprestasi % 83
14 Persentase Prestasi Bidang Seni % 39
dan Budaya
15 | Generasi Muda Hafiz Qu’ran Orang 265
16 | Masyarakat Khatam Quran Orang 2.000
17 Persentase Peningkatan Zakat dan o 35
Infak Melalui BAZNAZ °
18 | Nilai Tukar Petani % 99
19 | Nilai Tukar Nelayan % 101
20 | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan % 99,15
21 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB :
Perdagangan % 12,3
Industri Pengelolahan % 24
22 | Penanaman Modal Asing (PMA) Perusahaan 15
Penanaman Modal Dalam Negeri
23 (PMDN) Perusahaan 6
24 | Rasio Penduduk yang Bekerja % 97,15
o5 Persentase Tingkat Pengangguran o 285
Terbuka
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Persentase Pemanfaatan Inovasi

0,
26 Unggulan Daerah & 38
o7 \I;’Veiglar;gkatan Jumlah Kunjungan Orang 1520
Persentase jalan Kabupaten
28 | Banyuasin dalam Kondisi Baik (> 40 % 74,33
KM/Jam)
29 Egirlfentase Dermaga Dalam Kondisi o 97.6
30 | Cakupan Rumah Layak Huni % 183.226
31 Pgrsentase Penduduk Berakses Air % 55
Minum
32 | Cakupan Layanan Telekomunikasi % 75,5
33 Perse.n.tase. Irigasi Kabupaten Dalam o 80
Kondisi Baik
Jumlah Desa Sangat Tertinggi dan
34 | Tertinggal Menjadi Desa % 131
Berkembang
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup o
35 (IKLH) Yo 57
36 Persgntase Menurunnya Indeks o 6
Resiko Bencana
37 | Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B (60,01)
38 | Maturitas SPIP Level 3
39 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai B (80,01)
40 | Nilai SAKIP Nilai B (60,01)
41 Sggnzpa*: Terhadap laporan Opini BPK WTP (100)
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2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dan Analisis Penyebab
Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Telah
Dilakukan

Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tugas utama yang
pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis terhadap 12 (dua
belas) sasaran dengan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Gambaran bahwa perbandingan target dan realisasi indikator makro Kabupaten

Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2

Perbandingan Indikator Makro
Kabupaten Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2018
Kabupaten Banyuasin Provirslglasig rrr:atera
Indikator Kinerja Satuan ——
Target Realisasi Tahun
Tahun 2019 Tahun 2018
1 2 3 4 5
1 | Pertumbuhan Ekonomi % 5,08-5,88 5,88 5,71
) Pertumbuhan Ekonomi Sektoral menurut
Lapangan Usaha
a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan % - 2,94 14,79
b. Pertambangan dan Penggalian % - 3,73 20,55
c. Industri Pengolahan % - 6,58 19,35
d. Pengadaan Listrik dan Gas % - 5,30
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, % ) 6.81
Limbah dan Daur Ulang ’
f. Konstruksi % - 6,86
g. Perdagangan Besar dan Eceran % - 8,93
h. Transportasi dan Pergudangan % - 4,23
i. P;?nyuer?aan Akomodasi dan Makan % ) 9,22
j. Informasi dan Komunikasi % - 8,62
. %
k. Jasa Keuangan dan Asuransi - 3,24
Bab 3 hal 7
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Indikator Kinerja

Satuan

Kabupaten Banyuasin

Provinsi Sumatera
Selatan

Target

Realisasi

Tahun 2019 | Tahun 2018 UG
1 2 3 4 5
0,
l. Real Estate % 6,78
0
m. Jasa Perusahaan % 4,52
n. Administrasi Pemerintahan dan % 129
Pertahanan ’
0
0. Jasa Pendidikan % 3,24
0
p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial % 3,12
. %
g. Jasa Lainnya 6,78
3 | Persentase Penduduk Miskin % 11,73 11,32 11,33
4 | Indeks Pembangunan Manusia % 65,74 65,40 70,02
5 | Tingkat Pengangguran Terbuka % 21,85 14.273 4,48

Sumber Data : Banyuasin Dalam angka, 2019

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2019
sebesar 5,88% yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan dari berbagai
yang
Kabupaten Banyuasin. Lapangan usaha terbesar penopang perekonomian

sektor atau lapangan usaha mempengaruhi  perekonomian

Kabupaten Banyuasin adalah sektor/bidang Pertanian. Mengingat
Kabupaten Banyuasin merupakan Ilumbung pangan(produsen padi)
Provinsi Sumatera Selatan dengan produksi tanaman pangan (padi)

terbesar. Tingginya laju pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten

Banyuasin menunjukkan peningkatan pendapatan dari sektor pertanian

yang menjadi pendapatan utama daerah Banyuasin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat
kemiskinan di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 adalah 11,32 %,
angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 11,47%.
Turun naiknya angka kemiskinan di

Kabupaten Banyuasin bisa

yang
kebanyakan bekerja di sektor pertanian dan berada di kawasan pedesaan.

dipengaruhi dari kondisi masyarakat Kabupaten Bayuasin

Bab 3 hal 8
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Salah satu indikator menilai masyarakat miskin di Sumsel adalah
besarnya pengeluaran per kapita per bulan. Di Sumatera Selatan batas
pengeluaran sebesar Rp. 370.060 per kapita per bulan. Jika anggota
keluarga berjumlah empat orang maka dikali Rp. 370.060 sehingga
jumlahnya Rp. 1.480.240. Jika di bawah angka itu, keluarga tersebut
masuk kategori miskin. Berdasarkan perkembangan angka kemiskinan
beberapa tahun terakhir maka target angka kemiskinan untuk Kabupaten

Banyuasin pada tahun 2019 adalah sebesar 11,3 — 11,5%.

Target Indeks Pembangunan Manusia 66,8- 68 adalah telah sesuai
berdasarkan angka perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Banyuasin 3 (tiga) tahun terakhir, pada tahun 2018 IPM adalah
65,40 angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017
sebesar 65,85 dan tahun 2016 sebesar 65,01. Suatu daerah bisa
dikatakan berhasil dalam pembangunan apabila pembangunannya
diarahkan atau difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan dan
sekaligus peningkatan |IPM. Dalam rangka peningkatan prioritas
pembangunan terutama dalam peningkatan IPM, Kabupaten Banyuasin

akan memfokuskan pembangunan pada 3 (tiga) bidang yaitu :

a. Bidang Kesehatan
Pada bidang kesehatan diukur dari panjangnya usia harapan hidup
masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Apakah penduduk itu
miskin atau kaya apabila usia harapan hidupnya panjang maka akan
mempengaruhi IPM di daerah itu. Untuk itu sangat diperlukan adanya
perhatian dan komitmen vyang tinggi untuk meningkatkan IPM
khususnya di bidang kesehatan, maka pembangunan yang dijalankan
harus diprioritaskan atau memperhatikan pada masyarakat miskin
dan mendorong mereka untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan
berperilaku hidup sehat dan berumur panjang dan dilakukan melalui
program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pembinaan Gizi

Masyarakat dan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
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b. Bidang Pendidikan
Untuk meningkatkan IPM dalam bidang pendidikan di Kabupaten
Banyuasin akan diarahkan pada upaya untuk mendorong anak-anak
usia sekolah untuk sekolah, terutama anak-anak dari kalangan
keluarga kurang mampu. IPM akan meningkat bila anak-anak usia
sekolah semua mendapat kesempatan untuk bersekolah setinggi-
tingginya. Hal ini dilakukan antara lain melalui Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Menengah, Program
Pendidikan Non Formal dan Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan pada 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten
Banyuasin.

c. Bidang Ekonomi atau Kewirausahaan
Bidang ini terkait langsung dengan pendapatan masyarakat. Karena
rata-rata pendidikan masyarakat relatif rendah, produktivitas mereka
juga rendah, untuk itu perlu adanya dorongan dan motivasi untuk
memberdayakan mereka. Syarat utama untuk meningkatkan IPM
dalam bidang ekonomi adalah semua penduduk bekerja, apapun

pekerjaan yang dijalaninya, baik laki-laki maupun perempuan.

Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyuasin cenderung
fluktuatif. Naik turunnya jumlah angkatan kerja ini dipengaruhioleh banyak
faktor yaitu dapat intenal dari dalam diri penduduk tersebut maupun
internal dari lingkungan penduduk tersebut. Faktor internal yang
mempengaruhi jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banyuasin dapat
berasal dari kesehatan seperti menderita penyakit maupun mengalami
insiden kecelakaan sehingga menyebabkan kematian. Faktor eksternal
adalah dari perkembangan informasi. Penduduk yang berada di usia kerja
di Kabupaten Banyuasin dapat memperoleh informasi dari luar daerah di

Kabupaten Banyuasin tentang peluang kerja.
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Secara Umum Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 3.3

Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2019

Ketercapaian

Kesehatan dan
Kecukupan Gizi
Masyarakat)

1000 kelahiran hidup
(Rasio / 1000 kelahiran
Hidup

3. Angka Kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup)

4. Persentase Penurunan
Penyandang Disetabilitas
Miskin dan Rentan (%)

5. Pencapaian skor Pola
Pangan Harapan (PPH)

No Sasaran Jumlah Indikator Keterangan
Target
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Bangkit 4 indikator : 2 Indikator
Pendidikan 1. Angka rata-rata Lama Mencapai
(Meningkatnya Sekolah (Tahun) Target
Kualitas 2. Harapan Lama Sekolah
Pendidikan) (Ta hun)
3. Angka Putus Sekolah
(DO) Pendidik Dasar
SD (%)
- SLTP (%)
4 Rata-rata nilai Ujian
(USBN/UN)
Bangkit 5 Indikator : 5 Indikator
Kesehatan 1. Angka Usia Harap Hldup Mencapai
(Meningkatnya (Tahun) Target
Derajat 2. Angka Kematian Bayi per

Tuju

an 2 : Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat

Bangkit 2 Indikator : 2 Indikator
Ketentraman, 1. Angka Kriminalitas (%) Mencapai
Ketertiban 2. Persentase Penurunan Target
umum, dan Pelanggaran Perda (%)

Perlindungan

Masyarakat

(Menurunnya

Kriminalitas)

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
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No Sasaran Jumlah Indikator Ket_cla_rcapalan Keterangan
arget
Tujuan 3 : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi

4. (Bangkit 1 Indikator : 1 Indikator
Demokrasi) 1. Angka Partisipasi Pemilu Mencapai
Meningkatnya (%) Target
Kesadaran
masyarakat
dalam
berdemokrasi

Tujuan 4 : Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius

S. (Bangkit 5 Indikator : 4 Indikator
Prestasi  dan | 1. persentase Atlet Mencapai
Keimanan berprestasi (%) Target
Masyarakat) 2. Persentase Prestasi
Meningkatnya Bidang Seni dan Budaya
Masyarakat (%)
yang 3. Generasi Mudah Hafis Al-
be!'p_restasi dan Qur'an (Orang)
religious 4. Masyarakat Khatam

Quran (Orang)
5. Persentase Peningkatan
Zakat dan Infak Melalui
BAZNAZ (%)
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian

6. | Bangkit 3 Indikator : 1 Indikator
Pertanian 1. Nilai Tukar Petani (%) Mencapai
(Meningkatnya 2. Nilai Tukar Nelayan (%) Target
Kesejahteraan 3. Nilai Tukar Pembudidaya
Petani dan Ikan (%)

Nelayan)

7. | Bangkit 4 |ndikator : 4 Indikator
Perdagangan, 1. Kontribusi sektor Mencapai
Industri, terhadap PDRB : Target
Koperasi dan - Perdagangan (%)

UMKM terhadap - Industri Pengolahan (%)
PDRB dan 2. Penanaman Modal Asing
investasi (PMA) (Perusahaan)
(Meningkatnya 3. Penanaman Modal
kontribusi sektor Dalam Negeri (PMDN)
perdagangan,
industri
pengolahan dan
investasi)
Bab 3 hal 12
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Ketercapaian

No Sasaran Jumlah Indikator T Keterangan

arget

8. | Bangkit Tenaga | 2 Indikator : 1 Indikator
Kerja Lokal 1. Rasio Penduduk yang Mencapai
(Meningkatnya Bekerja (%) Target
Kesempatan 2. Persentase tingkat
Berusaha dan Pengangguran Terbuka
Kesempatan (%)

Kerja)

9. | Bangkit Daya | 2 Indikator : 2 Indikator
Saing  Produk 1. Persentase Pemanfaatan Mencapai
Daerah dan Inovasi Unggulan Daerah Target
pariwisata (%)

(Meningkatnya 2. Peningkatan Jumlah
Inovasi Kunjungan Wisata
Teknologi  dan (Orang)

Destinasi

Pariwisata)

Tujuan 6 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjut

10. | (Bangkit 7 Indikator : 4 Indikator
Infrastruktur dan 1. Persentase jalan Mencapai
Pembangunan Kabupaten dalam Target
Perdesaan) kondisi baik (> 40
Meningkatnya KM/Jam) (%)
infrastruktur 2. Persentase Dermaga
yang baik Dalam Kondisi baik (%)
merata, 3. Cakupan Rumah Layak
berwawasan Huni (Rumah)
lingkungan dan | 4. Persentase Penduduk
naiknya status Berakses Air Minum (%)
desa. 5. Cakupan Layak

Telekomunikasi (%)

6. Persentase irigasi
Kabupaten dalam
kondisi baik (%)

7. Jumlah Desa Sangat
Tertinggal dan
Tertinggal menjadi desa
berkembang (Desa)

11. | Bangkit Kualitas | 2 Indikator : 2 Indikator
Lingkungan 1. Indeks Kualitas Mencapai
Hidup Lingkungan Hidup (IKLH) Target
(Meningkatkan (%)

Pengelolaan 2. Persentase menurunnya
Lingklungan Indeks Resiko Bencana
Hidup dan (%)
Pengelolaan
Resiko
Bencana)
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Ketercapaian

No Sasaran Jumlah Indikator T Keterangan
arget
Tujuan 7 : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Menuju Good
Governance
12. | (Bangkit 5 Indikator : 5 Indikator
Reformasi 1. Indeks Reformasi Mencapai
Birokrasi ) Birokrasi (Nilai) Target
Meningkatnya 2. Maturitas SPIP (Level)
reformasi 3. Indeks Kepuasan
Birokrasi Masyarakat (IKM) (Nilai)

4. Nilai SAKIP (Nilai)

5. Opini BKP terhadap
laporan Keuangan (Hasil
Penilaian BPK)

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada

tahun 2019 dapat sebagai berikut:

Tujuan 1 :  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia
Sasaran 1.1 : Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas Pendidikan)

Untuk mencapai sasaran Bangkit Pendidikan atau Meningkatnya Kualitas Pendidikan
dapat dilihat dari 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan

pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran 1.1Tahun 2019
Tahun 2019 Persentase
Indikator Kinerja Satuan .. Tingkat
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5
1 | Angka rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,93 7,19 90,69
2 | Harapan Lama Sekolah Tahun 12,65 11,74 92,81
Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan dasar :
SD % 0,26 0,36 137,931
SLTP % 1,00 0,37 165,74
4 | Rata-rata nilai Ujian (USBN/UN) :
SD % 73,00 67,33 92,23
SLTP % 53,50 45,94 85,87
Rata-rata Capaian 110,87
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Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran
bahwa 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian kinerja

diatas 100 % atau bermakna sangat baik.

Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2019
dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1.1 dari Tahun 2018
sampai dengan Tahun 2019

Realisasi Perbandingan Capaian Perbandinga
. S Realisasi n Capaian
Indikator Kinerja Satuan 2018 2019 Tahun 2018 2018 2019 Tahun 2018
dan 2019 dan 2019
Angka Rata-rata Tidak dapat Tidak dapat
1 Lama Sekolah Tahun 0 7,19 dibandingkan 0 90,69 dibandingkan
Harapan Lama Tidak dapat Tidak dapat
2 Sekolah Tahun 0 1,74 dibandingkan 0 92,81 dibandingkan
3 | Angka Putus Sekolah (DO) Pendidik dasar :
SD % 0,73 0,36 49,31 -70,37 137,93 -196,008
SLTP % 1,69 0,37 21,89 -60,76 165,74 -272,778
4 | Rata-rata Nilai Ujian (USBN/UN) :
SD % 72,0 67,33 93,51 102,1 92,23 90,33
SLTP % 52,5 47,94 88,00 67,31 85,87 127,57

Untuk Indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah pada tahun
2018 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2019 karena pada tahun
2018 tidak ada indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
sedangkan pada tahun 2019 Indikator tersebut ada. Sedangkan pada indikator
angka putus sekolah pendidikan dasar capaian pada tahun 2018 minus dikarenakan

realisasi tahun tersebut jauh dibawah target.

Realisasi kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan target jangka menengah
RJMD (2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1.1 s.d. Tahun 2019 dengan
Target Jangka Menengah (2023)
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.. Persenta
Realisasi Target se
Indikator Kinerja Satuan Kinerja s.d. Jangka Tinakat
Tahun 2019 Menengah 9%
Capaian
1 2 3 4 5
1 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,19 9,03 79,62
2 Harapan lama Sekolah Tahun 11,74 13,50 86,96
3 Angka Putus Sekolah (DO) Pendidik dasar :
SD % 0,36 0,13 276,92
SLTP % 0,37 0,80 46,25
4 Rata-rata Nilai Ujian (USBN/UN) :
SD % 67,33 75,00 89,77
SLTP % 45,94 55,30 83,07
Rata-rata capaian 110,43

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,2019

Realisasi kinerja tahun 2019 bila dibandingkan

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1.1Tahun 2019
Dengan Standar Nasional

dengan target Standar Nasional

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Realisasi | Persenta
Standar Kinerja se
Indikator Kinerja Satuan Nasi s.d. Tingkat
asional X
Tahun Capaian
2019
1 2 3 4 5
1 | Angka Rata-rata lama sekolah Tahun 8,8 7,19 90,69
2 | Harapan lama sekolah Tahun - 11,74 92,81
3 | Angka Putus sekolah (DO) Pendidikan Dasar :
SD % 0,57 0,36 136.842
SLTP % 1,01 0,37 163,37
4 | Rata-rata Nilai Ujian (USBN/UN) :
SD % - 67,33 67,33
SLTP % - 45,94 45,94
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Indikator Rata-rata Lama Sekolah penduduk yang tamat SD diperhitungkan
lama sekolah selama enam (6) tahun ,tamat SMP diperhitungkan lama sekolah
selama Sembilan (9) tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama
dua belas (12) tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau
tidak.Realisasi Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019 sebesar 7,19 tahun. Artinya,
secara rata-rata penduduk Kabupaten Banyuasin yang berusia 25 tahun ke atas
telah menempuh pendidikan selama 7,19 tahun atau hampir menamatkan kelas VII.
Bila dibandingakan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya tidak dapat
dibandingkan karena pada tahun 2018 belum ada dalam IKU. Sedangkan bila
dibandingkan dengan standar Nasional indikator ini belum mencapai target Nasional
sebesar 8,8%.

Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :

Ang_'ka Rata-rata Lama Sekolah

F 0%
L

B Target

¥ Realisasi

2018 2019

Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah
dari Tahun 2018 - 2019

Realisasi dengan Indikator harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyuasin
pada tahun 2019 sebesar 11, 74 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun
yang masuk jenjeng pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk
bersekolah selama 11,74 tahun atau setara dengan Diplomat I, dari target sebesar

12,65 % dengan persentase capaian target sebesar 92,81 %. Bila dibandingkan
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realisasi dan capaian tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena pada
tahun 2018 belum ada dalam IKU. Sedangkan bila dibandingkan dengan standar
Nasional realisasi ini mencapai 11,74 %.

Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Harapan Lama Sekolah

1500

1200
ALLER - B Target

B.OO 1 -
! ; W Realizasi
6,00

4,00 -

200

0,00 == : S
2018 2018

Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Indikator Harapan Lama Sekolah dari
Tahun 2018 - 2019

Realisasi Angka Putus Sekolah (DO) harus di bawah target yang ditetapkan,
untuk menunjukan keberhasilan yang dicapai. Semakin kecil realisasi dibandingkan
target yang ditetapkan, semakin besar capaian dan semakin baik kinerjanya.
Sebaliknya semakin besar realisasi dibandingkan target yang ditetapkan, semakin
kecil capaian dan semakin rendah kinerjanya. Realisasi capaian dengan indikator
Angka Putus Sekolah (DO) pada jenjang SD 0,36 % dari target sebesar 0,26 %.
Belum tercapainnya target Angka Putus Sekolah (DO) pada jenjang SD ada
beberapa faktor diantaranya, siswa pindah sekolah ketempat lain, disamping faktor
kesulitan yang memaksa anak-anak untuk berhenti sekolah dan ikut bekerja
membantu perekonomian keluarga. Adapun program/kegiatan yang dilakukan untuk
menekan Angka Putus Sekolah (DO) ini sudah cukup banyak, diantaranya menekan
bahkan menggratiskan biaya sekolah. Dengan program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dari pusat dan Program Sekolah Gratis (PSG) dari Kabupaten dan
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Provinsi, diharapkan siswa miskin tidak lagi memikirkan biaya sekolah, sehingga
mereka dapat menamatkan sekolah minimal sampai kejenjang menengah
(SMA/SMK/MA). Bahkan ditambah lagi dengan bantuan beasiswa bagi anak kurang
mampu, melalui program pemerintah pusat yang disebut Bantuan Siswa Miskin
(BSM) yang sekarang diganti menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). sedangkan
pada Angka Putus Sekolah (DO) pada jenjang SLTP 0,37 % dari target 1,00 %.
Sedangkan bila dibandingkan dengan standar Nasional realisasi indikator ini belum
mencapai target Nasional sebesar 0,57 %.Capaian target dan realisasi Indikator ini
dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar 5D AngkaPutus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar SLTP

08 1

07
06
05
04
03 1
0.2
o1+

B Target | Target

B Realisasi 1+ B Realisasi

2018 2010 2018 2019

Gambar 3.3 Grafik Target dan Realisasi Indikator Angka Putus Sekolah (DO)
Pendidikan Dasar SD dan SLTP Tahun 2018 - 2019

Indikator Rata-rata Nilai Ujian (USBN/UM) pada semua jenjang pendidikan
cendrung konstan. Naik dan turunnya indikator ini relatif sulit dikontrol karena bersifat
individu. Artinya bahwa indikator ini lebih ditentukan oleh intake siswa serta proses
pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Namun proses pendidikan juga sangat
dipengaruhi oleh kualitas guru sebagai pendidik serta sarana pendidikan di sekolah
seperti laboratorium, perpustakaan, buku pelajar, alat peraga, dan lain-lain.

Indikator Rata-rata Nilai Ujian (SD) pada tahun 2019 terealisasi sebesar
67,33 % dari target sebesar 73,00 % dengan persentase capaian target sebesar

92,23 %. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalamai
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peningkatan, sedangkan pada tingkat capaian mengalamai penurunan sebesar 9,87
%. Sementara target akhir periode RPJMD adalah sebesar 75,00 %, dan bila
dibandingkan dengan standar Nasional realisasi indikator ini belum mencapai target
Nasional sebesara 67,33 %. Capaian target dan realisasi indikator ini dari tahun
2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

B Target

2018 2019

o,

Gambar 3.4 Grafik Target dan Realisasi Indikator Rata-rata Nilai Ujian (USBN/UN)
SD Tahun 2018 — 2019 dan Gambar Penambahan Ruangan Kelas baru SDN 4

Rambutan Kab. Banyuasin

Indikator Rata-rata Ujian (SLTP) pada tahun 2019 terealisasi sebesar 45,94 %
dari target sebesar 53,50 % dengan persentase capaian target sebesar 85,87 %. Bila
dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan mencapai
4,56 %, sedangkan pada tingkat capaian mengalamai kenaikan. Sementara target
akhir RPJMD adalah sebesar 55,30 %.Sedangkan bila di dibandingkan dengan
standard Nasional realisasi indikator ini belum mencapai target Nasional sebesara
45,94%.

Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :

Bab 3 hal 20
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



) PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Rata-rata Nilai Ujian (USBN/UN) SLTP

o 53,50
54

52 +

_ W Target
56

B Realisasi
48 4

2018 2015

Gambar 3.5 Grafik Target dan Realisasi Indikator Rata-rata Nilai Ujian (USBN/UN)
SLTP Tahun 2018 - 2019

Sasaran 1.2 : Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan
dan Kecukupan Gizi Masyarakat)

Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Kecukupan Gizi Masyarakat di
Kabupaten Banyuasin diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan target

yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Sasaran 1.2. Tahun 2019
Tahun 2019 Persentase
Indikator Kinerja Satuan . Tingkat
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5
1 | Angka Usia Harapan Hidup Tahun 68,50 68,76 100,38
2 | Angka Kematian bayi Per 1.000 KH 4 3,44 100,00
3 | Angka Kematian ibu Per 100.000 KH 103 108,00 100,00
Persentase Penurunan Penyandang o
4 Disabilitas Miskin dan Rentan % 31 31,70 102,26
5 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan % 89 89,70 100,79
(PPH)
Rata-rata Capaian 100,68
Ket: KH (Kelahiran Hidup)
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Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran

bahwa 5 (lima) indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian

kinerja diatas 100 %. Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja

Tahun 2019 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat diliht

pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1.2 dari Tahun 2018
sampai dengan Tahun 2019

Realisasi Perbandingan Capaian Perbandingan
Indikator Kinerja | Satuan iealEsE el
Tahun 2018 Tahun 2018
2018 2019 dan 2019 2018 2019 dan 2019
1 | Angka Usia
Harapan Tahun 68,36 68,76 100,58 99,94 100,38 100,44
Hidup
2 | Angka Per
Kematian 1.000 Tidak dapat 3 44 Tidak dapat Tidak dapat 100.00 Tidak dapat
Bayi ,KH dibandingkan ’ dibandingkan | dibandingkan ’ dibandingkan
3 | Angka Per : : . .
. Tidak dapat Tidak dapat Tidak dapat Tidak dapat
Kematian Ibu 10}%:100 dibandingkan 108,00 dibandingkan | dibandingkan 100,00 dibandingkan
4 | Persentase
Penurunan
Penyandang % 61,25 31,70 51,75 98,61 102,26 103,43
Disabilitas
Miskin dan
Rentan
5 | Pencapaian
Skor Pola
Pangan % 95,10 89,70 94,32 109,31 100,79 0,92
harapan
(PPH)
Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1.2. s.d. Tahun 2019

dengan Target Jangka Menengah (2023)

Realisasi Kinerja Target Jangka Persentase
Indikator Kinerja Satuan Tingkat
s.d. Tahun 2019 Menengah Capaian
1 2 3 4 5
1 Angka Usia Harap Hidup Tahun 68,76 69,9 98,28
2 Angka Kematian bayi Per 100 3,44 2,00 172
KH
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Realisasi Kineri T t Jangk Persentase
Indikator Kinerja Satuan eda '.I't'a:: 1;?)?3 a';ge am_:,l 2 Tingkat
s.d. lahun enengal Capaian
1 2 3 4 5
Angka Kematian Ib per
3 | Angka Kematian Ibu 100.000 108,00 98 110,20
KH
Persentase Penurunan Penyandang
4 | Disabilitas Miskin dan Rentan % 31,70 0,84 3962,5
Pencapaian skor Pola Pangan harapan
5 | (PPH) % 89,70 98 805,81
Rata-rata Capaian 1029,75

Sumber : Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan, 2019

Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 68,76 tahun merupakan angka diambil
dari BPS, yang melebihi target tahun 2019, yakni 68,56 tahun (> 100%). Selama
periode 2018 hingga 2023, terjadi peningkatan sebesar 0,21 tahun dari UHH pada
tahun 2018, yakni sebesar 68,55 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir
RPJMD tahun 2023 (69,96 tahun), maka capaian kinerja tahun 2019 sebesar 98,28
%.

UHH

68.8
68.75
68.7
68.65
68.6

68.55
68.5

Grafik 3.1 Usia Harapan Hidup tahun 2018 sd. 2019

UHH Kabupaten Banyuasin dari tahun 2018 sampai dengan 2019 juga
disajikan pada grafik 3.1 di atas.

Dibandingkan dengan UHH Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 — 2019,
UHH Kabupaten Banyuasin lebih rendah 0,86 tahun di tahun 2018 dan lebih rendah
0,89 tahun di tahun 2019. Gambaran perbandingan ini disajikan pada grafik 3.2
berikut.
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Grafik 3.2Usia Harapan Hidup Kab. Banyuasin & Sumatera Selatan

UHH Banyuasin : UHH Sumsel

69.8 69.65

69.6 69.41
69.4

69.2
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68.2

68
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68.55

Banyuasin Sumsel Banyuasin Sumsel

2018 2019

Perbandingan dengan UHH nasional tidak dapat dilakukan karena data pada
bps.go.id untuk label angka harapan hidup 2019 dikategorikan berdasarkan gender,
yakni 69,44 tahun untuk laki-laki dan 73,33 tahun untuk perempuan.

UHH tahun 2019 (68,76) melampaui target yang ditetapkan (68,56).
Keberhasilan capaian ini, secara umum didukung oleh beberapa program, antara lain:
program peningkatan pelayanan kesehatan, program perbaikan gizi masyarakat,
program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program obat dan
perbekalan kesehatan, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
dan penyakit tidak menular, program standarisasi pelayanan kesehatan, serta
program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas

pembantu dan jaringannya.

Keberhasilan pencapaian target, tidak berarti tanpa hambatan atau
tantangan. Adapun hambatan yang ditemukan dalam pencapaian target UHH antara
lain: penyebaran jumlah SDM kesehatan yang belum merata untuk pelaksanaan
pelayanan kesehatan primer, akses jangkauan terkait dengan jarak tempuh

dan kondisi area yang dilalui.

Strategi atau upaya mengatasi hambatan yang dapat dilakukan dalam tahun

2019 dan perencanaan kedepan untuk mencapai target akhir RPJMD antara lain :

Bab 3 hal 24
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



fﬁ PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan untuk
menekan kejadian penyakit, percepatan dan kebijakan yang tepat dalam hal SDM
kesehatan, pemahaman perencanaan dalam penterjemahan pola pelayanan
kesehatan, pola pendekatan khusus sesuai kondisi wilayah geografis, pemahaman
pelaksana maupun stakeholder bahwa pelayanan primer bukan merupakan
pelayanan kuratif, memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukan.
Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat di lihat
pada grafik di bawah ini :

Angka Usia Harapat Hidup

688 1

68,7 4

686 1 = |
7 B Target
B85 - :
7 B Realisasi
684 1

683
682 1

68,1

2018 2018

Renovasi Puskesmas -Simpang Rambutan
Kec. Rambutan
Gambar 3.6 Grafik Target dan Realisasi Indikator Angka Usia harapan Hidup Tahun

2018 — 2019 dan Gambar Perbaikan Sarana dan Prasaranan Pelayanan Kesehatan
Tahun 2019

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat
penting dalam mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian
maupun program kesehatan ibu dan anak dikarenakan AKB berkaitan erat dengan
tingkat kesehatan ibu dan anak. AKB menggambarkan tingkat permasalahan
kesehatan masyarakat yang berkait dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat
pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB,
serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Bila dilihat dari perbandingan AKB
tahun 2018 (5/1.000 kelahiran hidup), AKB tahun 2019, berhasil turun menjadi
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3,44/1.000 kelahiran hidup. Realisasi ini berhasil dengan target yang ditetapkan,
yakni sebesar 4/1.000 kelahiran hidup, sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Keberhasilan penurunan AKB dari 78 kasus pada tahun 2019, salah satunya
didukung oleh dana jampersal yang menjadi masyarakat yang miskin tidak memiliki
jaminan kesehatan. Masih ditemukanya kasus kematian bayi disebabkan karena
rujukan kerumah sakit dalam kondisi ibu yang telah gawat, sehingga resiko terjadi
kematian neonatal juga meningkat. Status gizi ibu hamil KEK juga turut
memepengaruhi kejadian kematian bayi baru lahir akibat baru lahir akibat berat bayi
lahir rendah (BBLR).

Kendala yang dihadapi dalam upaya menurunkan AKB, antara lain :

a. Sebagai ibu hamil resiko tinggi tidak bersedia dirujuk

b. Sebagai tenaga kesehatan tidak mendeteksi lebih awal tanda
kegawatdaruratan ibu melahirkan dan janin

c. Sarana dan prasarana poskesdes dan puskesmas kurang memadai untuk
pertolongan kegawatdaruratan bayi baru lahir

d. Faktor lingkungan seperti pertimbangan keluarga dalam merujuk dan

pengetahuan ibu dan keluarga serta faktor ekonomi

Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat di lihat
pada grafik di bawah ini :

AngkaKematian Bayi
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Gambar 3.7 Diagram Target dan Realisasi Indikator Angka Kematian Bayi tahun
2015 - 2019
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Indikator Persentase Penurunan Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan
pada indikador ini realisasi kinerja telah mencapai 31,7 % yang telah memenuhi
target yang diharapkan, sehingga capaian pengukuran kinerja mencapai 102,25 %.
Untuk mencapai target indikator ini dilakukan melalui pelayanan terhadap PMKS
yang melibatkan berbagai sumber selain dari Dinas Sosial sendiri seperti TKSK dan
dinas terkait. Sedangkan penggunaan dana dialokasikan sebesar Rp.350.000.000,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.336.680.440 atau sebesar 96,19 % dengan
demikian ada efisiensi sebesar 3,84 %. Tingkat capaian ini didapat dari jumlah
penyandang disabilitas yang telah dibantu sebanyak 206 orang dari 650 orang
jumlah disabilitas pada tahun 2019. Usah yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam
mencapai indikator ini adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada PMKS.
Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Pelayanan dan
Rehabilitas Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan :

- Pelaksanaan Sosialisasi Penyandang Cacat Berat Bagi Perangkat Desa di
Kabupaten Banyuasin
- Sosialisasi Pencegahan dan Perlindungan Serta Penanganan Korban Tindak
Kekerasan dan Pekerja Migran
- Penanganan Orang Terganggu Mental dan Gepeng
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bagi Penyandang Cacat.
Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Bab 3 hal 27
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



Persentase Penurunan Penyandang Disabilitas

Miskindanﬁentan
6125
W0
| J,.H
60 -

31 3170

2018 2019

Gambar 3.8 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Penurunan Penyandang
Disabilitas Miskin dan Rentan Tahun 2018 - 2019

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan pangan yang beragam
didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk
memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan
mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan
agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor
PPH. Skor maksimal yang dapat dicapai adalah 100 dan semakin tinggi skor PPH
yang menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.
Kualitas konsumsi pangan penduduk yang diukur dengan parameter Skor PPH
merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan ketahanan pangan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin.
Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang-Undang
(UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Nilai PPH ini diperoleh dari hasil
survei Susenas.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan pangan yang beragam
didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk
memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan

mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan
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agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor
PPH. Skor maksimal yang dapat dicapai adalah 100 dan semakin tinggi skor PPH
yang menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.
Kualitas konsumsi pangan penduduk yang diukur dengan parameter Skor PPH
merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan ketahanan pangan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun
2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/Menkes/SK/X1/2005, skor PPH
Nasional tersaji pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Skor Pola Pangan Harapan Nasional

No  Kelompok Pangan (gr§;r7 lza?)?tr;g/?;ri) (kkal/igzirg/hari) A:/ZE Bobot ill(;:
1. Padi-padian 275,0 1.000,0 50,0 0,5 25,0
2.  Umbi-umbian 90,0 120,0 6,0 0,5 2,5
3. Pangan Hewani 140,0 240,0 12,0 2,0 24,0
4.  Minyak dan Lemak 25,0 200,0 10,0 0,5 5,0
5. Buah/Biji Berminyak 10,0 60,0 3,0 0,5 1,0
6. Kacang-kacangan 35,0 100,0 5,0 2,0 10,0
7. Gula 30,0 100,0 5,0 0,5 2,5
8. Sayur dan Buah 230,0 120,0 6,0 5,0 30,0
9. Lain-lain 15,0 60,0 3,0 0,0 0,0

Total 2.000,0 190, 100,0

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2004
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Hasil Susenas tahun 2018 diperoleh Skor PPH Penduduk Kabupaten

Banyuasin Tahun 2018 tersaji pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Skor Pola Pangan Harapan Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2018

Berat Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Pangan Energi
No  KSlomPok  “(gram/ (kal %  gopot Skor Skor Skor Skor
9 kapita/ kapita/ ? AKE Aktual AKE Maks PPH
hari) hari)
1. Padi-padian _ 300,1  1.230,7 581 61,5 05 291 30,8 250 250
2. Umbi-umbian 48,1 65,4 31 33 05 1,5 1,6 25 16
3, Pangan 136,9 2335 11,0 11,7 20 221 233 240 233
Hewani
4. Minyak dan 300 2688 127 134 05 63 67 50 50
Lemak
5. g“ah’.B”' 2.0 113 05 06 05 0,3 03 10 03
erminyak
6. Kacang- 22,2 48,7 23 24 20 4.6 49 100 49
kacangan
7. Gula 28,4 1038 49 52 05 2,5 2,6 25 25
g. Sayurdan 2476 1083 51 54 50 256 274 300 27.1
9. Lain-lain 74,2 46,2 22 23 - - - - -
Total 2.116,7 1?)0’ 1%5’ 91,9 97,3 1000 897

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

Bagan 2. Perbandingan Skor PPH Konsumsi Pangan Kabupaten Banyuasin Tahun
2018 terhadap Skor Ideal PPH Nasional dan Skor Angka Kecukupan Energi Aktual

35.0

30.0

25.0-

20.0

15.0 4

10.0 -
5.0

N

o

B Skor

AKE
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Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Bab 3 hal 30



h@‘.: PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

N[

Hasil justifikasi Susenas tahun 2018 (Tabel 2) bila dibandingkan dengan
hasil WNPG tahun 2004, diketahui beberapa indikator terkait kinerja ketahanan

pangan sebagai berikut:

1. Dari sisi konsumsi pangan, gambaran konsumsi pangan penduduk dalam bentuk
energi di tingkat rumahtangga sebesar 2.116,7 kkal/kapita/hari dimana sudah
melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari.

2. Perkembangan konsumsi protein penduduk tahun 2018 sebesar 59,77
gram/kapita/hari. Konsumsi protein telah melebihi anjuran konsumsi protein
sebesar 52 gram/kapita/hari. Komposisi konsumsi protein penduduk tahun 2018
terdiri dari 66,77% atau 39,90 gram protein/kapita/hari asal pangan nabati dan

33,23% atau 19,86 gram protein/kapita/hari asal pangan hewani.

3. Dari segi kualitas yang ditunjukkan dari skor PPH, kualitas konsumsi pangan
penduduk Kabupaten Banyuasin sebesar 89,7 pada tahun 2018 dengan AKE
2.000 kkal/kapita/hari.

4. Skor AKE kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, dan gula, telah
melebihi komposisi anjuran. Berdasarkan Bagan 2 dapat disimpulkan beberapa

hal sebagai berikut:

a. Sumber pangan karbohidrat terbagi menjadi dua (2) kelompok pangan, yaitu
kelompok pangan padi-padian dan umbi-umbian. Pola konsumsi sumber
pangan karbohidrat masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian
dimana skor AKE aktual sebesar 30,8 dimana skor anjurannya hanya sebesar
25. Sedangkan konsumsi umbi-umbian belum memenuhi skor anjuran
dimana skornya sebesar 1,6 masih jauh dibawah skor anjuran sebesar 2,5.
Secara umum, tingkat konsumsi energi sumber pangan karbohidrat (padi-
padian dan umbi-umbian) telah memenuhi anjuran namun belum beragam
dan seimbang. Konsumsi padi-padian sebaiknya dikurangi kemudian

divariasikan dengan mengonsumsi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat.

b. Pola konsumsi pangan penduduk untuk pangan kelompok minyak sumber
lemak yang masih didominasi oleh kelompok minyak dan lemak terutama

minyak goreng, margarin dan kelapa butiran sebaiknya dikurangi karena telah
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melebihi anjuran. Bila mengonsumsi kelompok pangan ini secara berlebihan
dapat menyebabkan penyakit degeneratif seperti jantung koroner, kolesterol,

darah tinggi dan stroke.

c. Tingkat konsumsi energi kelompok pangan gula telah melebihi batas anjuran.
Sebaiknya konsumsi gula dikurangi mengingat konsumsi gula berlebih dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan berupa penyakit degeneratif seperti

diabetes.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja indikator skor pola pangan harapan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 diperoleh bahwa rasio capaian sebesar 100,79%,

dengan target kinerja indikator sebesar 89,00 dan realisasi sebesar 89,70 %.

Capaian target dan realisasi indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Pencapaian Sekor Pola Pangan
Harapan
o501

At 89.7

® Target

M Realisasi

2018 2019

Gambar 3.9 Grafik Target dan Realisasi Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Tahun 2018 — 2019 dan Gambar Rapat Pembahasan Skor Pola

Pangan Harapa
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Tujuan 2 : Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban
Masyarakat
Sasaran 2.1 :  Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat Menurunnya Kriminalitas
Untuk mencapai sasaran Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat Menurut Kriminalitas diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai

dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan rincian sebagai

berikut :
Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2019
Tahun 2019 Persentase
Indikator Kinerja Satuan Tingkat
Target Realisasi ..
Capaiain
1 2 3 4 5
1 | Angka Kriminalitas % 7,58 0,33 100,00
2 | Persentase Penurunan % 35 37,90 108,29
Pelanggaran Perda
Rata-rata 104

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran

bahwa ke 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian

kinerja diatas 100 %. Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja

Tahun 2019 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sbelumnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2.1 dari
Tahun 2018 s.d. Tahun 2019

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Satuan Perbandingan Perbandingan
2018 2019 2018 2019

1 | Angka Kriminalitas o Tidak dapat Tidak dapat

% 0,33 dibandingakn 100,00 dibandingkan

2 | Persentase % Tidak dapat Tidak dapat

Penurunan 37,90 dibandingakn 108,29 | dibandingkan
Pelanggaran Perda

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat
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Realisasi Kinerja tahun 2019 bila di bandingkan dengan target jangka menengah
RPJMD (2023) dapat dilihat pada table di bawah ini :
Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2.1 s.d Tahun 2019 dengan target
Jangka Menengah (2023)

Realisasi Target Persentase
Indikator Kinerja Satuan Kinerja s.d Jangka Tingkat
Tahun 2019 Menengah Capaian
No 1 2 3 4 5
1 Angka Kriminalitas % 0,33 9,68 3,40
2 Persentase = Penurunan % 37,90 5 758
Pelanggaran Perda

Sumber : satuan Polisi Pangon Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat

Target angka kriminalitas tahun 2019 sebesar 7,58, realisasi yang dicapai
sebesar 0,33 sehingga capaian persentase angka kriminalitas di Tahun 2019
sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan angka kriminalitas di
Kabupaten Banyuasin (Data Kepolisian Resort Banyuasin Tahun 2019
terlampir).Untuk menunjang penurunan angka kriminalitas tersebut Satpolpp,
Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 melaksanakan
kegiatan dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
antara lain: Kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan
masyarakat, kegiatan pengendalian keamanan lingkungan, pengamanan hari-hari
besar, patroli lingkungan, kegiatan deteksi dini gangguan ketertiban dan
ketentraman,serta Pembinaan Aparatur LINMAS Kabupaten Banyuasin dalam
Memberdayakan Masyarakat untuk Pemeliharaan Trantibum. Bila dibandingkan
dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan karena
pada IKU tahun 2018 belum ada indikator Angka Kriminalitas. Sementara pada

target menengah RPJMD adalah sebesar 9,68 %.
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Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Angka Kriminalitas

e 7,58

B Target

@ Realizasi

[ T R 5 R o S S B = S O -
e ey TS| 1 i

2018 2019

Gambar 3.10 Grafik Target dan Realisasi Indikator Angka Kriminalitas dari Tahun
2018 — 2019

Target persentase penurunan pelanggaran Perda tahun 2019 sebesar 35 %,
realisasi yang dicapai sebesar 37,90%. sehingga capaian yang dihasilkan
adalah108,29%. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya
belum bias dibandingkan karena pada tahun sebelumnya indikator ini belum ada
dalam IKU tahun 2018. Sementara dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja
dengan target jangka menengah dokumen RPJMD 2023 realisasi capaian dengan
indikator persentase penurunan pelanggaran perda 35 %. Realisasi ini jika
dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMD 2023 tercapai target sebesar
5%. Dengan demikian persentase capaian sebesar 480 %. Target 5 % ini didukung
dengan telah terbentuknya Tim Terpadu Penegakan Perda pada Satuan Polisi
Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuasin di
tahun 2019, selain itu adanya kegiatan yang menunjang capaian Kinerja ini
diantaranya kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penertiban
perizinan, penertiban baleho dan reklame, penertiban penyebaran penyakit
masyarakat, peningkatan operasi yustisi terpadu, operasi penegakanproduk hukum

daerah, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda dan perkada.
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Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 — 2019 dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda

37,8

an

30 1
~ B Target

20 17 M Reslisasi

10 4

2018 2019

Gambar 3.11 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Penurunan
Pelanggaran Perda dari Tahun 2018 -2019

Tujuan3 . Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam
Berdemokrasi
Sasaran 3.1 : (Bangkit Demokrasi) Meningkatnya Kesadaran

masyarakat dalam berdemokrasi

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi
di ukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan

pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2019
Tahun 2019 Persentase
Indikator Kinerja Satuan . g
! Target Realisasi | Tingkat Capaian
1 2 3 4 5
1 Angka Partisipasi Pemilu % 73 80,34 110,05
Rata-rata Capaian 110,05

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran

bahwa 1 (satu) buah indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian
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kinerja diatas 100 % atau bermakna sangat baik. Apabila dibandingkan dengan
antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2019 dengan realisasi dan capaian

kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3.1 dari
Tahun 2018 s.d. Tahun 2019

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Satuan Perbandingan Perbandingan
2018 2019 2018 2019
1 | Angka Partisipasi % 70,83 | 80,34 113,42 98,82 108 109,28
Pemilu

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, 2019

Realisasi kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan target jangka menengah
RPJMD (2023) dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.1 s.d. Tahun 2019 dengan
Target Jangka Menengah (2023)

Realisasi Target Persentase
Indikator Kinerja Satuan Kinerja s.d. JangkaM Tingkat
Tahun 2018 enengah Capaian
1 2 3 4 5
1 | Angka Partisipasi Pemilu % 80,34 80 100,42
Rata-rata Capaian 100,42

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, 2019

Persentase target partisipasi masyarakat dalam pemilu/pileg DPRD
Kabupaten Banyuasin menggunakan hak pilih yang sebesar 468.019 jiwa dari semua
masyarakat yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Banyuasin yaitu 594.144 jiwa di
tahun 2019 dan persentase untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin
Tahun 2019 yang menggunakan hak pilih sebesar 405.717 jiwa dari semua
masyarakat yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Banyuasin yaitu 572.784 jiwa.
Pada indikator ini pada tahun 2019 terealisasi sebesar 80,34 % dari target sebesar
73 % dengan persentase capaian target sebesar 110,05 %. Bila dibandingkan
dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Faktor

yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah adanya penambahan DPT
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(Daftar Pemilih Tetap). Sementara target akhir RPJMD adalah sebesar 80 % terlihat
bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 belum mencapai target. Capaian
target dan realisasi indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik di

bawah ini :

Angka Partisipasi Pemilu

&y 80,34

BO 1
78 4
76 1
74 7
72 +
70 1
68 T
66 . .
2018 2019

B Target

I Realisas

Gambar 3.12 Grafik Target dan realisasi Indikator Angka Partisipasi Pemilu dan

Gambar input Data Pemilu Kab. Banyuasin

Tujuan4 : Meningkatnya Masyarakat Berprestasi dan Religius

Sasaran 4.1 : (Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat)
Meningkatnya Masyarakat yang Berprestasi dan
Religius

Untuk mencapai sasaran (Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat)
Meningkatnya yang Berprestasi dan Religius diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja
sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan rincian sebagai
berikut
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Tabel 3.17
Pengukuran Kinerja Sasaran 4.1. Tahun 2019
Tahun 2019 Persentase
Indikator Kinerja Satuan Tingkat
Target | Realisasi Capaian
1 2 3 4 5
1 | Persentase Atlet berprestasi % 83 95,00 114,45
2 Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya % 39 55,00 141,10
3 | Generasi Muda Hafiz Al-Quran Orang 265 2.896 1092,83
4 | Masyarakat Khatam Quran Orang 2.000 2.642 132
Persentase Peningkatan Zakat dan Infak Melalui
5 BAZNAZ % 35 29,98 85,63
Rata-rata Capaian 311,40

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh

gambara bahwa 4 (empat)

indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan

capaian kinerja diatas 100 % atau bermakna sangat baik. Apabila dibandingkan

antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2019 dengan realisasi dan capaian

kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 4.1 dari
Tahun 2019 s. d. Tahun 2019

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Satuan Perbandingan Perbandingan
2018 2019 2018 | 2019
1 Persentasg Atlet % ) 95 . Tidak dgpat ) 114,46 '!'idak Fiapat
berprestasi diperbandingkan dibandingkan
2 | Persentase . )
frostasi Bidang % i %5 di stgng?npalzan i 141,03 d.:-t;iiléaaiztn
Seni dan Budaya P 9 9
3 | Generasi Muda oran ) 2896 Tidak dapat ) 1092,8 Tidak dapat
Hafiz Al-Qur'an 9 ’ diperbandingkan 3 dibandingkan
4 | Masyarakat ) Tidak dapat ) Tidak dapat
Khatam Quran Orang 2642 diperbandingkan 132,10 dibandingkan
5 | Persentase
Peningkatan Zakat o Tidak dapat Tidak dapat
dan Infak Melalui % ) 29,98 diperbandingkan ) 85,66 dibandingkan
BAZNAZ

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Disdikbud dan Setda (Kesra), 2019
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Realisasi Kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan target jangka menengah
RPJMD (2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 4.1. s.d. Tahun 2019
dengan Targaet Jangka Menengah (2023)

. - Realisasi Target Persentase
Indikator Kinerja Satuan Kinerja s.d Jangka Tingkat
Tahun 2019 Menengah Capaian
1 2 3 4 5
Persentase Atlet % 95 94 101,06
Berprestasi
Persentase Prestasi Bidang % 55 81 67,90
Seni dan Budaya
Generasi muda Hafiz Al- Orang 2.896 345 839.42
Quran
Masyarakat Khatam Quran Orang 2642 4.000 66.05
Persentase Peningkatan % 29,38 55 69.09
Zakat dan Infak Melalui
BAZNAZ
Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4.1 Tahun 2019
Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Standar Persentase
Kinerja s.d Nasional Tingkat
Tahun 2019 Capaian
1 2 3 4 5
1 | Persentase Atlet % 95 92 103,26
Berprestasi

Indikator Persentase Atlet Berprestasi pada tahun 2019 ditargetkan 83 Atlet
yang berprestasi sekitar (100%). Realisasinya ada 100 Atlet yang berprestasi. ini
artinya Kabupaten Banyuasin melampaui dari target yang direncanankan, yaitu
sebesar 120 %. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang
ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin,
perlu dibandingkan dengan target kinerja nasional yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini berguna agar dapat dilihat
posisi Kabupaten

Banyuasin dalam pembangunan pendidikan, sejauhmana
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keberhasilan Kabupaten Banyuasin dalam menata serta membangun pendidikan di
daerah dilihat dari skala nasional. Sedangkan bila dibandingkan dengan standar

nasiaonal realisasi indikator ini telah melampauin target nasional sebesar 92 %.

Capaian target dan realisasi indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat di

bawah ini :

Persentase Atlet Berpestasi
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Gambar 3.13 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Atlet
Berprestadi Tahun 2018 — 2019.

Dalam rangka Sosialisasi dan Promosi Program Kegiatan Kabupaten
Banyuasin yang dilaksanakan secara sistematik yang diharapkan dapat
menumbuhkembangkan kreativitas Seneman/Seniwati dikalangan Pelajar, Generasi
Muda dan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.

Salah satu bentuk program Kegiatan Bidang kebudayaan unggulan adalah
dengan adanya Festival Seni Budaya Daerah ajang promosi serta pementasa secara
berjenjang dari tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional dan
Internasional. Realisasi indikator persentase pertasi bidang seni dan budaya tahun
2019 sebesar 55 % telah melampauin target capaian dari target 39 % dengan
capaian 141,03 %. Adapun factor pendukung keberhasilan indikator ini diantaranya :

- Latihan secara intens
- Fasilitas latihan yang memadai
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- Kekompakan antara anggota

- Disiplin, aktif dan kreatif
Capain target dan realisasi indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Persentase Prestasi Bidang Seni dan
Budaya
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Gambar 3.14 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Prestasi Bidang Seni
dan Budaya dari Tahun 2018 — 2019 dan Gambar Pentas Seni

Realisasi capaian Indikator Generasi Muda Hafiz Al-Qur'an telah mencapai
target yang ditetapkan. Untuk generasi mudah hafis al-quran terealisasi sebesar
2896 orang dari target sebesar 265 orang. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnyan indikator ini tidak bisa dibandingkan karena pada tahun 2018 Indikator
generasi mudah hafiz al-Qur'an tidak ada dalam IKU. Sementara apabila dilihat dari
perbandingan capaian target jangka menengah RPJMD 2023 terealisasi sebesar
839.42 terlihat bahwa pada indikator ini melampaui target. Adapun faktor yang
mendukung keberhasilan dari Indikator Generasi Mudah Hafiz Al-Quran ini
diantaranya sebagai berikut :

- Pemerintah memberikan peluang besar kepada para hafiz Quran diterima
sebagai TNI/ASN

- Pemerintah memeberikan peluang hafiz berupa beasiswa didalam maupun
luar negeri

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan indikator ini di antaranya :
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- Kurang minatnya para generasi untuk menghapal Quran karena pengaruh

teknologi
- Kurang dukungan orang tua untuk mendorong anaknya menghafal Al-Qur'an.
Capaian target dan realisasi indikator ini dari tahun 2018 — 2019 dapat dilihat pada

grafik di bawah ini :
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Gambar 3.15 Grafik Target dan Realisasi Indikator Generasi Mudah Hafis Al-Qur’an
dari tahun 2018 - 2019

Indikator Masyarakat Khatam Qur'an pada tahun 2019 telah mencapai target
sebesar 100 % dengan program pelaksanaan wisuda Santri LPPTKA BKPRMI
dengan target 2000 orang santri terealisasi sebanyak 2642 wisudawan santri di
tahun 2019 mencapai 132 %. Adapun faktor yang mendukung dari indikator ini dalam
pemerintahan Kabupaten Banyuasin yaitu : Pemerintah mewajibkan setiap anak
yang masuk sekolah harus mempunyai sertifikat Khatam Al-Qur'an, peran serta
orang tua yang mewajibkan belajar tulis baca Al-Qur'an dan pemerintah mempunyai
visi misi Bebas Buta Baca Al-Quran.

Selain itu untuk mencapai indikator ini ada juga beberapa kendala yang dihadapi
diantaranya :
- Kurang tenaga pendidik / Ustadz yang mengajar santri
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- Belum tersedianya gaji bagi ustadz-ustadz yang mengajar sehingga para
ustadz beralih profesi untuk mencukupi kebutuhannya.
Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya pada indikator ini
belum bias dibandingkan karena pada tahun 2018 indikator ini belum ada dalam IKU.
Bila di lihat dari perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
RPJMD dengan capaian sebesar 66,05 %. Capaian target dan realisasi indikator ini
dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
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Gambar 3.16 Grafik Target dan Realisasi Indikator Masyarakat Khatam Quran Tahun
2018 — 2019 dan Gambar kegiatan Khatam Quran di Kabupaten Banyuasin

Indikator Persentase Peningkatan Zakat dan Infak Melalui BAZNAZ pada
tahun 2019 telah mencapai target sebesar 100 % dengan program kegiatan
pembayaran zakat memiliki target sebesar 35 % dan dapat terealisasi sebanyak
29,98 % di tahun 2019 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini hanya 85,63 %.
Pembayaran Zakat melalui BAZNAZ. Jika dilihat dari perbandingan tahun
sebelumnya pada indikator ini belom bias dibandingkan karena pada indikator ini
pada tahun sebelumnya belum ada dalam IKU tahun 2018. Sedangkan bila dilihat
dari Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD
dengan capaian sebeasar 69.09 %. Adapun faktor yang memepngaruhi dari Indikator

ini antara lain :
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Kurangnya kesadaran bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin membayar Zakat, Infak dan Shadaqoh melalui BAZNAZ.

Kurangnya sosialisasi BAZNAZ kepada masyarakat tentang memebayar zakat,
infak dan shadaqgoh

Religiusitas (Masyarakata merasa lebih afdal memberikan zakat langsung
kepada mustagi yang masih merupakan saudara)

Pelayanan (Pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan)

Selain itu adapun untuk meningkatkan persentase peningkatan penerima Zakat dan

Infak melalui Baznas, dengan cara :

Pelayanan BAZNAZ harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat merasa
nyaman dan lebih tertarik membayar zakat di BAZNAS

Manajemen dana zakat dikelola secara transparan/terbuka agar masyarakat
lebih termotivasi

Lokasi dan tempat untuk promosi dan sosialisasi BASNAZ kepada masyarakat
harus ditingkatkan

BAZNAZ dalam pengelolaan zakat harus bekerja secara professional.

Capaian target dan realisasi indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada

grafik dibawah ini :

Persentase Peningkatan Zakat dan Infak
NMelalui BAZMNAF

a0 - 35
36,3 :

28,98

30 <
— B Target
26 W Realisasi

s FERES

201E 2018

Gambar 3.17 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Zakat

dan Infak Melalui BAZNAZ Tahun 2018 - 2019
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Tujuan5 Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian

Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani
dan Nelayan)

Untuk mencapai sasaran Bangkit Pertaninan (Meningkatnya Kesejahteraan

Sasaran 5.1

Petani dan Nelayan) diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan target

yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel3.21
Pengukuran Kinerja Sasaran 5.1. Tahun 2019
Indikator Kineja Satuan Tahun 2019 Persentase Tingkat
Target | Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1 | Nilai Tukar Petani Indeks 99 98,35 99,34

2 | Nilai Tukar Nelayan Indeks 101 96,53 95,57
3 | Nilai Tukar Pembudidaya Indeks 99,15 99,25 100,10

Ikan
Rata-rata Capaian 98,33

Berdasarakan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh
gambaran bahwa 1 (satu) indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan
capaian kinerja diatas 100 % atau bermakna sangat baik.Apabila dibandingkan
antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2019 dengan realisasai dan capaian
kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisai dan Capaian Kinerja Sasaran 5.1 dari
Tahun 2018 s.d.Tahun 2019

Realisasi ] Capaian :
Indikator Kinerja Satuan FeEreligs Perbandinga
2018 | 2019 n 2018 | 2019 n

1 | Nilai Tukar Tidak dapat Tidak dapat
Petani Indeks 0 98,35 dibandingkan 0 99,34 dibandingkan
2 | Nilai Tukar Tidak dapat Tidak dapat
Nelayan Indeks 0 96,53 dibandingkan 0 95,57 dibandingkan

3 | Nilai Tukar . .
Pembudidaya | Indeks | 0 | 99.25 th')da':j.daf(at 0 | 100,10 th')da':j.daf(at
Ikan Ibandingkan ibandingkan

Untuk indikator Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar
Pembudidaya |kan pada tahun 2018 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan
tahun 2019 karena pada tahun 2018 indikator tersebut tidak ada dalam IKU.

Bab 3 hal 46
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



2y PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Realisasi Kinerja tahun 2019 bila dibandingakan dengan target jangka
menengah RPJMD (2023) dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5.1. s.d. Tahun 2019
dengan Target Jangka Menengah (2023)

: - Realisasi Target Persentase
Indikator Kinerja Satuan Kinerja s.d Jangka Tingkat
Tahun 2019 Menengah Capaian
1 2 3 4 5
1 | Nilai Tukar Petani Indeks 98,35 103 95,49
2 | Nilai Tukar Nelayan lindeks
96,53 102,2 94,45
3 | Nilai Tukar Pembudidayaan Indeks
Ikan 99,25 100,95 98,31

Sumber:Dinas Pertanian & TPH dan Dinas Perikanan

Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2019 adalah sebesar 98,35 %. Dari
target 99 % yang mana capaiannya sebesar 99,34 % Hal ini disebabkan karena
indeks pendapatan yang diterima petani digunakan untuk mengatasi fluktuasi harga
komoditas petanian yang dihasilkan dari petani. Secara rata-rata besarnya indeks
nilai tukar petani Kabupaten Banyuasin 99,34 %. sepanjang tahun 2019 nilai tukar
petani hanya mengalami kenaikan pada sub sektor tanaman pangan (padi)
sementara untuk sub sektor hortikultura seperti cabang mengalami penurunan
dikarenakan dampak perubahan iklim (DPI) dan serangan HPT, namun demikian
untuk harga komoditas tanaman hortikultura (cabai) tersebut mengalami kenaikan

paling Rp. 70.000 di tingkat petani pada bulan November 2019.
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capaian target dan realisasi indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :

Milai Tukar Petani

B Target

2018 2019

Gambar 3.18 Grafik Target dan Realisasi Indikator Nilai Tukar Petani dari
Tahun 2018 — 2019 dan Gambar Gorong-gorong Pipa PVC12'T.,19., Blok 4.
Ds Sumber Hidup Kec. Muara Telang

Realisasi capaian dengan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) belum
mencapai target yang ditetapkan terealisasi sebesar 96.53 dari target sebesar 101.
Belum tercapainya target NTN merupakan dampak dari kenaikan harga jual hasil
produksi lebih kecil dibanding harga barang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk
kebutuhan produksi. Peningkatan volume produksi perikanan tangkap tidak disertai
dengan peningkatan harga jual ikan. Disaat yang bersamaan biaya yang harus
dikeluarkan oleh nelayan cenderung meningkat diakhir tahun, dimana komponen
barang produksi dan penambahan barang modal sulit ditekan dengan belum
optimalnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan
terhadap BBM, air/fes dan pasar, dan juga tingkat inflasi berpengaruh terhadap

meningkatnya capaian NTN.

Bab 3 hal 48
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



2y PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Nilai Tukar Nelayan (NTN)
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Pada Triwulan I dan Il Nilai Tukar Nelayan sangat tinggi melebihi 100 karena
meningkatnya produksi hasil tangkapan dan harga jual ikan yang tinggi. NTN sangat
rendah pada Triwulan IV dengan indeks 90.99, rendahnya NTN ini dikarenakan
turunnya pendapatan nelayan karena banyak nelayan yang tidak pergi melaut akibat
angin musim barat sebab resiko para nelayan di tengah laut pun menjadi lebih tinggi
lantaran kerap terjadi badai di tengah lautan. Nilai tukar nelayan diperoleh dari
perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan (It) terhadap
indeks harga biaya operasional produksi nelayan (Ib). Nilai Tukar Nelayan
menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa
yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat untuk digunakan sebagai
salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan. Apabila
Nilai Tukar capaiannya sebesar 100 berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih
besar dari pengeluarannya. Sebaliknya apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka
artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi lebih besar dari
uang yang diperoleh dari hasil menjual produk perikanan. Semakin tinggi Nilai Tukar,
secara relatif semakin kuat kemampuan/daya beli nelayan. Oleh sebab itu Nilai Tukar
Nelayan dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dini tingkat kesejahteraan
nelayan. Apabila dilihat dari capaiannya di tahun 2019, capaian Nilai Tukar Nelayan
bernilai dibawah 100 dan belum mencapai target tahun 2019 yaitu 101. Beberapa
faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Nelayan antara lain adalah hasil produksi
perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan
pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi
komoditi perikanan, harga barang dan jasa konsumsi untuk memproduksi komoditi

perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta
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faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi
pasar.Standar kesejahteraan nelayan adalah angka Nilai Tukar Nelayan sebesar 100,
apabila Nilai Tukar Nelayan di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum
sejahtera dan apabila Nilai Tukar Nelayan di atas 100 maka nelayan dikategorikan
sejahtera.

Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat

dibawah ini :

Nilai Tukar Nelayan

120 ¢ 107
5 W eee

100
80
__.—"
g 1
40 =
20+

2018 2019

Gambar 3.19 Grafik Target dan Realisasi Indikator Nilai Tukar Nelayan dari tahun

2018 — 2019 dan Gambar Para Nelayan Kecamatan Banyuasin Il.

Realisasi capaian dengan indikator Nilai Tukar Pembudidaya lkan (NTPi)
telah melampaui target yang ditetapkan terealisasi sebesar 99.25 dari target sebesar
99.15. Kenaikan harga komoditas ikan hasil budidaya air tawar dan komoditas ikan
hasil budidaya air payau merupakan penyumbang kenaikan pendapatan yang
diterima oleh pembudidaya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan
pemerintah sektor bidang perikanan budidaya yang lebih fokus pada budidaya tawar
dan payau tepat sehingga NTPi terus mengalami kenaikan. Penyebab kenaikan ini
salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan pemerintah pakan mandiri, bioflok,
bantuan minapadi, excavator, bantuan benih dan induk unggul, bantuan prasarana
dan kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan budidaya dan
menekan biaya produksi perikanan budidaya. Kendala dalam pencapaian NTPi
diantaranya adalah harga pakan yang cukup tinggi sementara pakan merupakan

komponen utama dalam biaya produksi (60-70%).
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Nilai Tukar Pembudidaya lkan (NTPi)
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Pada Triwulan | Nilai Tukar Pembudidaya lkan (NTPi) sangat rendah karena
Produksi ikan yang menurun sehingga hasil jual ikan juga menurun. Menurunnya
Produksi Perikanan Budidaya di Triwulan | ini dipengaruhi musim atau perubahan
cuaca yang ekstrim dimana terjadi perubahan suhu yang signifikan. Dengan adanya
perubahan suhu 2 atau 3 derajat dapat menurunkan nafsu makan ikan, secara tidak
langsung daya tahan tubuh ikan jadi lemah, mudah dimasuki parasit dan bakteri,
selain itu pasokan air juga minim sehingga mempengaruhi produktivitas ikan. Pada
Triwulan Il dan Ill Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mengalami kenaikan seiring
meningkatnya ketersediaan benih ikan yang msih tinggi dan kondisi musim yang
sangat mendukung karena suhu cuaca masih stabil. Triwulan IV menurun secara
perlahan tetapi masih lebih tinggi dari Triwulan IlI. Selain itu, naiknya harga
kebutuhan pokok sebagai akibat dari semakin melemahnya nilai rupiah memberikan
kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi, akan tetapi pada akhir
tahun 2019 NTPi sudah mencapai angka 99.25 melebihi target yang ditetapkan.
Meskipun belum mencapai 100, namun angka tersebut menunjukkan bahwa hasil
dari pembudidayaan ikan hampir bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup
pembudidaya sehari-hari. Stabilitas harga jual ikan dan harga kebutuhan bahan
pokok dan kebutuhan produksi sangat menentukan dalam peningkatan Nilai Tukar
Pembudidaya Ikan (NTPi).
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Capaian target dan Realisasi Indikator ini tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :
Nilai Tukar Pembudidayalkan
J,,—EE—EQ,—l—S—EEJ-L

e

g 1
80
@0 1 B Target
a0 1 _ WRealisasi

IS

2018 2019

Gambar 3.20 Grafik Target dan Realisasi Indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

tahun 2018 — 2019 dan Gambar Panen Raye Bersama Perikanan

Sedangan untuk capaian kinerja Dinas Perikanan dengan indikator Nilai Tukar
Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya lkan (NTPi) tidak dapat dilakukan
perbandingan dengan target nasional karena ditingkat nasional, urusan bidang
Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pilihan dan tidak ada data Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sasaran 5.2 : Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM terhadap
PDRB dan Investasi (Meningkatnya kontribusi sektor

perdagangan, industri pengolahan dan Investasi).

Untuk Mencapai sasaran Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM
terhadap PDRB dan Investasi (Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, industry
pengolahan dan investasi) diukur dengan 3 (tiga) Indikator kinerja sesuai dengan

target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 3.24
Pengukuran Kinerja Sasaran 5.2. tahun 2019
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019 Persentase
Tingkat
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5
1 | Kontribusi sektor
terhadap PDRB :
Perdagangan % 12,3 12,90 104,88
Industri Pengolahan % 24 25,72 107,17
2 | Penanaman Modal Perusahaan 15 23 153,33
Asing (PMA)
3 | Penanaman Modal Perusahaan 6 32 533,33
Dalam Negeri (PMDN)
Rata-rata 224,68

Berdasarkan hasil evalusi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambar
bahwa 4 (empat) indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian
kinerjadi atas 100 % atau bermakna sangat baik. Apabila dibandingkan antara

realisasi dan capaian Kinerja Tahun 2019 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun

sebelumnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 5.2 dari
Tahun 2018 S. d. Tahun 2019

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Satuan Perbandingan Perbandingan
2018 2019 2018 2019
1
Kontribusi sektor terhadap PDRB :
Perdagangan % | 1219 | 1290 12,90 128:3 | 104,88 81,68
Industri 0 Tidak dapat Tidak dapat
Pengolahan L 0 25,72 dibandingkan 0 107,17 dibandingkan
2| Penanaman Modal Perusa Tidak dapat Tidak dapat
Asing (PMA) haan 0 23,00 | dibandingkan 0 153,33 | dibandingkan
3| Penanaman Modal Tidak dapat Tidak dapat
Dalam Negeri Perusa 0 32 dibandingkan 0 53333 | dibandingkan
haan ’
(PMDN)
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Untuk Indikator Kontribusi Sektor Terhadap PDRB pada Industri Pengolahan pada
tahun 2018 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2019 karena pada
tahun 2018 tidak masuk pada IKU.

Realisasi Kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan jangka menengah
RPJM (2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5.2. s.d. Tahun 2019
dengan Target Jangka Menengah (2023)

; - Realisasi Target Persentase
Tahun 2019 | Menengah Capaian
1 2 3 4 5
1 | Kontribusi sektor
terhadap PDRB
Perdagangan % 12,90 13 99,23
Industri Pengolahan % 25,72 24,80 103,70
2 | Penaman Modal Perusahaan 23 20 115
Asing (PMA)
3 | Penanaman Modal Perusahaan 32 8 400
Dalam Negeri (PMDN)

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan Menengah dan DPM-PTSP, 2019

Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
tahun 2019 merupakan perbandingan antara jumlah PDRB sektor perdagangan yaitu
3.423,49 dengan total jumlah PDRB yaitu 26.540,64dengan realisasi sebesar
12,90%

analisisPDRB Perindag dan Ekspor Impor). Capaian realisasi kinerja tahun ini 104,88

melebihi target yang ditetapkan vyaitu 12,3 % (sumber data buku
% pada tahun 2019 dipengaruhi oleh nilai penjualan baik produk pertanian,
perikanan, perkebunan serta barang dan jasa di Kabupaten Banyuasin.Realisasi
capaian perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan
target jangka menengah tahun 2023 cukup besar dengan capaiannya 12,9%. Target

realisasi di akhir Renstra adalah 13 %.

Secara umum Banyuasin mempunyai potensi pengembangan sektor
perdagangan yang cukup besar. Data PDRB Kabupaten Banyuasin tahun 2013 -

2019 menunjukkan seiring dominan sektor pertanian pada perekonomian Kabupaten
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Banyuasin, selalu diikuti oleh peningkatan kontribusi sektor perdagangan.

Perbandingan Perhitungan ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

299
260
181 / —#— atas dasar harga
o berlaku
M—— _—
= 185 — — atas dasar harga
149 156 161 169 konstan
T T T I T I T I T
2013 2014 2015 2016 2017
PDRB PERDAGANGAN

Sumber: BPS Kabupaten Banyuasin

Nilai PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai laju PDRB berdasarkan-
berdasarkan harga pada tahun 2010. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
menunjukkan nilai PDRB berdasarkan harga pada tahun tersebut.Capaian target dan
Realisasi Indikator ini tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Kontribusi Sektor Terhadap PDRB
Perdagangan
13 12,50 Pasar Sukadamai
_Progress 100%
‘.-"

3257 H Target

¥3 : B Realisasi
TR -—

2018 2019

Gambar 3.21 Grafik Target dan Realisasi Indikator Kontribusi Sektor Terhadap
PDRB Perdagangan dan Gambar Pasar Keluang Kec. Tungkal llir, Pasar Sukadamai

Kec. Tanjung lago dan Pasar Di kec. Air Salek
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Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
tahun 2019 merupakan perbandingan antara jumlah PDRB sektor perindustrian yaitu
6.823.7 dengan total jumlah PDRB yaitu 26.540,64denganrealisasi sebesar 25,72%
melebihi target yang ditetapkan yaitu 24 % (sumber data buku analisis PDRB
Perindag dan Ekspor Impor). Capaian realisasi kinerja tahun ini 107,17% pada tahun
2019. Capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya peredaran barang dan jasa,
distribusi produk yang lancar serta produk industri yang meningkat. Dari sektor ini
induatri pengolahan makanan dan minuman menyumbang kontribusi yang besar

dalam industri pengolahan.

Secara umum Banyuasin mempunyai potensi pengembangan sektor
perindustrian yang cukup besar. Data PDRB Kabupaten Banyuasin tahun 2013 -
2019 menunjukkan seiring dominan sektor industri pada perekonomian Kabupaten
Banyuasin, selalu diikuti oleh peningkatan kontribusi sektor perindustrian. Nilai PDRB
atas dasar harga konstan menunjukkan nilai laju PDRB berdasarkan berdasarkan
harga pada tahun 2010. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan
nilai PDRB berdasarkan harga pada tahun tersebut. Perbandingan Perhitungan ini

dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

|
§8 - BADAN PUSAT STATISTIK

| KABUPATEN BANYUASIN

Beranda ‘ TFentang Kami v | Berita

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2008-2018 para sensus =

A B

9835 100079

e Pemerintah in Jalan Lingkar Sekojo Kec. Banyuasin Ill Kabupaten Banyuasin pada pukul 08.00 5.d. 15.30 WIB atau ke Pelayanan Statistik Terpadu | _

Sumber: BPS Kabupaten Banyuasin (banyuasinkab.bps.go.id)
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Capaian target dan Realisasi Indikator ini tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Koniribusi Sektor Terhadap PDRE Indusiri
Pengelohan

H Target

B Realisasi

2018 2019

Gambar 3.22 Grafik Target dan Realisasi Indikator PDRB Industri Pengelolahan
Tahun 2018 - 2019

Jumlah target yang akan dicapai berbeda antara tahun 2018 dan 2019
bahkan cenderung menurun mengenai jumlah perusahaannya itu bisa terjadi
dikarenakan perusahaan yang ada di tahun 2018 belum tentu sudah membuat
laporan pada LKPM (Lembaga Koordinasi Penanaman Modal) Pusat melalui jalan
online, begitu pula sebaliknya, perusahaan tersebut sudah membuat laporan ke
LKPM kalau masih menanamkan modal investasi ke Kabupaten Banyuasin.

Ini juga terjadi walaupun adanya penurunan pada kuantitas Penanaman
Modal baik itu PMA maupun PMDN namum dari segi investasi terjadi kenaikan nilai
yang ditanam lebih besar. Capaian target dan Realisasi Indikator ini tahun 2018 s.d.
2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
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Gambar 3.23 Grafik Target dan Realisasi Indikator Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal dalam Negeri dari tahun 2018 -2019

Sasaran 5.3 : Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Beru-
saha dan Kesempatan kerja)
Untuk Mencapai sasaran Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan
Berusaha dan Kesempatan Kerja) diukur dengan 2 (dua) Indikator kinerja sesuai
dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai
berikut :

Tabel 3.27
Pengukuran Kinerja Sasaran 5.3. Tahun 2019
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019 Persentase
Target Realisasi Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5
1 | Rasio Penduduk yang o 97 15 96.55 99.38
Bekerja ' ’ ’
2 | Persentase tingkat o
Pengangguran Terbuka o 2,85 345 100,00
Rata-rata 99,69

Berdasarkan hasil evalusi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambar
bahwa 1 (satu) indikator telah menghasilkan capaian kinerja diatas 100 % atau
bermakna sangat baik. Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian Kinerja
Tahun 2019 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 5.3 dari
Tahun 2018 s.d. Tahun 2019

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Satuan Perbandingan Perbandingan
2018 | 2019 2018 | 2019
1| Rasio Penduduk ; ;
) Tidak dapat Tidak dapat
yang Bekerja ) 96,55 dibandingkan i 99.39 dibandingkan
2| Persentase
tingkat ) Tidak dapat ) Tidak dapat
Pengangguran 3,45 dibandingkan 100,00 dibandingkan
terbuka

Dilihat dari tabel diatas bahwa Indikator Rasio Penduduk yang Bekerja dan
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 tidak dapat dilakukan
perbandingan dengan tahun 2019 karena pada tahun 2018 tidak ada dalam IKU.

Realisasi Kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan jangka menengah
RPJMD (2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5.3. s.d. Tahun 2019
dengan Target Jangka Menengah (2023)

; - Realisasi Target Persentase
Indikator Kinerja Satuan Kinerja s.d Jangka Tingkat
Tahun 2019 | Menengah Capaian
1 2 3 4 5
1 | Rasio Penduduk yang % 96.55 98.5 98.02
Bekerja ’ ’ ’
2 | Persentase tingkat
Pengangguran Terbuka % 345 1,50 230
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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Tabel 3.30

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5.3 Tahun 2019
Dengan Standar Nasional

Realisasi Standar Persentase
Indikator Kinerja Satuan Kinerja s.d Nasional Tingkat
Tahun 2019 Capaian
1 2 3 4 5
1 RaS|o.Penduduk yang % 96.55 97.15 99.39
Bekerja
2 | Persentase tingkat
Pengangguran % 3,45 2,85 120,94
Terbuka

Realisasi Indikator Kinerja Rasio Penduduk yang bekerja pada tahun 2019
adalah 96.55 % dari target sebesar 97.15 % dengan persentase capaian target
sebesar 99.39 %. Data ini diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja (378.030
orang) dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja (391.525 orang) X 100 %. Dilihat
dari data yang diperoleh jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 378.030 orang
pada tahun 2019 meningkat 778 orang dari tahun 2018, sedangkan jumlah angkatan
kerja tahun 2019 meningkat, dengan demikian target meningkatnya jumlah penduduk
yang bekerja dapat tercapai sesuai target. Apabila dilihat dari perbandingan capaian
indikator kinerja dengan target jangka menengah dokumen RPJMD 2023 realisasi
capaian dengan indikator Rasio penduduk yang bekerja adalah 98,5 %. Sedangkan
bila dibandingkan dengan standar nasional realisasi indikator ini belum mencapai
target Nasional sebesar 97,15 %.

Capaian target dan realisasi Indikaor ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :
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Gambar 3.24 Grafik Target dan Realisasi Indikator Rasio Penduduk yang Bekerja
dari Tahun 2018 -2019

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2019
adalah 3.45 % dari target sebesar 2.85 % dengan persentase capaian target
sebesarar 120.94 %. Data ini diperoleh dari jumlah pengangguran (13.495 Orang)
disbanding dengan Jumlah Angkatan Kerja (391.525 Orang) X 100 %. Dilihat dari
data pengangguran pada tahun 2018 sesuai dengan Banyuasin Dalam Angka (BDA)
2018 sebesar 14.275 orang sedangkan data penempatan ke perusahaan sebesar
778 orang. Dengan demikian target penurunan jumlah pengangguran dapat tercapai
sesuai target. Realisasi ini jika dibandingkan dengan perbandingan capaian indikator
kinerja dengan target jangka menengah dokumen RPJMD 2023 adalah sebesar 1,50
% terlihat bahwa capaian sampai dengan tahun 2019 telah melampaui target.
sedangkan bila dibandingkan dengan standard nasioanl realisasi indikator ini
mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 3,45 %.

Capaian target dan realisasi indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :
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Gambar 3.25 Grafik Target dan Realisasi Indokator Persentase Tingkat
Pengangguran Terbuka dari Tahun 2018 — 2019
Sasaran 5.4 : Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Mening

katnya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata)

Untuk Mencapai sasaran Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata
(Meniingkatnya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata) diukur dengan 2 (dua)
Indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.31
Pengukuran Kinerja Sasaran 5.4. tahun 2019
Tahun 2019 Persentase
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5
1 | Persentase
Pemanfaatan Inovasi % 38 47,05 123,82
Unggulan Daerah
2 | Peningkatan Jumlah Orang 1520 100,209 6592,67
Kunjungan Wisata
Rata-rata capaian 3358,25
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Berdasarkan hasil evalusi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambar
bahwa 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetetapkan menghasilkan capaian
kinerja diatas 100%. Apabila dibandingkan antara realisasi dan capaian Kinerja
Tahun 2019 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 5.4 dari
Tahun 2018 s.d. Tahun 2019

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Satuan Perbandingan Perbandingan
2018 2019 2018 2019
1| Persentase
Pemanfaatan Inovasi 0 Tidak dapat Tidak dapat
Unggulan Daerah A’ 0 47,05 dibandingkan 0 123,82 dibandingkan
2| Peningkatan Jumlah Tidak dapat Tidak dapat
Kunjungan Wisata 0 100,20 dibandingkan 0 6,59 dibandingkan

Untuk Indikator Persentase Pemanfaatan Inovasi Unggulan Daerah pada tahun 2018
tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2019 karena pada tahun 2018
tidak masuk dalam IKU.

Realisasi Kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan jangka menengah RPJMD
(2023) dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5.4. s.d. Tahun 2019
dengan Target Jangka Menengah (2023)

; - Realisasi Target Persentase
Tahun 2019 Menengah Capaian
1 2 3 4 5

1 | Persentase % 47,05 100 47,05

Pemanfaatan Inovasi

Unggulan Daerah
2 | Peningkatan Jumlah % 100,29 155,26 154,81

Kunjungan Wisata
Sumber : Bappeda-Litbang dan Dinas Kepemudaan, Olaraga dan Pariwisata,2019
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Indikator Persentase Pemanfaatan Inovasi Unggulan Daerah didapatkan

bahwa capaian pada tahun 2019 telah melebihi target yang ditentukan sebelumnya

dengan nilai capaian 123,82 %. Nilai ini didapat dari pembagian antara inovasi OPD

dibagi dengan jumlah OPD yang menjadi target Bappeda Litbang. Dari 27 OPD

hanya 12 OPD yang menyampaikan data inovasi dan 15 OPD belum menyampaikan

data inovasi produk unggulan. Indikator pemanfaatan inovasi unggulan daerah

didapat dari jumlah instansi yang mengikuti kompetisi dari jumlah seluruh instansi

yang ada sebanyak 17 dimana target 38 % dengan realisasi sebesar 47,05 %

dimana capaian sebesar 123,82 %. Adapun 12 OPD yang telah menyampaikan

inovasi yaitu :
Inovasi OPD Kabupaten Banyuasin
Tahun 2019
No Inovasi Pelaksanaan Inovasi
1 | SPHAT MASTER Perkimtan
2 | KADER EKSLUSIF Dinas Kesehatan
3 | NANSARILE Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
4 | JOB FAIR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5 | Sistem Informasi Kerentana dan | Dinas Ketahanan Pangan

Kerawanan Pangan

6 | Perpustakaan Digital Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah

7 | SIMDA Pendapatan Badan Pendapatan Daerah

8 | SIMDA Keuangan Badan Pengelolahan Keuangan dan
Aset Daerah

9 | SIBANGKIT BAPPEDA LITBANG

10 | Aplikasi Sembilang Smart City Dinas Komunikasi dan Informatika

11 | Teknologi Biogas daro Kotoran | Dinas Lingkungan Hidup

Ternak Sapi
12 | SIMBG Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Capaiana Target dan Realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat

pada grafik dibawah ini :

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Bab 3 hal 64




@ PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Persentase Pemanfaatan Inovasi Unggulan
Daerah

5 —

a0 +

s0 4+ W Target

20 B Realizaci

10 1

2018 2019

Gambar 3.26 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Pemanfaatan Inovasi

Unggulan Daerah

Realisasi Angka atau target Atlet yang berprestasi 20 orang harus diatas
target yang ditetapkan untuk menunjukkan keberhasilan yang dicapai. Hubungan
antara realisasi dengan kecepatan jumlah Atlet berprestasi, berbanding balik
semakin kecil realisasi dibandingkan target yang ditetapkan, semakin besar capaian
dan semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, semakin besar realisasi dibandingkan
target yang ditetapkan, semakin kecil capian dan semakin rendah kinerjanya.
Realisasi dan capaian kinerja Jumlah Atlet yang berprestasi dikabupaten Banyuasin
sangat meningkat pada tahun 2019, target awal Atlet berprestasi ditargetkan 20
Orang sedangkan terealisasi ada 100.29 orang. Jadi tingkat realisasi ditahun 2019
meningkat begitu pesat.

Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :
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Gambar 3.27 Grafik target dan realisasi Indikator Peningkatan Jumlah Kunjungan
Wisata Tahun 2018 — 2019.

Tujuan6 :  Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran 6.1 : (Bangkit Infrastruktur) Meningkatnya infrastruktur yang
baik, merata dan berwawasan lingkungan dan naiknya
status desa.

Untuk mencapai sasaran (Bangkit Infrastruktur Meningkatnya) infrastruktur yang baik,
merata dan berwawasan lingkungan dan naiknya status desa di ukur dengan 7 (tujuh)
indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2019

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.34
Pengukuran Kinerja 6.1. Tahun 2019
Tahun 2019 Persenta
. — se
Indikator K Sat .
etk atuan Target Realisasi | Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5
Persentase jalan Kabupaten dalam o
! | kondisi baik (<40 KMjjam) % 74,33 642 | 7890
> Eaeir;(sentase Dermaga dalam Kondisi o 976 97.71 100,11
3 Cakupan Rumah layak Huni % 183.226 186.803 101,95
4 '\Pﬂgrsentase Penduduk Berakses Air o 55 4079 74.16
inum
5 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 75,5 90,48 119,84
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Tahun 2019 Persenta
. . se
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5
6 Persgqtasg irigasi kabupaten dalam o 80 72.27 90,34
kondisi baik
7 Jumlah Desa §angat tertinggal dan o 131 183,00 139,69
tertinggal menjadi desa berkembang
Rata-rata Capaian 100,28

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh
gambaran bahwa 4 (empat) indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan
capaian kinerja diatas 100 % atau bermakna sangat baik. Apabila di bandingakan
antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan realisasi dan capaian kinerja
tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.35

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 6.1 dari
Tahun 2018 s.d. Tahun 2019
dengan Tahun 2019

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Satuan Perbandingan Perbandingan
2018 | 2019 2018 2019

1| Persentase jalan
kabupaten dalam
kondisi baik (>40
Km/jam)

% 54,57 | 56,42 103,40 99,96 75,90 75,93

2| Persentase
Dermaga dalam % 100 97,71 97,71 107,59 | 100,11 93,04
kondisi baik

3| Cakupan rumah

. % 32,95 | 36,38 110,40 164,75 | 100,33 60,90
layak huni

4| Persentase
penduduk
berakses air
minum

% 68,70 | 40,79 59,37 85,87 | 74,16 86,36

5| Cakupan Layanan

. . % 71,9 90,48 126,34 71,9 119,84 166,67
telekomunikasi

6| Persentase irigasi
kabupaten dalam % 791 | 72,27 913,65 98,88 | 90,33 91,35
kondisi baik

7| Jumlah Desa

sangat tertinggal . )

: Tidak ada Tidak ada
dan f[ertllnggal % 0 183 Perbandingan 0 139,69 Perbandingan
menjadi desa

berkembang
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Realisasi Kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan target jangka menengah

RPJMD (2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.36

@ PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6.1. s.d. Tahun 2019

dengan Target Jangka Menengah (2023)

: - Realisasi Target Persentase
Indikator Kinerja Satuan Kinerja s.d Jangka Tingkat
Tahun 2019 Menengah Capaian
1 2 3 4 5

1 | Persentase jalan % 56,42 89,69 62,90
kabupaten dalam kondisi
baik (>40 Km/jam)

2 | Persentase Dermaga % 97,71 100 97,71
dalam kondisi baik

3 | Cakupan rumah layak Rumah 186.803 190.726 97,94
huni

4 | Persentase penduduk % 40,79 75 54,38
berkereasi air minum

5 | Cakupan Layanan % 90,48 91,76 98,60
Telekomunikasi

6 | Persentase irigasi % 72,27 90 80,3
kabupaten dalam kondisi
baik

7 | Jumlah Desa sangat Desa 183 243 75,30
tertinggal dan tertinggal
menjadi desa
berkembang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Disdikbut, Perkimtan, Diskominfo dan DPMD.

Tabel 3.37

Perbandingan Realisasi Klnerja Sasaran 6.1 Tahun 2019

Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Standar Persentase
Kinerja s.d Nasional Tingkat
Tahun 2019 Capaian
1 2 3 4 5
1 | Persentase jalan
kabupaten dalam kondisi % - - -
baik (>40 Km/jam)
2 | Persentase Dermaga %
dalam kondisi baik 97,71 60 162,85
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Pada tahun 2019 jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah
676,28 km dari panjang seluruh jalan kabupaten 1198,60 km. Target tahun 2019
sebesar 74,33 % terealisasi 56,42 % capaian pada indikator ini sebesar 75,90 %
dengan nilai baik. Pada tahun 2018 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
sebesar 654,07 km, tahun 2019 menjadi sebesar 676,28 km, jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya ada peningkatan sebesar 22.21 km, jika dibandingkan
dengan tahun awal periode Renstra yaitu tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar
22.21 km. Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik disebabkan
adanya peningkatan pembangunan dan peningkatan jalan di setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan
tahun 2019 dengan target jangka menengah dokumen Renstra, realisasi capaian
dengan indikator kinerja persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
pada tahun 2019 adalah 56,42 %. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target di
akhir Renstra masih jau dari target karena target pada tahun Renstra 2023 sebesar
90,89 %. Dengan demikian persentase capaian jika dibandingkan tahun 2019
sebesar 75,90 %. Indikator ini didukung oleh Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan. Program Rahabilitasi Jalan dan
Jembatan yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan.

Pada tahun 2019 luas irigasi mendapatkan irigasi teknis sebesar 143.308
hektar dibandingkan dengan jumlah total lahan sebesar 2017.033 hektar. Target
tahun 2019 sebesar 80 % terealisasi 72,27% maka capaian pada indikator ini
sebesar 90,33 %, dengan nilai baik sekali. Pada tahun 2018 ada perubahan luas
areal pengelolahan daerah irigasi rawa sesuai dengan kewenangan Kabupaten
<1.000 Ha, Daerah Irigasi Rawa yang ada hanya 8 (delapan) yaitu DIR Air Rengit
(723 Ha), DIR Air Limau (772 Ha) dan DIR Rambutan (570 Ha), DIR Semuntul(448),
DIR Upang Cemara (364), DIR Sri Menanti (240), DIR Sejagung (497), DIR Muara
Telang (479), DIR Muara Telang Marga (524). Pada 2019 ada 3 (tiga) yaitu DIR
Upang Mulya (738), DIR Upang Jaya (420), DIR Ujung Tanjung (434). Dengan luas
Daerah Irigasi yang ada untuk mencapai target tersebut Tidak sulit Harapan besar
tercapai sesuai dengan target resntra 2018-2023 yang sudah di tetapkan.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan sudah melakukan pengajuan pembangunan Daerah Irigasi Rawa Baru
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kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
sebanyak 66 Daerah Irigasi Baru, pada tahun 2017 ada 2 (dua) dan pada tahun 2018
ada 5 (lima) Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR Semuntul, DIR Upang
Cemara, DIR Sri Menanti, DIR Sejagung, DIR Muara Telang dan DIR Muara Telang
Marga Pada tahun 2019 ada 3 (tiga) Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR
Upang Mulya, DIR Upang Jaya, DIR Ujung Tanjung pada 2020 ada 1 (satu)
Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR Pagar Bulan  Apabila dilihat dari
perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target
jangka menengah dokumen Renstra, realisasi capaian dengan indikator Luas Irigasi
Kabupaten Kondisi Baik pada tahun 2019 adalah 72,27 %. Realisasi ini jika
dibandingkan dengan target di- akhir Renstra sudah tergolong besar karena target
pada tahun 2023 sebesar 80 %. Dengan demikian persentase capaian jika
dibandingkan tahun 2019 sebesar 90,33%. Indikator ini didukung oleh Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya yang didukung oleh 6 (enam) kegiatan.

Capaian target dan realisasi indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

74,33
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Gambar 3.28 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Jalan Kabupaten

dalam Kondisi baik dan Gambar jalan
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Indikator Persentase Dermaga dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banyuasin
pada tahun 2019 terealisasi sebesar 97,71 % dari target sebesar 97,6% dengan
persentase capaian target sebesar 100 %. Data capaian ini diperoleh dari jumlah
dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin tahun 2019 sebanyak 104 unit dibanding
total kebutuhan dermaga di Kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2019 sebanyak
100 unit hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 telah melebihi target yang
ditetapkan.

Jika dibandingkan realisasi persentase dermaga sungai di Kabupaten
Banyuasin Tahun 2014-2017 dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun
2014 pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin berjumlah 48 unit,
tahun 2015 pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin berjumlah 66
unit, tahun 2016 pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin bertambah
10 unit, tahun 2017 pembangun dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin bertambah
menjadi 16 unit. Tahun 2019 pembangunan dermaga sungai di Kabupaten
Banyuasin bertambah menjadi 20 unit, Hal ini dikarenakan Wilayah Kabupaten
Banyuasin yang sebagaian berada di wilaya perairan sehingga kebutuhan aktivitas
transportasi untuk masyarakat di perairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan
bongkar muat barang dan naik turun penumpang sangat besar, untuk itu Dinas
Perhubungan Tahun 2019 melakukan penambahan jumlah pembangunan dermaga
di Kabupaten Banyuasin dengan dana APBD maupun Dana Alokasi Khusus. Jika
dibandingakan target sampai tahun 2019 sebesar 92,98 % persentase capaian
sebesar 101,09 % telah melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
dengan Target SPM Perhubungan sebesar 60 % dengan persentase capaian
sebesar 156,67 %. Angka ini menunjukkan bahwa untuk Target SPM Perhubungan
telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dengan adanya
ketersedian dermaga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di
Kabupaten Banyuasin khusus wilayah perairan. Faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pencapaian indikator ini adalah dikarenakan Wilayah Kabupaten
Banyuasin yang berada di wilayah perairan sehingga kebutuhan aktivitas
transportasi untuk masyarakat diperairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan
bongkar muat barang dan naik turun penumpang sangat besar, untuk itulah Dinas

Perhubungan Tahun 2019 melakukan penambahan jumlah pembangunan-
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pembangunan dermaga di Kabupaten Banyuasin dengan dana Pajak Rokok.
Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik
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Gambar 3.29 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Dermaga dalam
Kondisi baik dari tahun 2018 — 2019

Secara umum untuk Indikator capaian rumah layak huni pada tahun 2019
didapat melalui rumus jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu yaitu sebesar 186.803 unit di bagi jumlah rumah disuatu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu sebesar 217.947 dikali seratus (100) sehingga
realisasi cakupan rumah layak huni tahun 2019 mencapai 85,71%, sedangkan target
yang ditetapkan sebesar 183.226 unit atau 84,06% dari total jumlah rumah yang ada
di Kabupaten Banyausin.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk cakupan rumah layak huni di
tahun 2019 telah mencapai target dengan nilai capaian 102%. Dalam mencapai
cakupan rumah layak huni dilaksanakan dengan pendanaan APBD, APBN dan juga
dana bantuan hibah luar negeri (Loan). Pendanaan APBN dan Loan melalui kegiatan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sedangkan Pendanaan APBD
dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan yang terdiri dari kegiatan :

1. Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
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3. Perencanaan dan survei kawasan perumahan dan permukiman.

Sedangakan untuk capaikan indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten
Banyuasin yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perkimtan telah memenuhi target
yang ditetapkan.

Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahu 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :

Cakupan Rumah layak Huni
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Gambar (3.30) Grafik Target dan Realisasi Indikator Cakup Rumah Layak Huni dari
Tahun 2018 — 2019 dan Gambar Rumah Kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin Il

Kab. Banyuasin.

Akan tetapi terdapat satu indikator kinerja utama yang tidak terpenuhi
pencapaiannya yaitu indikator kinerja utama Persentase penduduk berakses air
minum (%). Di tahun 2019 target yang ditetapkan untuk indikator kinerja penduduk
berakses air minum adalah 55% sedangkan realisasi hanya 40,79% sehingga
capaiannya sebesar 74,16%. Penetapan target sebesar 55% cukup tinggi
menyesuaikan adanya kebijakan rencana penambahan dana pinjaman sebesar Rp.
100.000.000.000 (Seratus Milyar) untuk program pemenuhan akses air minum. Akan
tetapi Dalam perjalanannya dana pinjaman batal dialokasikan untuk program
tersebut sehingga capaian untuk indikator penduduk berakses air minum tidak

memenuhi target yang telah ditetapkan.
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Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :

Persentase Penduduk Berakses Air Minum
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Gambar (3.31) Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses
Air Minum dari Tahun 2018 — 2019 dan Gambar Penampungan Air Desa Tirto sari
Kec. Banyuasin | Kab. Banyuasin

Realisasi capaian dengan indikator persentase Cakupan Layanan
Telekomunikasi telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan Jaringan yang
sudah terlayani terealisasi sebesar 48,09% dari target sebesar 35,95% Pada tahun
2017 Jaringan Internet sudah terlayani infrastruktur Jaringan TIK meningkat menjadi
71,90 pada tahun 2018, pada tahun 2019 Jaringan TIK terlayani meningkat menjadi
79,09 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 48,07 dibandingkan dengan
tahun awal periode Renstra yaitu tahun 2018. Meningkatnya dan keberhasilan
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet berbasis IT. Menjadikan
perkembangan system Egovernment yang menunjang intranet dan internet berbasis
IT. Internet (portmanteau dari interconnected network) dan
sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan
menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan seluruh OPD
dan Kecamatan kelurahan dan desa di lingkungan wilayah Kabupaten banyuasin.
Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja dengan target jangka

menengah dokumen Renstra tahun 2023 realisasi capaian dengan indikator kinerja
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dapat diupayakan untuk meningkatkan Pengembangan jaringan infrastruktur
berbasis TIK dengan capaian 79,09 %. Selain itu Pengembangan Pemasangan
jaringan Infrastruktur internet yang di gunakan Perangkat daerah dengan jumlah
yang terhubung Menggunakan akses internet menggunakan kabel LAN dan Fiber
Optik adalah 52 perangkat daerah lingkup Kabupaten Banyuasin dengan pembagian
Akses internet 22 perangkat daerah menggunakan Radio Point to point, 28
menggunakan kabel Fiber Optik dan 1 perangkat daerah menggunakan Kabel LAN.
Pemakaian Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi
dengan jumlah system aplikasi 11 aplikasi, 32 website OPD dan 21 Website
Kecamatan. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator
kinerja persentase peningkatan Cakupan layanan telekomunikasi, persentase
peningkatan masih tahap pengembangan tidak dapat dilakukan perbandingan
dengan target nasional karena ditingkat nasional, urusan bidang Dinas Komunikasi
dan informatika merupakan urusan non pilihan wajib dasar dan tidak ada data

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian terkait, dalam hal ini

Kementerian Dinas Komunikasi dan informatika.
Capaian target dan realiasi Indikator ini dari tahun 2018 s. d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :
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Gambar (3.32) Grafik Target dan Realisasi Indikator Cakup layanan Telekomunikasi
dari tahun 2018 — 2019 dan Gambar cakupan layak telekomunikasi
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Pada tahun 2019 luas irigasi mendapatkan irigasi teknis sebesar 143.308
hektar dibandingkan dengan jumlah total lahan sebesar 2017.033 hektar. Target
tahun 2019 sebesar 80 % terealisasi 72,27% maka capaian pada indikator ini
sebesar 90,33 %, dengan nilai baik sekali. Pada tahun 2018 ada perubahan luas
areal pengelolahan daerah irigasi rawa sesuai dengan kewenangan Kabupaten
<1.000 Ha, Daerah Irigasi Rawa yang ada hanya 8 (delapan) yaitu DIR Air Rengit
(723 Ha), DIR Air Limau (772 Ha) dan DIR Rambutan (570 Ha), DIR Semuntul(448),
DIR Upang Cemara (364), DIR Sri Menanti (240), DIR Sejagung (497), DIR Muara
Telang (479), DIR Muara Telang Marga (524). Pada 2019 ada 3 (tiga) yaitu DIR
Upang Mulya (738), DIR Upang Jaya (420), DIR Ujung Tanjung (434). Dengan luas
Daerah Irigasi yang ada untuk mencapai target tersebut tidak sulit Harapan besar
tercapai sesuai dengan target renstra 2018-2023 yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 melalui Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan sudah melakukan pengajuan pembangunan Daerah Irigasi Rawa
Baru kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia sebanyak 66 Daerah Irigasi Baru, pada tahun 2017 ada 2 (dua) dan Pada
2018 ada 5 (lima) Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR Semuntul, DIR
Upang Cemara, DIR Sri Menanti, DIR Sejagung, DIR Muara Telang dan DIR Muara
Telang Marga Pada 2019 ada 3 (tiga) Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR
Upang Mulya, DIR Upang Jaya, DIR Ujung Tanjung pada 2020 ada 1 (satu)
Pembangunan Daerah lIrigasi Baru yaitu DIR Pagar Bulan. Apabila dilihat dari
perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan taget
jangka menengah dokumen Renstra, realisasi capaian dengan indikator Luas Irigasi
Kabupaten Kondisi Baik pada tahun 2019 adalah 72,27 %. Realisasi ini jika
dibandingkan dengan target di akhir Renstra sudah tergolong besar karena target
pada tahun 2023 sebesar 80 %. Dengan demikian persentase capaian jika
dibandingkan tahun 2019 sebesar 90,33%. Indikator ini didukung oleh Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya yang didukung oleh 6 (enam) kegiatan. Capaian target dan realisasi
indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
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Persentase Irigrasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
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Gambar (3.33) Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Irigrasi
Kabupatendalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2019

Untuk Mendukung Upaya Pencapaian Sasaran Pembangunan Desa dan
kawasanPerdesaan, yakni Mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan Meningkatkan
Sedikitnya 2000 DesaMandiri Sebagaimana Tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, diperlukan Status Kemajuan
dan Kemandirian desa di Seluruh Indonesia.Indeks Desa Membangun (IDM) adalah
Indeks Komposit yang dubentuk dari IndeksKetahanan Sosial (IKS), Indeks
Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks
Ketahanan Sosial (IKS) Melputi dimensi Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial dan

Permukiman.

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) meliputi dimensi Ekonomi yang dibentuk
dari Keragaman Produksi masyarakat desa, Tersedia Pusat Pelayanan
Perdagangan , akses distribusi/logistik, akses ke lembaga Keuangan dan
Perkreditan , lembaga ekonomi dan Keterbukaan wilayah. Indeks Ketahanan
Lingkungan (IKL) Meliputi dimensi ekologi yang dibentuk dari kualitas lingkungan dan
potensi rawan bencana dan tangggap bencana. Penyusunan Indeks Desa
Membangun (IDM) berdasarkan hasil data Potensi Desa(Podes) Badan Pusat

statistik dan Survei Desa Membangun Oleh Direktorat Jendral Pembangunan dan

Bab 3 hal 77
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



3@‘@' PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

L

Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah salah satu OPD
yang mendukung pemerintah dalam mencapai sasaran kabupaten terutama dalam
mencapai sasaran bangkit Infrastruktur dan Pembangunan Pedesaan (Meningkatkan
Infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan dan naiknya status desa).
Dalam RPJMD 2018-2023 Pemerintah Kabupaten banyuasin , dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Mempunyai target meningkatkan status desa sangat
tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang. Berdasarkan RPJMD 2018-2023
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, untuk tahun 2019 ditargetkan jumlah desa
Berkembang sebesar 131 desa dengan kondisi awal pada tahun 2018 sebesar 103

desa.

Data yang digunakan sebagai acuan untuk klasifikasi desa tersebut yaitu
data IDM (Indeks Desa Membangun). Berdasarkan data IDM (Indeks Desa
Membangun) tahun 2019, jumlah desa Berkembang sebesar 183 desa. Jadi capaian
target untuk tahun 2019 Meningkat status desa sangat tertinggal dan menjadi
berkembang sebesar 139,69%.Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun
2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal
Menjadi Desa Berkembang
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Gambar 3.34) Grafik Target dan Realisasi Indikator Jumlah Desa Sangat Tertinggal
dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang
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Sasaran 6.2 : Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Pengelolhan

Lingkungan Hidup dan Pengolahan Resiko Bencana)

Untuk mencapai sasaran bangkit Kualitas Lingkungan Hidup (meningkatnya
Pengelolahan Lingkungan Hidup dan Pengolahan Resiko bencana) diukur dengan 2
(dua) indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.38
Pengukuran Kinerja Sasaran 6.2 Tahun 2019
Tahun 2019 Persentase
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tingkat
9 Capaian
1 2 3 4 5
1 | Indeks Kualitas o
Lingkungan Hdup (IKLH) & S7 68,49 120,17
2 | Persentase Menurunnya o
Indeks Resiko Bencana & 6 6,90 115
Rata-rata 117,59

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambar
bahwa 2(dua) indikator telah menghasilkan capaian kinerja diatas 100% atau
bermakna sangat baik.
Apabila dibandingkan dengan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun
2019 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 3.39

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 6.2 dari
Tahun 2018 s.d. Tahun 2019

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Satuan Perbandingan Perbandingan
2018 | 2019 2018 2019

1| Indeks Kualitas .
Lingkungan Hdup % 56,02 | 68,49 122,25 98,73 | 120,17 121,71
(IKLH)

2| Persentase
Menurunnya o Tidak ada Tidak ada
Indeks Resiko o 0 6.9 perbandingan 0 15 perbandingan
Bencana
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Realisasi Kinerja tahun 2019 bila dibandungkan dengan target jangka menengah
RPJMD (2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6.2. s.d. Tahun 2019 dengan Target
Jangka Menengah (2023)

Realisasi
Kinerja Target Persentase
Indikator Kinerja Satuan s.d Jangka Tingkat
Tahun Menengah Capaian
2019
1 2 3 4 5
1 | Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup % 68,49 65 94.90
(IKLH)
2 | Persentase
Menurunnya Indeks % 6,9 6 115
Resiko bencana

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Kesbangpol, 2019

Capaian indikator dan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari
Kualitas air sungai, Kualitas udara dan tutupan lahan sebesar 120,16%, dengan
realisasi sebesar 68,49% dari target 57% yang telah ditetapkan, capaian tersebut
disebabkan dari air permukaan di 20 Kecamatan dengan penghitungan khusus untuk
parameter kualitas air yang akan dihitung menggunakan indeks pencemaran air
dengan 5 (lima) parameter yaitu total suspended solid (TSS), demand oxygen (DO),
chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD) dan (total
fosfat (PO4)3 menggunakan Indeks pencemaran air 30 %, kualitas udara dengan
parameter SO2 dan NO2 menggunakan indeks pencemaran udara 30 %, dan luas
hutan dengan menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder menggunakan
Indeks tutupan hutan 40 %.

Penghitungan IKLH untuk kabupaten dengan menggunakan formula sebagai
berikut :

IKLH kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)

Dimana :

IKLH kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten

IPA = Indeks Pencemaran Air

IPU

Indeks Pencemara Udara
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ITH = Indeks Tutupan Lahan

Dari hasil penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk kualitas air
permukaan di Kabupaten Banyuasin berada pada angka 67,30 dimana berdasarkan
rentang nilai IKLH masuk kategori cukup baik (60 < x < 70) sehingga disarankan
kepada pemangku kepentingan untuk berbuat sesuai dengan proporsi kemampuan
masing-masing untuk memperbaiki lingkungan hidup., Indeks Kualitas Udara
Kabupaten Banyuasin lokasinya di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Banyuasin Il dan
Talang Kelapa dengan 4 lokasi sampling dari Transportasi di jalan Palembang
Betung, Industri jalan Tanjung Api-Api, Pemukiman Komplek Mega Asri |l dan
Perkantoran DLH Kabupaten Banyuasin berada pada angka 82,68 berdasarkan
rentang nilai indeks tersebut masuk dalam katagori sangat baik ( = 80) dan Indeks
tutupan hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin memiliki angka 58,74.. (60 < x <
60), jadi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin 68,49 dengan
kategori cukup baik.

IKLH Kabupaten Banyuasin tahun 2019 dengan realisasi 68,49% dengan
kategori cukup baik hal ini dipengaruhi oleh air permukaan masih dalam kategori
cemar ringan karena akibat aktifitas industry dan Limbah Domestik, Kualitas udara
menggunakan Matrik Passive Samplier (Manual Pasif) selama 14 hari dan Tutupan
lahan termasuk kurang naik karena kegiatan pembukaan lahan, kebakaran hutan
dan lahan, penebangan liar, penggunaan kawasan hutan untuk sektor diluar
kehutanan, penambangan tanpa izin dan pemukiman. Untuk itu harus dilakukan
pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan AMDAL, UPL dan UPL secara

kontinyu.

Bab 3 hal 81
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



fﬁ PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
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Gambar 3.35 Grafik Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
dari tahun 2018 — 2019

Indikator Persentase Menurunnya Indeks Resiko Bencana pada tahun 2019
tealisasi sebesar 6,9 % dari target sebesar 6 % dengan persentase capaian sebesar
115 %. Bila di bandingkan dengan tahun 2019 indikator ini tidak bias di bandingkan
karena pada indikator ini pada tahun 2018 belum masuk dalam IKU. Sementara
persentase capaian dengan jangka menengah RPJMD persentase tingkat capainnya
sebesar 115%.

Capaian target dan realisasi pada indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat
pada grafik di bawah ini :

Persentase Menurunnyalndeks Resiko Bencana
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Gambar 3.36 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Menurunnya Indek
Resiko Bencana dari tahun 2018 -2019
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Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pemerintah Menuju

Meningkatnya Reformasi

Untuk mencapai sasaran (Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningkatnya Reformasi

Birokrasi di ukur dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan target yang telah

ditetapkan pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.41
Pengukuran Kinerja Sasaran 7.1. Tahun 2019

. - Tahun 2019 Persentase
Indikator Kinerja Satuan S Tingkat
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5
1 | Indeks Reformasi Nilai B(60,01)
Birokrasi
2 | Maturitas SPIP Level 3 3 100
Indeks Kepuasan Nilai B (80.01 B (83.31 10412
Masyarakat (IKM) (80,01) (83.31) ’
4 | Nilai SAKIP Nilai B (60,01) B (62,71) 104,49
5 | Opini BPK terhadap Hasil
Laporan Keuangan Pegllzlilan WTP (100) WTP (100) 100
Rata-rata capaian 101,82

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh

gambaran bahwa satu indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan

capaian kinerja diatas apa bila dibandingkan antara realisasi dan capaian kinerja

tahun 2019 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 7.1 dari
Tahun 2018 s.d. Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Satuan Perbandingan Perbandingan
2018 2019 2018 2019
1 : o
Indeks Reformasi Nilai cC 0 0 108,38 0 0
Birokrasi 54,20
2| Maturitas SPIP Level
3 3 100 100 100 100
3| Indeks Kepuasan Nilai B B
Masyarakat (IKM) 83,03 | 83,31 100,77 104,11 1 96,03 92.23
4| Nilai SAKIP Nilai B B
60,04 62,71 104,44 100,05 | 104.49 104.43
5| Opimi BPK Hasil
terhadap laporan | Penilai
keuangan an WTP | WTP WTP 100 | 100 100
Keuang
an

Realisasi kinerja Tahun 2019 bila dibandingkan dengan target jangka
menengah RPJMD (2023) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.43
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7.1. s.d. Tahun 2019
dengan Target jangka Menengah (2023)

Realisasi Target Persentase
Indikator Kinerja Satuan Kinerja s.d jangka Tingkat
Tahun 2019 Menengah capaian
1 2 3 4 5
1| Indeks Reformasi Nilai B (60,32) A (80,01) 75,39
Birokrasi
2 | Maturitas SPIP Level 3 3 100
3 | Indeks Kepuasan Nilai B (83,31 A (91,00 91,54
Masyarakat (IKM) ral (83.31) (91,00) ’
4 | Nilai SAKIP Nilai B (62,71) A (80,01) 78,37
5 | Opimi BPK terhadap Hasil
laporan Keuangan Penilaian WTP (100) WTP (100) | WTP (100)
BPK
Sumber : Inspektorat Daerah, Setda ( Bag.Organisasi) dan BPKAD, 2019
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Indikator Indeks Nilai Reformasi Birikrasi belum ada realisasi karena pada
indikator ini belum dikeluarkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi sampai dengan 26 Maret 2020 ini suda dilakukan konfirmasi
kepada pejamat yang berwenang di Kemenetrian PAN RB.

Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Indeks Reformasi Birokrasi

70,00 - e EE,01
~7 530 54,20

o

60,00
5000 §
4000 +
30,00 1
2000
1000 +

B Target

B Realizasi

0.00 .
7018 2019

Gambar 3.37 Grafik dan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun
2018-2019

Indikator Level 3 Maturitas SPIP dari skala1-5 capaian kinerja sebesar 100 %.
Berdasarkan laporan re-assesment BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
nomor LAP-606/PWO07/3/2017 tanggal 7 Desember 2017, dan berdasarkan laporan
hasil kegiatan validasi/riviu dokumen pendukung pemenuhan level 3 maturitas SPIP
Kabupaten Banyuasin nomor LAP-282/PWO07/3/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang
menyatakan bahwa tingkat maturitas level SPIP pemerintah Kabupaten Banyuasin

berada pada “Level 3 atau Terdefinisi” dengan nilai maturitas SPIP 3,128.
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Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :

Maturitas SPIP

B Target

W Realizasi

2018 2019

Gambar 3.38 Grafik Target dan Realisasi Indikator Maturitas SPIP dari
Tahun 2018 - 2019

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 2019 terealisasi
dengan nilai B (83,67) dari Target B (80,01) dengan persentase capaian target
sebesar 109,23 bila dibandingkan dengan realisasi dan tahun sebelunya mengalami
peningkatan dimana tahun 2018 realisasi 83,03 dan capaiannya 108,75 %.
sementara target akhir periode RPJMD adalah A (83,31) bahwa realisasi Kinerja
sampai dengan tahun 2019 belum mencapai target akhir RPJMD persentase capaian
target sebesar 109,23 bahwa unsur Pelayanan Persyaratan, Prosedur waktu
pelayanan, biaya/tarif, Prosedur spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelayanan,
Perilaku Pelaksana Penanganan Pengaduan, sarana dan prasarana sudah baik karena
kata-kata dari bagian organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Hasil
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2019 mendapatkan nilai 3, ini dilakukan di
bagian organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin yang merupakan amanat
dari Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reormasi Birokrasi

Nomor 14 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 tahun 2018.
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Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat
pada grafik di bawah ini :

Indeks Kepuasan Masyarékat

- 8331
gq .~ 8303 5
82 4

e W Target

S M Realisasi
i

74

T — - —— e —

Gambar 3.39 Grafik Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 —
2019 dan Gambar Rapat Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat/Survei
Kepuasan Masyarakat

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja 2019 terealisasi B (62,71) dari target nilai
akuntabilitas kinerja B (60,01) dengan persentase capaian target sebesar 104,49.
Hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pemerintah
Kabupaten Banyuasin mengalami peningkatan B (60,01) ke B (62,71). Peningkatan
nilai ini dapat kita lihat dari 5 komponen penilaian yaitu pertama perencanaan kinerja,
pada tahun 2018 dimana bobot nilai sebesar 30 realisasi sebesar 20,04 dan tahun
2019 realisasi sebesar 20,79 peningkatan sebesar 0,75 Unsur yang kedua vyaitu
Pengukuran Kinerja dimana bobot nilai sebesar 25 pada tahun 2018 pengukuran
kinerja mendapat nilai 14,91 pada tahun 2019 mendapat nilai 15,95 dimana terjadi
peningkatan nilai sebesar 1,04. Unsur yang ketiga yaitu pelaporan kinerja dimana
bobot nilai sebesar 15 pada tahun 2018 realisasi sebesar 9,46 dan tahun 2019
mendapat nilai 10,05 dimana terjadi peningkatan sebesar 0,59. Unsur keempat yaitu
evaluasi internal yang memiliki bobot nilai sebesar 10 realisasi pada tahun 2018
sebesar 4,27 dan realisasi tahun 2019 sebesar 5,50 dimana terjadi peningkatan

sebesar 1,23. Unsur yang kelima merupakan komponen terakhir yang dinilai yaitu
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L

capain kinerja bobot nilai 20 realisasi pada tahun 2018 sebesar 11,36 dan realisasi
tahun 2019 sebesar 10,43 dimana terjadi peningkatan sebesar 0,93. Pemerintah
Kabupaten Banyuasin memperoleh nilai 62,71 atau predikat "B" Nilai tersebut
meningkatkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengembangkan mekanisme
perencanaan berbasis kinerja yang baik dengan sasaran dalam indikator pada
dokumen RPJMD sudah berorientasi hasil, juga telah melaksanakan reviu terhadap
indikator kinerja utama (IKU) pada level Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten
Banyuasin telah menyusun rencana aksi atas target kinerja yang akan dicapai. pada
Inspektorat Kabupaten Banyuasin telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
perangkat daerah dan bertahap telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
laporan kinerja telah disusun sampai ke level perangkat dari sebagian besar telah
mengungkapkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin di tahun 2019 telah memperbaiki sistem manajemen kinerja Penyesuaian
sasaran strategis dan IKU. telah dilakukan sampai level eselon |V. bila dibandingkan
dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang
signifikan dari B (60,04) menjadi B (62,71) .sementara target akhir periode RPJMD
adalah A (80,01) melihat capaian sampai dengan tahun 2019. realisasi telah melebihi
target tahun 2019. Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d.
2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Milal SAaKIP

B Targ=*t

o
=
L |
[ T 3 "
\ | 'y
A \
\ y

&0 B Realisasi

55
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Gambar 3.40 Indikator Nilai Sakip Tahun 2018 — 2019 dan Gambar Penyerahan
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kab.Banyuasin Tahun 2019 di Kabupaten Banyuasin

Indikator kinerja Opini BPK terhadap Kewajaran LKPD Tahun 2019 Realisasi
kinerja indikator ini adalah WTP sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl
atas LKPD Tahun 2017 No. 26.A/S-HP/XVIII.PLG/05/2018 tanggal 25 Mei 2018
sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00%. Capaian tahun 2018 ini sama
dengan rata-rata capaian renstra 2014 — 2018 yang mencapai 100,00 dalam artian
bahwa selama periode renstra 2014 — 2018 opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang
merupakan capaian Kedelapan secara berturut-turut sejak tahun 2012

Opini WTP diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera
Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi
anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan
ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di atas, sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja
ini yang akan terus dioptimalkan adalah:

a. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) semakin baik dan
komprehensif.
b. Rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin per bulan atas LK SKPD melalui

kegiatan monev.
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c. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi pengelolaan keuangan melalui aplikasi
SIMDA mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

d. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi pengelolaan barang milik daerah melalui
aplikasi SIMDA BMD dalam hal penatausahaan dan penyajian data sesuai
peraturan yang berlaku.

e. Optimalisasi Simda Pendapatan secara online, Sismiop dan SImBPHTB dalam
pengelolaan pajak daerah.

f. Pembinaan terus menerus untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola
keuangan dan barang dan Bendahara perangkat daerah Kabupaten Banyuasin.

g. Sistem pengawasan internal yang semakin baik.

Capaian target dan realisasi Indikator ini dari tahun 2018 s.d. 2023 dapat
dilihat pada grafik di bawabh ini :

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
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Gambar 3.41 Grafik Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan 2018 — 2019
dan Gambar Penyerahan hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan PemdaTahun
2019

20 7

3. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin,
teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan dalam
penyusunan laporan ini. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan
data, siapa sumbernya, dan apa alat yang akan digunakan. Data yang digunakan

dalam penyusunan laporan ini merupakan data sekunder yang diperoleh secara
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tidak langsung melalui media perantara (dicatat oleh orang lain) yang berupa
Laporan Tahunan yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Pemerintah
Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 telah memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja dan menerbitkan Surat Keputusan
Petugas Pengumpul Data Kinerja dengan Surat Keputusan Nomor
69/KPTS/VIII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Narasumber
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2019. Mekanisme pengumpulan data kinerja dapat dilihat pada flowchart
berikut:

Bab 3 hal 91
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Tabel 3.44

FLOWCHART SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

TIM PENYUSUN LKjIP
NO KEGIATAN oPD KETERANGAN

SEKRETARIAT | TIM VERIFIKATOR | TIM PENGUMPUL

OPD Teknis menyampaikan data kinerja secara
1 |triwulanan/semesteran kepada Tim Pengumpul
Data Kinerja

Data
Kinerja

Tri wulanan/ Semesteran

Tim pengumpul data kinerja mengecek
kesesuaian, kecukupan dan kelengkapan data Data Kinerja

2

kinerja, selanjutnya menyampaikan data kinerja

kepada Tim Verifikator

7 N ;
Tim Verifikator melakukan verifikasi data kinerja TRt InERRyang Wk
; e Data Kinerja sesuaifcukup/lengkap

3 |dan menyampaikan data kinerja kepada dikesrbatian KEbads P

Sekretariat untuk di sahkan e e

untuk diperbaiki

Sekretariat mengesahkan dan Data Kinerja hasil verifikasi

mendokumentasikan data kinerja untuk Data Kinerja yang tidak handal dikembalikan

pengukuran capaian kinerja dalam LKjIP kepada OPD untuk diperbaiki
4

Pengukuran
Kinerjadan
LKjiP
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4. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja dalam tahun 2019 dilakukan terhadap program dan

monitoring rencana aksi Perjanjian Kinerja tahun 2019.

3@ PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

4.1 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2019
Untuk mengukur kinerja terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun
2019, Kabupaten Banyuasin melakukan evaluasi terhadap program secara
berkala (triwulan) agar capaian pada periode berikutnya dapat lebih optimal.
Dalam tahun 2019 Kabupaten Banyuasin memiliki 35 (tiga puluh lima)program
dengan hasil evaluasi program sebagai berikut :
Tabel 3.45
Evaluasi Program Kinerja Tahun 2019
. o Tahun 2019
No Program Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi | Capaian
1. BPS Angka Rata-rata lama
Tahun | 7,93 7,19 90,67
sekolah
2. BPS Harapan lama Sekolah Tahun | 12,65 11,74 92,81
Program wajib belajar | angka Putus Sekolah (DO
pendidikan Dasar er? ko daen SO PO o | 026 0,36 100,00
sembilan tahun P
4 Program Pendiidkan Angka Putus Sekolah (DO) 0
Menengah pendiidkan dasar SLTP % 1,00 0,36 100,00
5 Program wajib belajar Rata-Rata Nilai Uii
pendidikan Dasar (UaSaBNf‘UZ) o % | 7300 | 67,33 92.23
sembilan tahun
6. Program  Pendiidkan | Rata-Rata Nilai Ujian o
Menengah (USBN/UN) SLTP % 53,50 47.94 89,61
7 BPS Angka Usia harapan Hidup Tahun | 68,50 68,76 100
8 . Per
Program Penlnglfatan Angka Kematian Bayi 1000 4 3,44 100
kesehatan Material KH
dan Keseh?tan Peor
Reproduksi Angka Kematian Ibu 100.00 | 103 108 100,00
0 KH
9 Program Pelayanan Persentase Penurunan
dan Rehabilitas Penyandang Disabilitas % 31 31,70 102,26
Kesejahteraan Sosila Miskin dan Rentang
10 | Program Diversifikasi
Pangan dan Gizi Pencapaian Sekor Pola o
11 Program Peningkatan | Pangan Harapan (PPH) L . 89,70 100,79
Ketahanan Pangan
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No

Program

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2019

Target

Realisasi

Capaian

12

Program Peningkatan
Keamanan dan
kenyamanan Lingkungan

Angka Kriminalitas

%

7,58

0,33

100,00

13

Program kepatuhan
terhadap peraturan
daerah dan Peraturan
kepala Daerah

Persentase Penurunan
Pelanggaran Perda

%

35

37,90

108,29

14

Program Pendiidkan
Politik Masyarakata

Angka Partisipasi Pemilu

%

73

80,34

110,05

15

Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olaraga

Persentasa Atlet

berperestasi

%

83

97

116,86

16

Program
Pengembangan Nilai
Budaya

17

Program
Pengelolahan
kekayaan Budaya

18

Program Pengelolahan
Keragaman Budaya

Persentase Persentasi
Bidang Seni dan Budaya

%

39

55

141.10

19

Program Pelaksanaan
STQ/MTQ

Generasi muda Hafiz Al-

Quran

Orang

265

2.896,00

1092,83

20

Program Pelaksanaan
Wisuda
SantrimLPPTKA

Masyarakat Khatam Qur'an

Orang

2000

2.642

1092,83

21

Program Pembayaran
Zakat Melalui BAZNAZ

Persentase
Zakat dan
BAZNAZ

Peningkatan
Infak  Melalui

%

35

29,98

85,66

22

Program
Produksi
Pangan

Peningkatan
Tanaman

23

Program
produksi
Hortikultura

Peningkatan
Tanaman

24

Program Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana dan
Pertanian

Sarana

25

Program
Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Penyuluhan dan
Pertanian

Peningkatan

SDM

Nilai Tukar Petani

Indeks

99

98,35

99,34

26

Program
Pengembangan SDM
Pembudidaya dan
Perlindungan Usaha
Pembudidaya lkan

Nilai Tukar Nelayan

indeks

101

96,53

95,57

27

Program
Pengembangan SDM
Nelayan dan
Perlindungan Nelayan

Nilai
lkan

Tukar Pembudidaya

Indeks

99,15

99,25

100,10
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No

Program

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2019

Target

Realisasi | Capaian

28

Kontribusi sektor terhadap PDRB :

29

Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan

30

Program Peningkatan
Efesiensi
Perdagangan dalam
Negri

31

Program Pembinaan
Pedagangan Kaki
Lima dan Asongan

32

Program pendapatan
dan Pemberdayaan

33

Program Pembinaan
dan Ketertiban Pasar

Perdagangan

%

12,3

12,90 104,88

34

Program
Pengembangan IKM

35

Program Sentra-sentra
Produksi Patensial

Industri Pengelolaan

%

24

25,72 107,17

36

Program Peningkatan
promosi dan
kerjasama investasi

Penanaman Modal
(PMA)

Asing

Perusa
haan

15

23,00 153,33

37

Program penyiapan
potensi sumberdaya
sarana dan prasarana
Daerah

Penanaman Dalam Negri
(PMDA)

Perusa
haan

3200 | 53333

38
39
40

Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas tenaga
kerja

Rasio Penduduk

Bekerja

yang

%

97,15

96,55 99,38

Persentase Tingkat
Pengangguran Terbuka

%

2,85

3,45 100,00

Program Sistem
Inovasi Daerah

Persentase = Pemanfaatan
Inovasi Unggulan

%

38

47,05 123,82

Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata

Peningkatan
Kunjungan Wisata

jumlah

Orang

1520

100.209,0

0 6592,70

41

Program
Pembangunan jalan
dan jembatan

Persentase jalan
Kabupaten dalam kondisi
baik (> 40 KM/Jam)

%

74,33

56,42 75,90

42

Program
pembangunan
prasarana dan fasilitas

43

Program
pemebangunan
sarana dan prasarana

44

Program rehabilitas
dan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas
LLAJ

Persentase Dermaga dalam
Kondisi baik

%

97,6

97,71 100,11

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Bab 3 hal 95




E PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Program

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2019

Target

Realisasi

Capaian

Program
Pengembangan
Perumahan

Cakupan Rumah layak Huni

rumah

18322

186.803

101.95

Program
Pengembangan
Klnerja Pengelolahan
Air Minum dan Air
Limbah

Persentase penduudk
berakses Air Minum

%

55

40,79

74,16

47

Program Peningkatan
infrastruktur teknologi
informasi komunikasi

Cakup Layanan Komunikasi

%

75,5

90,48

119,84

48

Program
Pengembangan dan
Pengelolahan jaringan
Irigrasi,rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya

Persentase irigrasi
Kabupaten dalam Kondisi
baik

%

80

72,27

90,34

49

Program peningkatan
keberdayaan
masyarakat perdesaan

Jumlah Desa Sangat
Tertinggal dan Tertinggal
menjadi desa berkembang

desa

131

183,00

139,69

50

Program
pengembangan kinerja
pengelolaan
persampahan

51

Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
hidup

Indeks Kualitas Likungan
Hidup (IKLH)

%

57

68,49

120,16

52

Program pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Korban Bencana

Persentase Menurunnya
Indeks Resiko Bencana

%

60,90

115,00

53

Program Pengawasan
dan Pengendalian
Publik

Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai

(60,01)

54

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH

Maturitas SPIP

leval

100

55

Program Penataan
Organisasi dan system
pelayanan Publik

Indeks
Masyarakat (IKM)

Kepuasan

nilai

(80,01)

B (83,31)

104,12

56

Program peningkatan
pengembangan
system pelaporan
capian kinerja dan
keuangan

Nilai SAKIP

Nilai

(60,01)

(62,71)

104,50

57

Program optimalisasi
penatausahaan

Opini BPK
Laporan Keungan

terhadap

WTP

WTP

WTP

100
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Tahun 2019
No Program Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi | Capaian
belanja derah (100) (WTP)
288,57

Berdasarkan evaluasi program pada Tahun 2019 didapatkan hasil capaian program

rata

5.

-rata 288,57 %

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 1.1: Bangkit
Pendidikan (Meningkatnya Kualitas Pendidikan). Sasaran ini dicapai melalui 3
(tiga) program dengan realisasi keuangan sebesarRp. 218.472.020.247 dari
anggaran Rp. 225.650.486.714 atau 96,81% sehingga terdapat efisiensi dana

sebesar 3,19% dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 1.2 : Bangkit
Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kecukupan Gizi Masyarakat.
Sasaran ini dicapai melalui 4 (Empat) program dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 5.612.868.000 dari anggaran Rp. 5.272.532.150 atau 93,93%

sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 6,07% dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 2 : Bangkit
Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (menurunnya
kriminalitas) Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua)program dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 7.357.648.662 dari anggaran Rp. 7.475.895.000 atau

98,41% sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 1,59% dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 3 : (Bangkit
demokrasi) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.Sasaran
ini dicapai melalui 1 (satu) program dan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
307.000.000 dari anggaran Rp. 306.100.000 atau 99,71% sehingga terdapat

efisiensi dana sebesar 0,29 % dari rencana.
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Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 4 : (Bangkit
Prestasi dan Keimanan Masyarakat) Meningkatnya Masyarakat yang Berprestasi
dan Religius. Sasaran ini dicapai melalui 5 (lima) program dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 2.919.900.900 dari anggaran Rp. 3.60.167.900,00 atau

80,99% sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 19,01% dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 5.1 :Bangkit
Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan). Sasaran ini
dicapai melalui 6 (enam) program dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
6.648.875.552 dari anggaran Rp. 9.419.715.767 atau 70,58% sehingga terdapat

efisiensi dana sebesar 29,42 % dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 5.2 : Bangkit
Perdagangan Industri, Koperasi dan UMKM terhadap PDRB dan Investasi
(Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Industri Pengelolahan dan
Investasi).Sasaran ini dicapai melalui 7 (tujuh) program dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 24.783.950.857 dari anggaran Rp. 27.381.941.400 atau

90,51% sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 9, 49 % dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 5.3 : Bangkit
Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kesempatan
Kerja). Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 212.229.500 dari anggaran Rp. 213.650.000 atau 99,33% sehingga

terdapat efisiensi dana sebesar 0,67 % dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 5.4 : Bangkit
Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Meningkatnya Inovasi Teknologi dan
Destinasi Pariwisata). Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) program dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 853.670.457 dari anggaran Rp. 875.157.000

atau 97,54% sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 2,46 % dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 6.1 : (Bangkit

Infrastruktur dan Pembangunan Perdesaan) Meningkatnya Infrastruktur yang
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Baik Merata, Berwawasan Lingkungan dan Naiknya Setatus Desa.Sasaran ini
dicapai melalui 9 (sembilan) program dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
128.498.566.248,97 dari anggaran Rp. 194.883.362.409 atau 65,93% sehingga

terdapat efisiensi dana sebesar 34,07 % dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 6.2 : Bangkit
Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Pengelolahan Lingkungan Hidup dan
Pengolahan Resiko Bencana). Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) program
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.825.186.600 dari anggaran Rp.
16.221.205.801 atau 96,42% sehingga terdapat efisiensi dana sebesar3,58 %

dari rencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 7 : (Bangkit
Reformasi Birokrasi) Meningkatnya Reformasi Birokrasi. Sasaran ini dicapai
melalui 6 (enam) program dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.722.608.007
dari anggaran Rp. 6.283.267.225 atau 91,07% sehingga terdapat efisiensi dana

sebesar 8,93 % dari rencana.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian perjanjian kinerja yaitu:

1. Sasaran Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas Pendiidkan)
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1.1 : Bangkit Pendidikan
(Meningkatnya Kualitas Pendiidkan 93,59. Pencapaian sasaran inidiukur
melalui 4 (empat) indikator. Program yang mendukung keberhasilan

pencapaian sasaran ini adalah :
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Tabel 3.46
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 1.1 Tahun 2019
SKPD
No Indikator Capaian Program Penanggung
Jawab
1 | Angka Rata-rata lama
sel?olah 90,67 Program Pendidikan
2 | Harapan lama Sekolah 92,81 Non Formal
3 | Angka Putus Sekolah (DO) pendiidkan dasar :
SD Program wajib belajar
100,00 | pendidikan Dasar _
sembilan tahun Dinas
SLTP Program Pendiidkan Pendidikan dan
100,00 9 Kebudidayaan
Menengah
4 | Rata-Rata Nilai Ujian
(USBN/UN)
SD Program wajib belajar
92,23 pendidikan Dasar
sembilan tahun
SLTP 85,87 Program Pendiidkan
Menengah
Rata-rata capaian 93,59

2. Sasaran Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Kecukupan Gizi Masyarakat)

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1.2 : Bangkit Kesehatan
(Meningkatnya Derajat Kesehat dan Kecukupan Gizi Masyarakat) 100,68 %.
Pencapaian sasaran ini diukur melalui 5 (lima) indikator. Program yang

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

Tabel 3.47
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 1.2 Tahun 2019
SKPD
No Indikator Capaian Program Penanggung
Jawab
1 | Angka Usia Harapan
Hidup 100,38 BPS
2 | Angka Kematian bayi
E(ie(;u 1000 Kelahiran 100 Dinas
P Program Peningkatan Kesehatan
. . Kesehatan Maternal dan
3 | Angka Kematian ,'bu kesehatan Reproduksi
per 100.000 kelahiran 100
hidup
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SKPD
No Indikator Capaian Program Penanggung
Jawab
4 | Persentase Penurunan
Penyandang Program Pelayanan dan : .
Disabilitas Miskin dan| 102,26 | Rehabilitas Dinas Sosial
Rentan Kesejahteraan Sosila
5 | Pencapaian Skor Pola Program Diversifikasi Dinas
Pangan Harapan Pangan dan Gizi Ketahanan
100,79 .
(PPH) Program  Peningkatan Pangan
Ketahanan pangan
Rata-rata capaian 100,68

3.Sasaran Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat (Menurunya Kriminalitas)

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2 : Bangkit Ketentraman, Ketertiban
104,14%.

Program yang

Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Menurunya Kriminalitas)
Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator.

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

Tabel 3.48
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 2 Tahun 2018
No Indikator Capaian Program SR PR
Jawab
1 Program Peningkatan
R Keamanan dan
Angka K I
ngka Kriminalitas 100 kenyamanan Satu Polisi Pamang
Lingkungan Praja, Pemadam
2 Program kepatuhan Kebakaran dan
Persentase Pelanggaran terhadap peraturan Penvelamat.
108,29 y
Penurunan Perda daerah dan Peraturan
kepala Daerah
Rata-rata capaian 104,14

4. Sasaran (Bagkit Demokrasi) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam
Berdemokrasi
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 3 : (Bagkit Demokrasi) Meningkatnya
Kesadaran Masyarakat dalam Berdemokrasi110,05 %. Pencapaian sasaran ini
1 (satu)

pencapaian sasaran ini adalah :

diukur melalui indikator. Program yang mendukung keberhasilan
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Tabel 3.49
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 3 Tahun 2018

No Indikator Capaian Program SKPD Penanggung
Jawab
1 | Angka Partisipasi Pemilu Program Pendidikan
110,05 | Politik Masyarakat BPBD-Kesbangpol
Rata-rata capaian 110,05%

5. Sasaran Meningkatnya Masyarakat Berprestasi dan Religius

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 4 : Meningkatnya Masyarakat Berprestasi

dan Religius 295,66 %. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 5 (lima) indikator.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

Tabel 3. 50
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 4 Tahun 2018
SKPD
No Indikator Capaian Program Penanggung
Jawab
1 Persentase Atlet berprestasi Program Pembinaan Dinas
dan Pemasyarakatan Kepemudaan,
26,68
Olarag Olaraga, dan
Pariwisata
2 | Persentase Persentasi 141,03 Program
Bidang Seni dan Budaya Pengembangan Nilai
Budaya
E;‘:}%@gahan Dinas Pendidikan
kekayaan Budaya dan Kebudayaan
Program Pengelolahan
Keragaman Budaya
3 | Generasi Muda Hafiz Al- 1092 Program Pelaksanaan
Qur'an 09283 | sTQ/MTQ
4 | Masyarakat Khatam Qur'an Program Pelaksanaan
132,10 Wisuda Setda (Kesra)
SantrimLPPTKA
5 | Persentase Peningkatan Program Pembayaran
Zakat dan Infak BAZNAZ 85,66 Zakat Melalui BAZNAZ
Rata-rata capaian 295,66 %
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6. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5.1 : Meningkatnya Kesejahteraan
Perekonomian 98,33 %. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator.
Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

Tabel 3. 51
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 5.1 Tahun 2018

SKPD Penanggung

No Indikator Capaian Program Jawab
1 Nilai Tukar Petani 99,34 Program Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan

Program Peningkatan
produksi Tanaman
Hortikultura

Program Penyediaan
dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana
Pertanian

Program  Peningkatan
Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Penyuluhan dan SDM
Pertanian

2 | Nilai Tukar Nelayan Program
Pengembangan SDM
95,57 Pembudidaya dan
Perlindungan Usaha
Pembudidaya lkan

3 | Nilai Pembudidaya lkan Program

100,10 Pengembangan SDM
Nelayan dan

Perlindungan Nelayan

Dinas Pertanin
Pangan dan
Holtikultura

Dinas Perikanan

Rata-rata capaian 98,33

7. Sasaran Bangkit Perdaganga kontribusi, Industri, Koperasi dan UMKM
terhadap PDRB dan Investasi (Meningkatnyakontribusi sektor perdagangan,
industry pengelolahan dan Ivestasi)

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5.2 : Bangkit Perdaganga kontribusi,
Industri, Koperasi  dan UMKM  terhadap PDRB dan Investasi
(Meningkatnyakontribusi sector perdagangan, industry pengelolahan dan Ivestasi)
224,68 %. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator. Program yang

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
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Tabel 3. 52
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 5.2 Tahun 2019

No

Indikator

Capaian

Program

SKPD Penanggung
Jawab

Kontribusi sektor terhadap
PDRB :

Perdagangan

104,88

Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan

Program
Peningkatan
Efesiensi
Perdagangan dalam
Negri

Program Pembinaan
Pedagangan Kaki
Lima dan Asongan

Industri Pengelohan

107,17

Program
Pengembangan IKM

Program Sentra-
sentra Produksi
Potensial

Dinas Perdagangan,
Koprasi, Usaha Kecil
dan Menengah.

Penaman Modal Asing (PMA)

153,33

Program
Peningkatan promosi
dan kerjasama
investasi

Penanaman Modal Dalam
Negri (PMDM)

533,33

Program penyiapan
potensi sumber daya
sarana dan
prasarana Daerah

Dinas Pemananam
Modal dan
Pelayanan Terpasu
Satu Pintu

Rata-rata capaian

224.68%

8. Sasaran Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusaha
dan Kesempatan Kerja)

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5.3
(Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kesempatan Kerja)

Pencapaian sasaran ini

diukur melalui

2 (dua)

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
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indikator.

Bangkit Tenaga Kerja Lokal

99,69 %.

Program yang
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Tabel 3.53
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 5.3 Tahun 2019

SKPD
No Indikator Capaian Program Penanggung
Jawab

1 | Rasio Penduduk yang Bekerja 99,39 Program
Peningkatan Kualitas| Dinas Tenaga Kerja
100,00 | dan Produktivitas| dan Transmigrasi

tenaga kerja

2 | Persentase tingkat
Pengangguran Terbuka

Rata-rata capaian 99,69 %

9. Sasaran Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata
(Meningkatanya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata)

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5.4 : Bangkit Tenaga Kerja Lokal

(Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kesempatan Kerja) 60,20 %.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator. Program vyang

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

Tabel 3.54
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 5.4 Tahun 2019
No Indikator Capaian Program A PERET R
Jawab
1 | Persentase Program Sistem Inovasi
Pemanfaatan Inovasi 123,82 Daerah Bappeda dan Litbang
Unggulan
2 | Peningkatan Jumlah Program Dinas
Kunjungan Wisata 6,59 PengembanganPemasaran | Kepemudaan,Olaraga
Pariwisata dan Pariwisata
Rata-rata capaian 65,20 %

10. Sasaran Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 6.1: Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan 100,14 %. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 7 (tujuh)
indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini

adalah :
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Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 6.1. Tahun 2019

No

Indikator

Capaian

Program

SKPD Penanggung
Jawab

1

Persentase jalan
Kabupaten dalam kondisi
baik (<40 KM/jam)

75,90

Program
Pengembangan Jalan
Jembatan

Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang

Persentase Dermaga
dalam kondisi baik

100,11

Program
Pembangunan
Prasarana dan
fasilitas
perhubungan

Program
pembangunan
sarana dan
prasarana
perhubungan

Program rehabilitas
dan pemeliharaan
perasarana fasilitas
LLAJ

Dinas Perhubungan

Cakup Rumah Layak Huni

100,95

Program
Pengembangan
Perumahan

Persentase Penduudk
Berakses Air Minum

74,16

Program
Pengembangan
Klnerja
Pengelolahan Air
Minum dan Air
Limbah

Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan

Pertahanan

Cakup Layak
Telekomunikasi

119,84

Program
Peningkatan
infrastruktur
teknologi informasi
komunikasi

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Persentase Irigrasi
kabupaten dalam kondisi
baik

90,34

Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigrasi
rawan dan Jaringan
Pengairan Lainnya

Dinas Pekejaan Umu
dan Tata Ruang

Jumlah desa sangat
tertinggal dan tertinggal
menjadi desa berkembang

139,69

Program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Rata-rata capaian

100,14
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. Sasaran Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya
Pengelolahan Lingkungan Hidup dan Pengelolahan Resiko Bencana)
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 6.2: Bangkit Kualitas Lingkungan
Hidup (Meningkatnya Pengelolahan Lingkungan Hidup dan Pengelolahan
Resiko Bencana) 110,08 %. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua)
indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini

adalah :

Tabel 3.56
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 6.2 Tahun 2019

SKPD Penanggung

No Indikator Capaian Program Jawab

1 | Indeks Kualitas 120,16 Program
Lingkungan Hidup (IKLH) pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan hidup

2 | Persentase Menurunnya Program

Indeks Resiko Bencana pencegahan Dini
100 dan BPBD Kesbangpol
Penanggulangan
Korban Bencana

Dinas Lingkungan
Hidup

Rata-rata capaian 110,08

Sasaran (Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningktanya Reformasi
Birokrasi

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 7 :(Bangkit Reformasi Birokrasi)
Meningktanya Reformasi Birokrasi101,82 %. Pencapaian sasaran ini diukur
melalui 5 (lima) indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian

sasaran ini adalah :

Tabel 3.57
Tabel Capaian dan Program Indikator pada Sasaran 7 Tahun 2019
SKPD
No Indikator Capaian Program Penanggung
Jawab
1 | IndeksReformasi Birokrasi 100,51 Program Ispektorta
Pengawasan dan
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SKPD
No Indikator Capaian Program Penanggung
Jawab

Pengendalian Publik

2 | Maturitas SPIP Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan

100 Internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Program
Peningkatan
Profesional tenaga
pemerintah dan
Aparatur

3 | Indeks Kepuasan Program Penataan
Masyarakat (IKM) Organisasi dan
104,12 | system pelayanan
Publik

Setda

4 | Nilai Sakip Program (bag.Organisasi)

peningkatan
pengembangan
system pelaporan
capian kinerja dan
keuangan

5 | Opimi BPK terhadap Program

laporan Keuangan 100 optimalisasi BPKAD
penatausahaan
belanja derah

104,50

Rata-rata capaian 101,82

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Dalam tahun
2019 Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan evaluasi atas Program
secara berkala (semester-an) dan melakukan monitoring Rencana Aksi Pencapaian

Perjanjian Kinerja secara berkala (Triwulan-an).

Dari 41 (Empat puluh satu) indikator kinerja sasaran tahun 2019, rata-rata capaian
kinerja adalah 288%. Tingginya rata-rata capaian kinerja antara lain disebabkan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan
Kinerja Tahun 2019 dan Evaluasi internal serta Reviu serta memperhatikan hasil
konsultasi ke BPKP dan Kemeterian PAN-RB dengan merevisi dan

menyempurnakan sasaran, indikator dan target kinerja.
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C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Dalam Tahun

2019,

realisasi

Belanja

Daerah

untuk

membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta

pelayanan

masyarakat

kelebihan anggaran sebesar

sebesar
Rp35.856.185.499,36,-

Rp33.859.065.347,00,-

atau
yaitu 94,43%

anggaran sebesar Rp. 1.997.120.152,36,- yang terdiri dari :

Tabel 3.58

Rincian Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

terdapat

dari

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih/Kurang (Rp)

%

Belanja Operasi 2.086.318.554.684 | 1.970.988.765.063,77 | 115.329.789.620,39 | 94,47
Belanja Modal 503.187.637.524 423.436.760.779 79.750.876.744 84,15
Belanja Tidak

terduga 5.285.055.138,00 1.315.136.250,00 3.969.918.888,00 | 24,88
Jumlah 2.594.791.247.346 | 2.395.740.662.093,25 | 199.050.585.252,82 92

Sumber data LRA DPPKAD Kabupaten Banyuasin unaudited, 2019

anggaran.
Banyuasin sebesar Rp.199.050.585.252,82 atau 8 % efisiensi

Berdasarkan tabel realisasi di atas, semua belanja terserap di bawah alokasi
Kondisi ini menghasilkan sisa anggaran Pemerintah Kabupaten

dikarenakan adanya

penghematan pemakaian dana dari berbagai kegiatan.
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Lebih/Kurang (Rp),
115,329,789,620.39 \
“-‘--__-_._.-.-.-._._._._.-d-'.-.-.- |~ .

Realisasi (Rp),
1,970,988,765,063.
77

Gambar 3.38

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas, belanja terbesar dialokasikan untuk Belanja Operasi
yaitu sebesar Rp. 1.970.988.765.063,77atau 75,96%dari total Belanja Pemerintah
Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi
anggaran baik dari segi proses pengadaan barang dan jasa maupun dari
pelaksanaan kegiatan.

Rincian anggaran dan realisasi keuangan per sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.59
Realisasi Anggaran terkait Capaian indikator kinerja
3 0
UpIED Indikator Capai Jumlah Jumlah A’ .
No Sasaran Kineria an Program Anggaran Realisasi Realisasi
Strategis ] o% g8 Anggaran
1 Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia
Sasaran Strategis :
Bangkit Angka rata- 90,67 Program 2.841.387.50 | 2.615.450.48 | 92,05
Pendidikan rata Lama Pendidikan Non
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LORE Indikator Capai Jumlah Jumlah 'é .
No Sasaran Kinerja an Program Anggaran Realisasi Realisasi
Strategis % Anggaran
(Meningkatn | Sekolah Formal 0 4
ya Kualitas
Pendidikan) Harapan Lama | 92 81
Sekolah
Angka Putus
Sekolah (DO)
pendidikan
dasar
100.0 Program wajib
D ) belajar 182.319.754. | 178.507.678. 97.91
0 pendidikan Dasar 977 863 ’
Sembilan tahun
il 100,0 Program 40.489.344.2 | 37.348.890.9
’ Pendidikan G SO 92,24
0 37 00
menengah
Rata-rata Nilai
Ujian
(USBN/UN)
Program wajib
belajar
sD 94,22 pendidikan Dasar
Sembilan tahun
Program
SLTP 89,61 Pendidikan
menengah
225.650.486. 218.472.020.
Rata-rata 94,22 714 247 96,81
Sasaran Strategis :
Bangkit Angka Usia 100,3 BPS
Kesehatan Harapan Hidup | 8
(Meningkatn ["Anoia Program
ya Derajat Kematian Bayi Peningkatan
Kesehatan | per 1000 100 Kesehatan
dan kelahiran maternal dan
Kggukupan hidup Kesehatan 4.032.243.00 | 3.715.049.60 92.13
,3\121 Kat Angka Reproduksi 0 0 ’
eI Kematian Ibu 100
per 100.000
kelahiran
hidup
Persentase Program
Penurunan pelayanan dan 350.000.000 336.680.440
penyandang 102,2 rehabilitas '000' ’ : 00' | 96,19
disabilitas 6 kesejahteraan
miskin dan sosial
rentan
Pencapaian Program 825.780.000 | 824.564.950 | 99,85
sekor Pola Diversifikasi
Pangan 100,7 | pangan dan Gizi
Harapan (PPH) | 9 Program 404.845.000 | 396.237.160 | 97,87
peningkatan
ketahanan pangan
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1 0,
G Indikator Capai Jumlah Jumlah '6 .
No Sasaran Kineria an Program Anggaran Realisasi Realisasi
Strategis ] % g8 Anggaran
Rata-rata 100,68 5.612.0868.00 5.272.6532.15 93,93
2 Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertipan
Masyarakat
Sasaran Strategis :
Bangkit Angka Program 7.422.195.00 | 7.303.948.66
Ketentraman | Kriminalitas Peningkatan 0 5
Ketertiban 100 Keamanan dan 98,41
Umum, dan kenyamanan
Perlindungan Lingkungan
Masyarakat Persentase Program
(Menurunnya | Penurunan kepatuhan
Kriminalitas) | Pelanggaran terhadap
s 1058’2 peraturan 53.700.000 | >>799000 1 40000
daerah dan
Peraturan
kepala Daerah
Rata-rata 104,12 7.475.895.000|7.357.648.662| 98,41
3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Berprestasi dan
Religius
Sasaran Strategis :
(Bangkit Angka 110,0 Program 307.000.000 | 306.100.000 99,71
Demokrasi) | Partisipasi 5 Pendiidkan Politik
Meningkatny | pemjly Masyarakat
a Kesadaran
masyarakat
dalam
berdemokras
i
Rata-rata 110,05 307.000.000 | 306.100.000 99,71
4 Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius
Sasaran Strategis :
fDBangkitd Persentase 114 4 5 Pt;'OQVamd
restasi dan | Atlet 6 embinaan dan
Keimanan Berprestasi Pemasyarakatan 730‘958 900, 720.800.900 98.62
Masyarakat) Olaraga
Meningkatny
:\A ot Persentase 141,0 | Program
asyaraka Prestasi Pengembangan
yang Bidang Seni 3 Nilai Budaya 1.542.377.000 | 1.001.100.000 | 64,78
Berprestasi dan Budaya
dan Religius Program
Pengelolahan
kekayaan 650.110.000 | 516.120.000 79,38
Budaya
Program
Pengelolahan
Keragaman 681.880.000 | 681.880.000 100
Budaya
Bab 3 hal 112



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

1 0,
LORE Indikator Capai Jumlah Jumlah '6 .
No Sasaran Kinerja an Program Anggaran Realisasi Realisasi
Strategis % Anggaran
Generasi 1092, Program
Mudah Hafis 0 0 0
38 Pelaksanaan
Al-Quran
Masyarakat 132,1 Program
Khatam Pelaksanaan 0 0 0
Quran 0 Wisuda Santri
LPPTKA
Persentase 85,66 Program
Peningkatan Pembayaran
Zakat dan Zakat Melalui 0 0 0
Infak Melalui BAZNAZ
BAZNAZ
3.605.167.90 | 2.919.900.90
Rata-rata 313,12 80,99
0,00 0
5 Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian
Sasaran Strategis :
Bangkit Nilai Tukar 99,34
Pertanian Petani Program
(Meningkatn Peningkatan 1.428.436.60 109.216.480 4965
va Produksi Tanaman 0
Kesejahteraa
n Petani dan Pangan
Nelayan)
Program
Peningkatan 709.926.000 | 661.823.000 93,65
produksi Tanaman
Hortikultura
Program
Penyediaandan | 3 533.594.04 | 3.201.062.76 90.59
pengembangan 7 6 ’
prasarana dan
sarana pertanian
Program
Peningkatan
Pelaksanaan 2.915.607.60 | 1.847.316.78 90,59
Penyelenggaraan 0 0
Penyuluhan dan
SDM Pertanian
Program
Pengembangan
SDM
N Tukar 95,57 | Pembudidayadan | 469599 020 | 169.209.020 | 99.98
elayan perlindungan
usaha
Pembudidaya
lkan
Program
Nilai Tukar 100.1 Pengembangan
Pembudidaya 0’ SDM Nelayan dan | 662.852.500 | 660.155.506 99.59
lkan Perlindungan
Nelayan
Rata-rata 98,33 9.419.7715.76 6.648.273.55 70,58
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1 0,
V=S Indikator Capai Jumlah Jumlah 'é .
No Sasaran Kineria an Program Anggaran Realisasi Realisasi
Strategis ) o g8 Anggaran
%
Sasaran Strategis :
Bangkit o
perdaganga | Kontribusi sektor terhadap DPRD :
n Industri,
Koperasi dan
UMKM Program
terhadap Perlindungan
PDRB dan Konsumen dan 1.325.300.00 1.211.;942.34 91,4
inves_tasi Pengamanan
(Meningkatn Perdagangan
ngligrtnbu& Program
perdaganga | perdangan 1048 | Peningkatan |, 846.076.00 | 1.182.983.54 | 416
n industri 8 Efesiensi 0 3
pengelolaha Perdagangan
n dan Dalam Negri
investasi) Program
Pembinaan Kaki | 5.186.509.20 | 4.706.627.85 90,7
Lima dan 0 6
Asongan
Program
Pengembangan | 53 046,000 | 368.596.000 | 814
Industri Kecil dan
Industri 107,1 Menengah
Pengelolahan 7 Proaram Sentr
ogram Sentra- | 45 467.917.0 | 16.250.160.8 | 98,7
sentra Industri ’
. 00 23
Potensial
Penanaman 153,3 Program
modal Asing 3 Peningkatan | g46 581,200 | 809.772.000 | 9999
(PMA) Promosi dan kerja
sama investasi
Penanaman Program
Modal Dalam | 5333 |  Penyimpanan | 556 515 000 | 253.868.288 | 98,97
Negri (PMDM) 3 potensi sumber
daya, sarana, dan
prasarana daerha
2246 27.381.941.4 | 24.783.950.8 | 0
Rata-rata 4 ’ 00 57
Sasaran Strategis :
Bangkit Rasio
Ten_aga Penduduk 99,38
Kerja Lokal | yang Bekerja Program
(Meningkatn Persentase Peningkatan
ya ) . 213.650.000 | 212.229.500 99,33
Kesempatan | TIngkat Kualitas dan
Berusahada | Pengangguran | 1000 | Produktivitas
n Terbuka 0 Tenaga Kerja
Kesempatan
Kerja)
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1 0,
G Indikator Capai Jumlah Jumlah 'é .
No Sasaran Kineria an Program Anggaran Realisasi Realisasi
Strategis ) % g8 Anggaran
Rata-rata 99,69 213.650.000 | 212.229.500 99,33
Sasaran Strategis :
Bangkit daya | Persentase Program Sistem
saing Produk | Pemanfaat Inovasi Daerah
Daerah dan Inovasi 123,8 295.000.000 | 282.456.357 95,74
Pariwisata Unggulan 2
(Meningkatn Daerah
¥Z|mg}/:€;i Peningkatan Program
dan Jumalah 6592, | Pengembangan | 580.157.000 | 571.214.100 98,62
Destinasi Kunjungan 70 Pemasaran
Pariwisata) Wisata Pariwisata
R 3358, 875.157.000 | 853.670.457 97,54
ata-rata
26
6 Mewujutkan Pembangunan Berkelanjutan
Sasaran Strategis :
(Bangkit Persentase
Infrastruktur | jalan Program
dan Kabupaten Pembangunan 147.317.803. | 82.771.687.1 56,18%
pemb(;anguna) dalam kondisi 75.90 Jalan dan 975 77,19
n perdesaan .
Meningkatny baik (>40 KM / Jembatan
a Jam)
infrastruktur | Persentase Program
yang baik Dermaga pembangunan 209.075.000, | 205.672.800, 98.35
merata, dalam Kondisi prasarana dan 00 00 ’
berwawasan | Baik fasilitas
lingkungan perhubungan
dan naiknya Program
status desa 100 1 pembangunan 8.629.280.00 | 8.516.256.31 97 97
1 ’ sarana dan 0,00 9,26 ’
prasarana
perhubungan
Program
rehabilitas dan 330.000.000, | 325.000.000,
. 100
pemeliharaan 00 00
perasarana dan
fasilitas LLAJ
Cakup Rumah 101.9 Program 2.864.635.08 | 2.682.349.12 93.64
Layak Huni 5 Pengembangan 0 6
Perumahan
Persentase Program
Penduudk Pengembangan 9.193.927 40 | 9.058.218.50
Berakses Air 7416 Kinerja ) 4'02 ) ) 4'01 ) 98,52
Minum Bersi ’ Pengelolahan Air ’ ’
Minum dan Air
Limbah
Cakup Layak 1198 Program 5.214.575.00 | 5.166.843.00 9908
Telokomunika 4 ’ Peningkatan 0,00 0,00 ’
si Infrastruktur
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No -I-Slgs:?'gr? Inc_likat.or e Program Al ELY Jum_lah_ Realﬁsasi
Strategis Kinerja 22 Anggaran Realisasi Anggaran
Teknologi
Informasi
Komunikasi
Persentase Program
irigasi Pengembangan
Kabupaten dan Pengelolaan 21.069.665.9 | 19.719.139.3 93,59
dalam kondisi 9033 Jaringan Irigrasi 50 22,51
9 grasi,
baik Rawa dan jaringan
Pengairan Lainnya
Jumlah desa Program
Sangat Peningkatan
Tertinggal dan | 139,6 Keberdayaan 54.400.000 53.400.000 100
Tertinggal 9 Masyarakat
menjadi desa Perdesaan
berkembang
194.883.362. | 128.498.566.
Rata-rata 10;’2 409 248,97 65,93
Sasaran Strategis :
Bangkit Indeks Program
Kualitas Kualitas Pengendalian 157.977.480
Lingkungan | | ingkungan 1201 Pencegmaran dan | 198237600 0 99,83
H|dup. Hidup (IKLH) 6 perusakan
( Meningkatn . .
ya lingkungan hidup
Pengelolaha | Persentase 115,0 Program
n Menurunnya 0 Pencegahan dini
Lingkungan | Indeks Resiko dan 174.000.000 | 173.952.000 | 99,97
Hidup  dan | Bencana penanggulangan
Pengolahan Korban Bencana
Resiko
Bencana
Program Tanggap
Darurat 306.000.000 | 267.220.000 87,32
Penanggulangan
Bencana
Program
Rehabilitas dan 186.000.000 | 173.788.999 93,43
Rekontruksi Pasca
Bencana
Program
Pencegahan dan 15.998.949.0 | 14.026.470.0 87.67
Penanggulangan 00 02
99 9
Kebakaran Hutan
16.823.186.6 | 16.221.205.8
Rata-rata ! 1; S 00 01 96.42
7 Meningkatnya Kinerja Pengelolahan Pemerintah Menuju
Good Governance
(Bangkit Indeks i Program 68.400.000 55.825.200 81.62
Reformasi Reformasi Pengawasan dan
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s 0,
V=S Indikator Capai Jumlah Jumlah '6 .
No Sasaran Kinerja an Program Anggaran Realisasi Realisasi
Strategis % Anggaran
Birokrasi) Birokrasi Pengendalian
Meningkatny Publik
a Reformasi | Matiritas SPIP Program
Birokrasi Peningkatan
100 | SStem Pengawsan| g7 540,000 | 175.339.300 | 94,64
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Indeks Program penataan
Kepuasan 104,1 organisasidan | 227.776.000 | 227.712.200 | 99,97
Masyarakat 2 siastem pelayanan
public
(IKM)
Nilai Sakip Program
peningkatan
104,5 | pengembangan | 608,977.000 | 608.900.400 99,98
0 system pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Opimi BKP Program
terhadap optimalisasi penata
laporan usahan belanja | 5.190.874.25 | 4.654.830.97 100
keuangan 100 daerah 5,48 7,00
(Hasil
Penilaian
BPK)
6.283.267.22 | 5.722.608.00
Rata-rata 1052’1 5 7 91,07

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Inisiatif Dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka pemberantasan korupsi di Kabupaten Banyuasin telah dibentuk :

a. Unit

Banyuasin, yang terdiri dari

Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan

Inspektorat Kabupaten Banyuasin,

Pemerintah Kabupaten

Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah dan Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Keputusan
Bupati Banyuasin Nomor 681/KPTS/Irkab/2016 tanggal 29 Agustus 2016,
sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 109 Tahun 2016 tanggal
5 Agustus 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kabupaten
Banyuasin dan telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Bagi

Kepala Desa dan Bendahara Desa di Lingkungan Kabupaten

Banyuasin selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 s.d. 21 April 2016 dengan
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N[

peserta sebanyak 120 orang dan Narasumber dari BPKP Provinsi Sumatera
Selatan dan Kantor Kejaksanaan Negeri Pangkalan Balai;

b. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Banyuasin dengan
Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 971/KPTS/Irkab/2016 tanggal 21
Desember 2016, yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Bagian
Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin,
Polres Banyuasin dan Kejaksanaan Negeri Kabupaten Banyuasin.

Pada tahun 2018 Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang uraikan pada tabel sebagai
berikut :

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 Bab 3 hal 118



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Laporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018

REMNCANA AKSI PROGRAN FEMBERANTASAN HORUPS! TERIN TEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PROVING SUMATERA SELATAN
TAHUN 2078 DAN 2078
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2. Inovasi Dalam Manajemen Kinerja

Y PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

Dalam tahun 2018 Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan Inovasi

dalam Manajeman Kinerja yaitu Sinovik (Sistem

Informasi Inovasi

Pelayanan Publik) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.60
Jenis Inovasi di Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
No Jenis Inovasi OPD Penanggung Jawab
“SPHAT MASTER’ (Layanan SPHAT Mudah, | D'nas Perumahan Rakyat,
; Kawasan Permukiman dan
1 | Aman, Mensejahterakan Rakyat dan
Pertanahan Kabupaten
Terpercaya) B .
anyuasin
“KIR BEJALAN-LAYANAN GERAK PKB”
(Pelayanan Jemput Bola Uji Keur Kendaraan .
2 | Bermotor dengan Mobil Unit Pengujian glannasugsei;hubungan Kabupaten
Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan y
Kabupaten Banyuasin)
“Penggunaan Sistem Tanda Tangan Digital . Lo .
3 | (SITANDI) pada Form Plano (C1) Pilkades Dinas Komunikasi dan Informasi
Secara E-Voting Kabupaten Banyuasin” P y
“IKAN PATIN” Inovasi Kemudahan Pelayanan | Badan Pengelola Keuangan dan
4 | Pajak (PBB-P2) Tepat dan Terintegrasi di Asset Daerah Kabupaten
Kabupaten Banyuasin Banyuasin
Dinas Kependudukan dan
5 | “Layanan Selesai Satu Hari” Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuasin

Inovasi tentang pembuatan Blanko Surat Pengakuan Hak Atas Tanah
(SPHAT) merupakan inisiatif dari Bupati Banyuasin. Inovasi dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 456 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) dan tentang
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Pedoman Penatausahaan Surat
Pengakuan Hak Atas Tanah. Inovasi layanan pertanahan dimaksudkan
untuk memberikan layanan yang lebih baik (pelayanan prima) kepada
masyarakat/badan hokum serta stakeholder, baik mengenai persyaratan,
prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya transparansi,
kepastian hokum dan akuntabilitas layanan pertanahan serta dapat
mengurangi perrmasalahan tentang sengketa tanah sekaligus dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga masalah modal usaha bagi
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usaha kecil menengah terutama pada masyarakat di desa karena SPHAT
dapat di agunkan di bank.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin menghadirkan inovasi KIR
BEJALAN LAYANAN GERAK PKB sebagai Pelayanan Jemput Bola Keur
Kendaraan Bermotor dengan Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
Adapun masalah seputar layanan pengujian keur atau Pengujian
Kendaraan Bermotor antara alin : 1) Lokasi pengujian kendaraan yang
berada di Ibukota Kabupaten yang relative jauh dari beberapa kecamatan
terluar ; 2) Masyarakat enggan untuk melakukan pengujian karena perlu
waktu lama untuk ke lokasi pengujian dan memerlukan biaya transportasi
yang relative mahal ; 3) Perusahaan akan tetap mengoperasikan
kendaraan angkutan barang tanpa pengujian sehingga membahayakan
keselamatan pengguna jalan lain.

Program inovasi ini memberikan beberapa manfaat antara lain : 1)
memberikan solusi termudah untuk pengujian kendaraan bagi pengguna
jasa ; 2) memberikan kemudahan dokumen kelayakan kendaraan ; 3)
membantu sisi ekonomi bagi perusahaan-perusahaan pengguna dan
pemilik kendaraan dalam berusaha; 4) meminimalisir angka kecelakaan
terkait kendaraan laik jalan; 5) meminimalisir emisi gas beracun yang
berdampak pada kualitas udara. Atas inovasi ini pada tahun 2017
Kabupaten Banyuasin memperoleh Penghargaan Indonesian Road Safety
Award 2017 untuk kategori Pilar “Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer
Vechile) terkait dengan 5 pilar keselamatan di jalan dan telah
dipublikasikan melalui forum nasional yang diselenggarakan oleh Majalah
SWA, Adira Finance, bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan,
BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehetan dan

Kepolisian Republik Indonesia.

Inovasi SITANDI adalah pendekatan yang dibuat untuk mengantisipasi
sengketa pilkades dengan cara penggunaan tanda tangan digital pada form
Plano (C1) sebagai rekap manual langsung melalui smartphone. Tahun

2015 Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah berhasil melaksanakan
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pilkades secara e-voting di 160 dengan sangat memuaskan. Dimana
masyarakat desa menerima hasilnya dengan baik dan laporan sengketa
hamper tidak ada. Tahun 2017 kembali lagi melaksanakan Pemilihan
Kepala Desa secara e-voting yang disempurnakan. Manfaat yang diperoleh
adalah terciptanya pelaksanaan pilkades yang jujur, adil, transparan dalam
setiap tahapan di dalam tempat pemungutan suara (TPS) dan diterima
masyarakat desa, berkurangnya laporan sengketa pilkades dan anggaran

biaya bisa diminimalkan.

Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuasin dalam hal peningkatan pelayanan public adalah dengan cara
melakukan inovasi system perpajakan dengan memanfaatkan teknologi
informasi sehingga sistem pelayanan pajak daerah menjadi efektif, efisien
dan akuntabel. Inisiatif “IKAN PATIN” inovasi kemudahan pelayanan pajak
(PBB-P2) tepat dan terintegrasi berbasis teknologi informasi adalah ide dan
gagasan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan
akan peningkatan pelayan di masa-masa yang akan datang. Adapun
strategi yang dapat diterapkan agar mewujudkan kemudahan pembayaran
PBB-P2 bagi wajib pajak adalah : menjadikan Sistem Administrasi PBB
Online dan penerapan Sistem Payment On-Line System (POS).

Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil melakukan inovasi sederhana diantaranya :

1. Pemakaian banyak media dalam pelayanan informasi dan sosialisasi
kepada masyarakat; pesan sampai ke masyarakat atas layanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui berbagai media
dan sarana saluran. Diantaranya melalui tatap muka langsung melalui
sosialisasi kebijakan kependudukan, melalui leaflet, pamflet, buku saku,
spanduk, pameran pembangunan, dll.

2. Jemput bola. Kabupaten Banyuasin yang memiliki topografi 80%
wilayah datar sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan luas
wilayah 11.832,99 km? terdiri dari 19 Kecamatan dan 288 Desa serta16
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Kelurahan. Dengan kondisi ini layanan jemput bola menjadi sebuah
tuntutan.

3. Ruang pelayanan publik untuk masyarakat yang mendaftar langsungke
petugas di dinas maka pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan yang
maksimal cukup satu hari selesai dengan fasilitas kursi tunggu,
antrian elektronik, galon air minum, musholla, tempat berwudhu, ruang
ibu menyusui, kamar kecil / WC, banner pengumuman-pengumuman,
tempat parkir, serta toko milik warga seperti toko ATK dan fotocopy
serta warung makan.

4. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apabila membawa
persyaratan lengkap maka dalam waktu hitungan menit akan langsung
selesai dan masyarakat kembali ke rumah dengan membawa hasil
berupa dokumen kependudukan, khusus untuk Akta Kelahiran
penyelesaiannya hanya butuh waktu antara 7 menit s.d. 1 jam dan
untuk menjamin bahwa layanan ini cepat maka dibuat pengumuman di

loket “Mohon Ditunggu Akta Kelahiran paling Lambat 1 Jam Selesai”.

3.Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2019
Dalam kurun waktu tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah
mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang
meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun

penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin atas
prestasi Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) Tahun 2019
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MIENTERD PENDAYACLNAAN APARATUR NEGARA

faan krpada
an Sipil Kabupaten Banyuasin
ayanan berpreditat

14 pebayanan e edib g
Korupsi (WBK)

b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuasin sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kategori “Baik dengan Catatan” Tahun 2019

Piagam Penghargaan

pada

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Atas Pengembangan
Inovasi dan Besarnya Dukungan Keapada Daerah dalam Upaya
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Katagori
DUKCAPIL HEBAT Tahun 2019
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Kategori
DUKCAPIL HEBAT

Diberikan kepada:
H. ASKOLANI JASI, S.H., M.H.
BUPATI BANYUASIN

Atss Pogembangan Inovasi dan Besarnya Dukungan Kepala Daersh dalam Upsva
Kualitas Pel

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuasin sebagai Pelapor Perubahan Pembangunan Zona Integrasi
(Zl) menuju Wilaya Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

o T e
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d. Insfrastuktur dan Pembangunan Kepala Daerah Inovatif kepada Bupati

Banyuasin

SEIND NEWScom

e. 7 Outstanding Smart Cities in South Sumatra Kabupaten Banyuasin
Tanggal 2 juli 2019
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f. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Banyuasin Atas Prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2019

g. Atas Kerja Sama Penggunaan Assesment Center Polda Sumsel Dalam
Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pertama Dilingkungan Pemerintah

Daerah Banyuasin Atas Penghargaan Kepala Kepolisian Daearah
Sumatra Selatan
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4. Tindak lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menindaklanjuti hasil evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2018 sebagai
berikut :

1.

Telah melakukan penyempuraan keselarasan penjabatan (alignment)
sasaran dan indiator sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA)
perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)

Telah Melakukan penyempuraan Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai
dari level perangkat daerah sampai dengan indicator kinerja di level
eslon LIV dan individu sehingga dapat tercipta keselarasan
penjabaran (aligment) kinerja dari level kabupaten sampai kelevel
individu

Telah Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap
rencana aksi yang telah disusun dan evaluasi yang dilakukan tidak
hanya pada capain dari target program/kegiatan dan realisasi kegiatan
saja, namun pada capaian indikator kinerja sehingga dapat dijadikan
dasar dalam mengambil keputusan/kebijakan selanjutnya.

Telah melakukan Diklat pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin

terhadap Sumber Daya Manusia (SDM).

Bab 3 hal 144
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BAB
il PENUTUP

Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuasin Tahun 2019 yang
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuasin
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Banyuasin. Meskipun disadari bahwa laporan ini  belum sempurna
menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun
setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran
tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuasin tahun 2019baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2019, dapat disimpulkan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2019,

yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang telah disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin telah dapat

diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2. Dari 12 (dua belas) sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasintahun 2018-2023,
pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2019telah

dapat direalisasikan dengan baik.

3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 41 (empat puluh satu) indikator
sasaran, disimpulkan bahwa ke 41 (empat puluh satu)indikator sasaran

tersebutdikategorikan berhasil.

4. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program berdasarkan Dokumen RKPD
Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 yaitu 276 (dua ratus tujuh puluh enam) program.

Sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) program sudah

Bab 4 hal 1
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dilaksanakan,sedangkan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) program belum

dilaksanakan pada tahun 2019.

5. Sistem pengumpulan data kinerja tahun 2019 telah terbangun dengan baik, sehingga
di masa yang akan datang pengembangan sistem pengukuran kinerja akan terus

dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Banyuasin.

6. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2019 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan
realisasi belanja sebesar 82% dari target, dengan rincian anggaran sebesar Rp.
2.594.791.247.346.28,- dan realisasi belanja sebesar Rp2.395.740.662.093,25,-.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Pemerintah Kabupaten Banyuasin ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan
mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil
keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak
demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di masa yang akan
datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian
kinerja Tahun 2019, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan
perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Bab 4 hal 2
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BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan

di bawah ini :

Nama : H. ASKOLANI, SH.,MH
Jabatan : BUPATI BANYUASIN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yvang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pangkalan Balai, 3 September 2019
BUPATI NYLUASIN,

/
H. ASKOLANI, SH.,MH



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2019
1 2 3
Bangkit Pendidikan Angka Rata-rata Lama sekolah (Tahun) 7,93
(Meningkatnya Kualitas | Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,65
Pendidikan) Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan dasar
SD (%) 0,26
SLTP (%) 1,00
Rata-rata nilai Ujian (USBN/UN)
SD (%) 73,00
SLTP (%) 53,50
Bangkit Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 68,50
(Meningkatnya Derajat Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup 4
kesehatan dan (Rasio/ 1000 kelahiran Hidup)
Kecukupan Gizi Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran 103
masyarakat) hidup (Rasio/ 100.000 kelahiran Hidup)
Persentase Penurunan Penyandang Disabilitas 31
Miskin dan Rentan (%)
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%) 89
Bangkit Ketentraman, Angka kriminalitas (%) 7,58
Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda (%) 35
Masyarakat
(Menurunnya
kriminalitas)
(Bangkit Demokrasi) Angka Partisipasi Pemilu (%) 73

Meningkatnya
kesadaran masyarakat

dalam berdemokrasi




SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2019
1 2 3
(Bangkit Prestasi dan Persentase Atlet berprestasi (%) 83
Keimanan Masyarakat) Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya (%) 39
Meningkatnya _ .
Masyarakat yang Generasi muda Hafiz Al-Quran (Orang) 265
berprestasi dan religius Masyarakat Khatam Quran (Orang) 2.000
Persentase Peningkatan Zakat dan Infak Melalui 35
BAZNAZ (%)
Bangkit Pertanian Nilai Tukar Petani (Indeks) 99
(Meningkatnya —
Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Nelayan (Indeks) 101
dan Nelayan Nilai Tukar Pembudidaya lkan (Indeks) 99,15
Bangkit Perdagangan, Kontribusi sektor terhadap PDRB :
Industri, Koperasi dan
UMKM terhadap PDRB Perdagangan (%) 12,3
dan Investasi Industri Pengolahan (%) 24
(Meningkatnya
kontribusi sektor Penanaman Modal Asing (PMA) (Perusahaan) 15
erdagangan, industri :
P gangan, Industri Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 6
Pengolahan dan
i (Perusahaan)
Investasi)
Bangkit Tenaga Kerja Rasio penduduk yang bekerja (%) 97,15
Lokal (Meningkatnya
kesempatan berusaha Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,85
dan kesempatan kerja)
Bangkit Daya Saing Persentase Pemanfaatan Inovasi Unggulan 38
Produk Daerah dan Daerah. (%)
Pariwisata - - -
Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) 1520

(Meningkatnya Inovasi
Teknologi dan Destinasi
Pariwisata)




SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2019
1 2 3

10 | (Bangkit Infrastruktur Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik 74,33
dan Pembangunan (> 40 KM/Jam) (%)

Perdesaan) Persentase Dermaga dalm Kondisi Baik (%) 97,6
Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni (Rumah) 183.226
infrastruktur yang baik, | persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) 55
merata, berwawasan Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) 75,5
lingkungan dan naiknya  ["pg sentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 80
status desa (%)

Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal 131

menjadi desa berkembang (Desa)

11 | (Bangkit Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%) 57
Lingkungan Hidup) Persentase Menurunnya Indeks Resiko Bencana 6
Meningkatnya (%)

Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan
Resiko Bencana

12 | Bangkit Reformasi Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai) B
Birokrasi) Meningkatnya | Maturitas SPIP (Level) 3
Reformasi Birokrasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai) B (80,01)

Nilai SAKIP (Nilai) B
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP

(Hasil Penilaian BPK)

Jumlah APBD Perubahan Tahun 2019, Rp. 2.599.791.247.346,07

Pangkalan Balai,%tember 2019
BUPATI BANYUASIN,




Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan
program dan kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Banyuasin, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan
berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan Kinerja Utama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2018-2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4421);

4, Undangé._’
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12.

13,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887},

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5943);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/S/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instasi Pemerintah
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan {



Menetapkan

14.

16.

3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jabbgka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2009 Nomor 26},

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063} sebagaimana telah
diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembahasan atas Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

<l

i

Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyuasin.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

8. Pejabat&l
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Banyuasin.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Banyuasin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk kurun waktu
S (lima) tahun.

Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah
Kabupaten Banyuasin sebagai penjabaran dari visi, misi, dan
strategi pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar
rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah ditetapkan.

Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan
pengamatan terhadap perkembangan kinerja, pelaksanaan
kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil
pengukuran kinerja, identifikasi dan analisis serta antisipasi
masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (lima) tahunan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh OPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Banyuasin atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
sebagian atau seluruhnya dari APBD dan atau APBN.

18. Kegiatan &



18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa OPD scbagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program vyang terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang
berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai
masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau
output dalam bentuk barang atau jasa.

19. Keluaran (Outputf) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

20. Hasil {Outcome} adalah segala sesuatu vang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang
telah ditetapkan.

21. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat KU
(Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018-2023, adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah selama 5 (lima) tahun menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik;

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
Setiap OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Banyuasin wajib

menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis di
lingkungan masing-masing.

Pasalé{



Pasal 4
Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan
melakukan evaluasi pencapaian Kkinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan
ukuran kinerja vang digunakan oleh masing-masing OPD dan
unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II1
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Bupati menectapkan Indikator Kinerja Utama RPJMD untuk
Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
serta unit kerja mandiri dibawahnya.

Pasal 6

(1) Indikator Kinerja Utama OPD di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Banyuasin harus selaras antar tingkatan unit
organisasi.

(2) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Indikator
Kinerja Keluaran (Output)] dan Indikator Kinerja Hasil
(Outcome), dengan tatanan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah
Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnya adalah
indikator hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan,
tugas dan fungsi;

o

Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat
Eselon 1I/Satuan Kerja/OPD/Unit Kerja Mandiri di
lingkungan Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnya
adalah indikator keluaran (Output).

Pasal {



Pasal 7

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD dan
Renstra OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin
melibatkan  pemangku  kepentingan (Stakeholders)  dari
Pemerintah Daerah dan OPD yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus
memenuhi Karakteristik Indikator Kinerja yang SMART C, guna
pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan vyaitu :

Specific (tidak bermakna ganda);

Measurable (dapat diukur dengan jelas);
Achievable (dapat dicapai);

Relevant (sesuai};

Time Bond (memiliki batas waktu pencapaian);
Continously Improve (selalu disempurnakan).

mo oo gD

Pasal 9

{1) Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib
menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan,
keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi
kinerja yang handal.

(2) Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak
negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan,
Pimpinan unit organisasi diatasnya agar ditentukan
pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran pengembangan
dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 10

Indikator Kinerja Utamna RPJMD digunakan untuk :

Perencanaan Jangka Menengah;

Perencanaan Tahunan;

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;

Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program
dan kegiatan

Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis Organisasi Perangkat

Daerah.
Pasal K

0 0 U‘m

s



Pasal 11

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1} Pemerintah Kabupaten Banyuasin melaksanakan analisis dan
evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator
Kinerja Utama, dan melengkapi informasi yang dihasilkan
dalam pengukuran kinerja untuk digunakan dalam perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Analisis dan Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan
meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan
maupun informasi lainnya.

BAB YV
PEMBINAAN DAN KOORDINASI
Pasal 13

Bupati Banyuasin, melakukan :

a. Pembinaan dan pengembangan dalam penetapan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin,;

b. Koordinasi untuk mengintegrasikan sistem pengukuran
kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang
lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Banyuasin melakukan koordinasi dan
pemantauan dalam pengembangan dan penetapan indikator
kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

BAB {



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
__pada tanggal 2 MMy 2019

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 20 Mutk 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
_~—FABUPATEN BANYUASIN,

A e
r/"‘—-—-. 6(/&3\}1...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 4¢



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUASIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

MISI Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
TUJUAN Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
Bangkit 1 Angka Rata-rata Lama Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, Tahun Dinas Laporan
Pendidikan sekolah kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan Tahunan
(Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan) 2 Harapan Lama Sekolah L Et Tahun Dinas Laporan
HLS; = FK x Z P—lt Pendidikan Tahunan
i=a t
Dimana :
HLSf = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
Ef = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t
P! =Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t
i =Usia(a,a+ 1, ...... , n)
FK =Faktor Koreksi Pesantren
3 Angka Putus Sekolah Dinas
(DO) Pendidikan dasar Pendidikan
SD / MI (%) Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se Kabupaten dan Kota © 100% %,
Jumlah Seluruh SD /MlIse Kabupaten dan Kota
SMP/ MTS (%) Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTSse Kabupatendan Kota £ 100% %
Jumlah Seluruh SMP MTS se Kabupaten dan Kota
4 Rata-rata Nilai Ujian Dinas
(USBN/UN) Pendidikan
SD / MI Jumlah Nilai Rata — rata Mata Pelajaran USBN SD /MI %,
Jumlah Mata Pelajaran USBN SD /MI
SMP/ MTS Jumlah Nilai Rata — rata Mata Pelajaran UN SMP/MTS %,

Jumlah Mata Pelajaran UN SMP/MTS




PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
Bangkit 5 Angka Usia Harapan Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada Tahun Dinas Laporan
Kesehatan Hidup perubahan pola mortalitas menurut umur Kesehatan Tahunan
(Men'lngkatny a 6 Angka Kematian Bayi AKB = —20-=1th .. 1000 (Rasio/ Dinas Laporan
Derajat (AKB) per 1000 Liahir Hidup 1.000 Kesehatan Tahunan
kesehatan dan kelahiran hidup . kelahiran
Kecukupan Gizi Dimana : o Hidup)
masyarakat) AKB =D0-<1th¥Lahir Hidupx 1000
Dimana:
DO-<1th = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun
tertentu.
ZLahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
7 Angka Kematian ibu per | Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena hamil, bersalin (Rasio/ Dinas Laporan
100.000 kelahiran dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun 100.000 Kesehatan Tahunan
- - —— x100.000
hidup Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tersebut dan pada Kelahiran
kurun waktu yang sama Hidup)
8 Persentase Penurunan Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan diselesaikan 0 % Dinas Laporan
Penyandang Disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan x 100% Kesehatan Tahunan
Miskin dan Rentan
9 Pencapaian skor Pola PPH = — tAngkaKecukupan Energi (AKE) 1o % Dinas Laporan
Pangan Harapan (PPH) Bobot Masing—masing Kelompok Pangan Ketahanan Tahunan
Pangan
TUJUAN Meningkatkan keamanan, kenyamanan,dan demokratisasi di Banyuasin
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
Bangkit 10 Angka Kriminlitas AK= Jumlah Tindak Kriminal tahun n — Jumlah Tindak kriminal tahun n—1 % Sat POL PP, Laporan
Ketentraman, Jumlah Tindak Kriminalitas tahunn Pamadam Tahunan
Ketertiban Kebakaran dan
Umum, dan Penyelamatan
Perlindungan 11 Persentase Penurunan (Jumlah Pelanggaran PERDA Tahunn — 1) — Jumlah Pelanggaran Perda tahunn * 100% % Sat POL PP, Laporan
Masyarakat) Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran PERDA tahunn — 1 0 Pamadam Tahunan
Menurunnya Kebakaran dan
S Penyelamatan
kriminalitas
TUJUAN Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
(Bangkit 12 Angka Partisipasi Jumlah Pemilih 100% % Badan Laporan
Demokrasi) Pemilu Jumlah Pemilih yang terdaftar x ° Penanggualngan | Tahunan
Meningkatnya Bencana,
kesadaran Kesbangpol
masyarakat
dalam
berdemokrasi
MISI Meningkatkan Keimanan Dan Ketagwaan
Masyarakat Dengan Nilai-Nilai Kerukunan, Kebersamaan Serta Kreativitas Sehingga Mampu Berpretasi Gemilang
TUJUAN Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius




PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
(Bangkit 13 Persentase Atlet Jumlah Atlet yang berprestasi 100 % % Dinas Laporan
Prestasi dan berprestasi Total Jumlah Atlet yang dikirim ° Kepemudaan, Tahunan
Keimanan Olahraga dan
Masyarakat) i i Pariwisata
Meningkatnya 14  Persentase Prestasi Jumlah Sanggar Seni yang berprestasi £ 100% % Dinas Laporan
Masyarakat Bidang Seni dan Total Jumlah Sanggar Seni yang dikirim Kepemudaan, Tahunan
yang Budaya Olahrgga dan
berprestasi dan Pariwisata
S 15 Generasi muda Hafiz Jumlah Masyarakat yang Hafiz Quran pada tahun perencanaan Orang Sekretariat Laporan
religius
Al-Quran (Orang) Daerah Tahunan
16 Masyarakat Khatam Jumlah Masyarakat yang khatam Quran (Wisudawan BKPRMI) Orang Sekretariat Laporan
Quran (Orang) Daerah Tahunan
17 Persentase Peningkatan | Persentase Peningkatan Zakat melalui BAZDA % Sekretariat Laporan
Zakat Melalui BAZDA Daerah Tahunan
MISI Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi MenujuBanyuasin Yang Sejahtera
TUJUAN Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
Bangkit 18  Nilai Tukar Petani NTP = [deks yang diterima petani (It) . 4 oy % Dinas Pertanian | Laporan
Pertanian Indeks yang dibayar (Ib) Tahunan
(Meningkatnya 19  Nilai Tukar Nelayan NTN = [rdeks yang diterima nelayan 4 0, % Dinas Laporan
Kesejahteraan Indeks yang dibayar nelayan Perikanan Tahunan
Petani dan 20 Nilai Tukar NTPI = Indeks yang diterima pembudidaya ikan x 100% % Dinas Laporan
Nelayan Pembudidaya Ikan Indeks yang dibayar pembudidaya ikan Perikanan Tahunan
Bangkit 21 Kontribusi sektor Dinas Perdakop | Laporan
Perdagangan, terhadap PDRB dan UKM Tahunan
Industri , Perdagangan, Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan © 100% %, Laporan
Koperasi dan Jumlah PDRB ° Tahunan
UMKM Industri Pengolahan Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri  100% %, Laporan
terhadap PDRB Jumlah PDRB 0 Tahunan
(Meningkatnya 22 Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional PMA Perusahaan | Dinas PM dan Laporan
kontribusi Asing (PMA) PTSP Tahunan
sektor 23 Jumlah Nilai PMA Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Perusahaan | Dinas PM dan Laporan
perdagangan, PTSP Tahunan
industri 24 Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional PMDN Dinas PM dan Laporan
Pengolahan dan Dalam Negeri (PMDN) PTSP Tahunan
Investasi)
25 Jumlah Nilai PMDN Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas PM dan Laporan
PTSP Tahunan




Tertinggal menjadi desa
berkembang

Maysrakat dan
Desa

SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN PENﬁ“C]}f; NG SL]JDIX?ER

8  Bangkit Tenaga | 26  Rasio penduduk yang Penduduk yang bekerja £ 100% % Dinas Tenaga Laporan
Kerja Lokal bekerja Angkatan Kerja 0 Kerja dan Tahunan
(Meningkatnya Transmigrasi
kesempatan 27 Tingkat Pengangguran Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja © 100% % Dinas Tenaga Laporan
berusaha dan Terbuka Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 0 Kerja dan Tahunan
kesempatan Transmigrasi
kerja)

9 Bangkit Daya 28 Persentase Pemanfaatan Jumlah Inovasi Daerah yang Menang Lomba £ 100% % Bappeda Laporan
Saing Produk Inovasi Unggulan Jumlah Inovasi Daerah yang dilaksanakan 0 Litbang Tahunan
Daerah dan Daerah.

Pariwisata

(Menin.gkatny a 29 Peningkatan Jumlah Orang Dinas Laporan

Inovasi Kunjungan Wisata Jumlah Pengunjung Destinasi Wisata Andalan Tahun n Kepemudaan, Tahunan
. jung p

Teknologi dan Olahraga dan

Destinasi Pariwisata

Pariwisata)

10 (Bangkit 30  Persentase Jalan Panjang Jalan Nasional dalam Kondisi mantap « 100% % Dinas PU TR Laporan
Infrastruktur) kabupaten dalam Panjang seluruh jalan Nasional di daerah tersebut ’ Tahunan
Meningkatnya kondisi mantap
infrastruktur
yang baik, 31  Persentase Dermaga Jumlah Dermaga dalam Kondisi Mantap © 100% % Dinas Laporan
merata dan Dalam Kondisi Mantap Jumlah total dermaga sampai tahun n 0 Perhubungan Tahunan
berwawasan
lingkungan dan | 32 Cakupan Rumah Layak Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni di suatu % Disperkimtan Laporan
naiknya status Huni wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 100% Tahunan
desa) Jumlah rumah di suatu wilayah kerja . 0

pada kurun waktu tertentu

33  Persentase Penduduk Penduduk berakses air minum 100% % Disperkimtan Laporan
Berakses Air Minum Jumlah Penduduk x 0 Tahunan

34  Cakupan Layanan Luas Wilayah yang tercoverege % Dinas Laporan
Telekomunikasi Luas Wilayah Keseluruhan Komunikasi dan | Tahunan

y
Informatika

35 Persentase irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik x 100% % Dinas PU TR Laporan
kabupaten dalam Luas Irigasi Kabupaten 0 Tahunan
kondisi baik

36 Jumlah Desa Sangat Jumlah Desa Sangat Tertinggal daanertinggal menjadi defa berkembangx 100% % Dinas Laporan
Tertlnggal dal‘l Jumlah Total Desa di Kabupaten Banyuasin Pemberdayaan Tahul’lal’l




PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
11  (Bangkit 37  Indeks Kualitas IPA+1IPU +ITH % Dinas Laporan
Kualitas Lingkungan Hidup 3 Lingkungan Tahunan
Lingkungan (IKLH) Hidup
Hidup) igﬁ = IIntéllellis iencemaran %1; Sungai
- = Indeks Pencemaran Udara
Meningkatnya ITH = Indeks Tutupan Lahan
Pengelolaan
Llpgkungan 38 Menurunnya Indeks Potensi Kemungkinan Korban dan dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana % Badan Laporan
Hidup dan Resiko Bencana Penanggungan Tahunan
Pengelolaan Bencana,
Resiko Bencana Kesbangpol
12 Bangkit 39 Indeks Reformasi a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit Nilai Sekretariat Laporan
Reformasi Birokrasi dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh Daeah Tahunan
Birokrasi) upaya perbaikan tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak internal
Meningkatnya instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas,
Reformasi efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Komponen hasil adalah
Birokrasi pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integristas (bersih dan
bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; dan
b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40%
untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit
adalah sebagai berikut: Unsur yang diukur sebagai berikut:dalam
Komponen Hasil adalah Metode pengukuran/penilaian adalah dengan self
assessment (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara,
observasi langsung, pengumpulan bukti- bukti pendukung, survey internal
dan eksternal.
40 Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP atau Tingkat Kematangan Level Sekretariat Laporan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai Tujuan Daeah Tahunan
Pengendalian Intern sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
41  Indeks Kepuasan KM = [otatdari Nilai Persepsiper UNSur o nrijo; Penimbang Nilai Sekretariat Laporan
Total Unsur yang terisi Daeah Tahunan

Masyarakat (IKM)

Dimana :

Jumlah Bobot 1
— = —=10,071
Jumlah Unsur 14

Bobot Nilai rata — rata tertimbang =
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100
maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan
rumus sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan x 25

Nilai Nilai Nilai Interval Mutu Kinerja Unit

Persepsi Interval IKM | Kontroversi IKM | Pelayanan Pelayanan

1 1,00 - 1,75 25 -43,75 D Tidak Baik

2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang
Baik

3 2,51 -3,25 62,51 - 81,25 B Baik

4 3,26 — 4,00 81,26 — 100,00 A Sangat Baik
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SASARAN

42 Nilai SAKIP

INDIKATOR

43

Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan

RUMUSB CARA MENGUKUR SATUAN PE;\I‘?AS\;EQNU %Léﬁ;[;fl?
Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Laporan
Daerah, Tahunan
I Inspektorat dan
Bappeda
Lithang
Penilaian opini vang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah Hasil Badan Laporan
Penilaian Pengelolaan Tahunan
BPK Keuangan
Daerah




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 45 TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUASIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

1. SEKRETARIAT DAERAH

A. Tugas Pokok

1.

Sekretaris Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

B. Fungsi Utama

ah L=

Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Organisasi Perangkat Daerah;

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
Pelayanan Administratif Dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Daerah;
Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.



INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 & 4 S 6 7

(Bangkit Prestasi . Generasi Muda Jumlah Masyarakat yang Hafiz Qur’an pada Orang Sekretariat Laporan

dan Keimanan Hafiz Al-Qur’an Tahun Perencanaan Daerah Tahunan
Masyarakat)

Meningkatnya . Masyarakat Jumlah Masyarakat yang Khatam Qur’an Orang Sekretariat Laporan

masyarakat yang Khatam Qur’an Daerah Tahunan

‘?eelripirssta31 dan . Persentase Persentase Peningkatan Zakat melalui BAZNAS % Sekretariat Laporan

& Peningkatan Zakat Daerah Tahunan

melalui BAZNAS
(Bangkit Reformasi . Indeks Reformasi a. Pengukuran dibagi kedalam dua komponen, Nilai Sekretariat Laporan
Birokrasi) Birokrasi yaitu komponen pengungkit dan hasil. Daerah Tahunan

Meningkatnya
Reformasi
Birokrasi

Komponen pengungkit adalah pengukuran
terhadap seluruh upaya perbaikan tata
kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak
internal instansi pemerintah agar mampu
memberikan pelayanan yang berkualitas,
efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN.
Komponen hasil adalah  pengukuran
terhadap kapasitas dan akuntabilitas,
integritas (bersih dan bebas KKN) dan
kepuasan pengguna layanan; dan

Bobot pengukuran diberikan 60% untuk
komponen pengungkit dan 40% untuk
Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam
komponen pengungkit adalah sebagai
berikut : unsur yang diukur sebagai berikut
dalam komponen hasil adalah metode
pengukuran / penilaian adalah dengan self
assessment (penilaian mandiri) yang
dievaluasi melalui wawancara, observasi
langsung, pengumpulan bukti-bukti
pendukung, survey internal dan eksternal.




INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN RUMUS SATUAN KET
(OUTCOME) JAWAB DATA
1 2 3 4 S 6 7
5. Tingkat Maturitas Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP atau Level Sekretariat Laporan
SPIP tingkat kematangan penyelenggaraan sistem Daerah Tahunan
pengendalian intern pemerintah dalam
mencapai tujuan pengendalian intern sesuai PP
Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintah
6. Indkes Kepuasan KM = TotetdariNitat Persepsiper UNT . \ijqi Penimbang Nilai Sekretariat Laporan
Total Unsur yang terisi
Masyarakat (IKM) Dimana : Daerah Tahunan
Bobot Nilai rat ta tertimb _ Jumlah Bobot 1
obo tlat rata — rata tertimbang = ]umlah Unsur = 12
=0,071
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM
yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas
dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus
sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan x 25
Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja
Persepsi IKM Kontroversi Pelayanan Unit
IKM Pelayanan
1 1,00 - 1,75 25-43,75 D Tidak
Baik
2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 (¢} Kurang
Baik
3 2,51 -3,25 62,51 - 81,25 B Baik
4 3,26 — 4,00 81,26 - 100,00 A Sangat
Baik
7. Nilai SAKIP Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Nilai Sekretariat Laporan
Daerah Tahunan
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2. SEKRETARIAT DPRD

A. Tugas Pokok :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi kesekretariat dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banyuasin, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan.

B. Fungsi Utama :

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat/pertemuan DPRD;

Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

el e
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya . Ketersediaan dokumen Ada/Tidak Ada Ada Sekretariat Laporan
ketersediaan rencana kerja tahunan DPRD Tahunan
produk kebijakan (RKT) alat kelengkapan
pemerintah DPRD
. Ketersediaan program Kali Kali Sekretariat Laporan
pengawasan DPRD DPRD Tahunan
. Persentase Pencapaian Jumlah anggota DPRD yang % Sekretariat Laporan
Pelayanan DPRD mengusulkan aspirasi 100% DPRD Tahunan
terhadap aspirasi Jumlah anggota DPRD x °
masyarakat
Meningkatnya . Persentase pelaksanaan Jumlah perda inisiatif dan % Sekretariat Laporan Perda
kesesuaian rancangan propemperda perda pemda x 100% DPRD Tahunan Pemda yang
pembentukan yang disahkan menjadi Jumlah perda inisiatif dan 0 dihasilkan
peraturan peraturan daerah perda pemda yang diusulkan oleh
perundang- Eksekutif

undangan
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3. INSPEKTORAT

A. Tugas Pokok :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

B. Fungsi Utama :

Menyusun program kerja dibidang pengawasan,;
Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan,;
Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,;

Melakukan pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan dibidang
pengawasan daerah.

HON=
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan | Jumlah OPD Zona Jumlah OPD yang diusulkan WBK OPD Sekretaris Laporan Sesuai permenpan nomor 52
efektifitas integritas yang dan WBBM penilaian | tahun 2014 tentang pedoman
kegiatan diusulkan WBK dan zona pembangunan zona integritas
pengendalian WBBM integrita menuju wilayah bebas dari
s korupsi dan wilayah birokrasi
bersih dan melayani
dilingkungan instansi
pemerintah
Persentase hasil JmlOPD yang dievaluasi SAKIP dengan nilai : "sangat baik” % Inspektur Laporan Sesuai SK Bupati Banyuasin
evaluasi SAKIP OPD (mi seluruh OPD yang dievaluast SAKIP) x 100% pembantu komplika No. 138 /KPTS/Irda/2019
dengan nilai “Sangat wilayah si hasil tentang pedoman evaluasi atas
Baik” evaluasi implementasi sistem
akuntabilitas kinerja organisasi
perangkat daerah
Level maturitas SPIP (Realisasi)/(Rencana) x 100% % Sekretaris Laporan Sesuai pasal 11 dan pasal 59
Self Assesment Assesme | PP No. 60 Tahun 2008 tentang
nt sistem pengendalian intern
pemerintah, tujuan penilaian
untuk menentukan tingkat
maturitas penyelenggara SPIP
pada pemerintah kabupaten
banyuasin memperoleh score 3
melalui questioner maturitas
SPIP
Indeks penilaian (Realisasi)/(Rencana) x 100% % Sekretaris Laporan Sesuai pasal 11 dan pasal 59
mandiri reformasi Assesme | PP No. 60 Tahun 2008 tentang
birokrasi (PMPRB) nt sistem pengendalian intern

pemerintah, tujuan penilaian
untuk menentukan tingkat
maturitas penyelenggara SPIP
pada pemerintah kabupaten
banyuasin memperoleh score 3
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
melalui questioner maturitas
SPIP
Meningkatnya [ Persentase perangkat (>OPD bebas temuan) / (JOPD) x % Inspektur LHK BPK Hasil pemeriksaan BPK RI
efektifitas daerah yang bebas 100% Pembantu perwakilan sumatera selatan
pemantauan temuan asset dan Wilayah maupun APIP lainnya
hasil keuangan
pengawasan
Persentase tindak (> dokumen tindaklanjut perbaikan) / % Inspektur Laporan Temuan pemeriksaan
lanjut rekomendasi (>rekomendasi) x 100% Pembantu Tahunan harus/wajib ditindaklanjut
hasil pemeriksaan Wilayah

internal dan eksternal
yang telah ditindak
lanjuti
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4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Tugas Pokok :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
2. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
3

Pelaksana dan Pembina Terhadap Tugas-Tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan,;

4. Pelaksanaan Tugas Lain dari Kepala Daerah Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

B. Fungsi Utama :

1. Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan;
2. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
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INDIKATOR SUMBER
SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB DATA KET
(OUTCOME)
1 2 3 4 S 6 7
Peningkatan Perencanaan Penjabaran Jumlah Program RPJMD yang % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Pembangunan Daerah Yang | Konsistensi diakomodir dalam RKPD / Jumlah Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Inovatif Dengan Penelitian Program RPJMD Program dalam RPJMD x 100%
dan Pengembangan kedalam RKPD
Jumlah Program Renstra yang % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
diakomodir dalam RENJA / Jumlah Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Program dalam RENSTRA x 100%
Jumlah Program RKPD yang % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
diakomodir dalam RENJA / Jumlah Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Program dalam RKPD x 100%
Jumlah Program RKPD yang % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
diakomodir dalam APBD / Jumlah Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Program dalam RKPD x 100%
Realisasi Capaian Persentase Rata-Rata Realisasi % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Fisik Program Capaian Program / Persentase Rata- Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Rata Target Capaian Program x
100%
Persentase Rata-Rata Realisasi % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Capaian Program Bidang PMM / Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Persentase Rata-Rata Target
Capaian Program Bidang PMM x
100%
Persentase Rata-Rata Realisasi % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Capaian Program Bidang SDA / Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan

Persentase Rata-Rata Target
Capaian Program Bidang SDA x
100%
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INDIKATOR

SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB S%IX,]?ER KET
(OUTCOME)
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Rata-Rata Realisasi % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Capaian Program Bidang IPW / Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Persentase Rata-Rata Target
Capaian Program Bidang IPW x
100%
Persentase Jumlah Data dan Informasi yang % Bid.Analisis Laporan
Pemenuhan Data tersedia dibagi Jumlah data dan Tahunan
Base SIPD informasi yang dibutuhkan dalam
penyusunan dokumen perencanaan
dikali 100%
Termanfaatnya Hasil Persentase Jumlah Hasil Kelitbangan Yang % Bid. Litbang Laporan
Kelitbangan Pemanfaatan Hasil | Dimanfaatkan / Jumlah Hasil Tahunan

Kelitbangan

Kelitbangan x 100%
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BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A.

Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Utama :

1.

Penyiapan penyusunan peraturan perudang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma,
standar prosedur yang ditetapkan pemerintah;

Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;

Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan undang-undang;

Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan dalam pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan structural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur perundang-undangan yang
ditetapkan pemerintah;

Penyiapan dan penetapan pensiun PNS sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Penyelenggaraan administrasi PNSD.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 7 3 4 5 6 7
Terpenuhinya . Persentase pejabat yang jumlah pejabat yang telah % Bidang Laporan Diklat Struktural
kapasitas aparatur telah mengikuti diklat mengikuti diklat PIM 100% Pengembangan Tahunan
yang mempunyai PIM Jumlah pejabat yang X 0 Kompetensi dan
engetahuan, menduduki jabatan enilaian Kinerja
pengetah j Penilaian Kinerj
kemampuan dan Aparatur
kompetensi i
. Persentase struktur Jumlah struktur jabatan yang % Bidang Mutasi Laporan Prediksi Jumlah
jabatan yang terisi pada Tomilah S;Zrkltsér Tabatan 100% dan Promosi Tahunan J abatar'l yang
Meningkatnya . Persentase PNS yang Jumlah usu kenaikan pangkat % Bidang Mutasi Laporan Jumlah Pegawai
sistem managemen telah naik pangkat tepat yang disetujui oleh BKN 10, dan Promosi Tahunan yang Naik Pangkat
pengelolaan waktu Jumlah usul kenaikan pangkat
pegawai i
. Tingkat disiplin aparatur | Jumlah PNS yang tidak mendapat % Kabid Laporan Monitoring dan
daerah hulkuman disiplin tingkat berat 000/ Pengadaan, Tahunan Evaluasi Disiplin
Jumlah pegawai negeri sipil Pemberhentian, Pegawai
Informasi dan
Penghargaan
. Persentase pelayanan Jumlah pelayanan sesuai SOP £ 100% % Bagian Laporan Bahan
administrasi Jumlah pelayanan Sekretariat Tahunan Perencanaan
kepegawaian yang Tahunan

dilaksanakan sesuai SOP
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BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan tugas urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan, aset daerah
sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Utama :

1. Koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah berkaitan dengan
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pengkoordinasian, perumusan, pengendalian dan pembinaan kebijakan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

Pengendalian, penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-OPD;

Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Pengendalian sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban kas umum daerah;
Penyimpanan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

Pengelola utang dan piutang daerah serta penagihan piutang daerah.

N

WrONoUn R W
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INDIKATOR KINERJA SAT PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS UAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2
Perda APBD Perda APBD Tahun Tanggal penetapan Peraturan Daerah % Bidang Anggaran Lembaran Daerah
ditetapkan n+1 Ditetapkan < 31 tentang APBD dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin
tepat waktu Desember Tahun n tentang Penjabaran APBD; dimana jika
n<31 Desember tahun n-1 maka capaian
kinerja = 100,00%, jika n>31 Desember
tahun n-1 maka capaian kinerja = 0,00%
Akuntabilitas Opini BPK Terhadap LHP BPK RI terhadap LKPD Tahun n-1 % Bidang Surat/LHP BPK
Pelaksanaan LKPD Tahun n-1 Kabupaten Banyuasin; dimana jika Perbendaharaan dan terhadap LKPD n-1

dan Pelaporan
APBD

n=WTP maka capaian kinerja = 100,00%,
jika n#WTP maka capaian kinerja = 0,00%

Kas Daerah; Bidang
Aset; Bidang
Akuntansi dan
Pelaporan

Terwujudnya
Pelayanan
Prima

Tingkat Kepuasan
Publik terhadap
Pelayanan

(jumlah responden yang menyatakan
puas terhadap pelayanan : total
responden) x 100

%

Sekretariat BPKAD

Pengolahan data
survey
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7. BADAN PENDAPATAN DAERAH
A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan tugas urusan pemerintahan fungsi penunjang pendapatan daerah sesuai kewenangan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan pengembangan potensi pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan
terhadap wajib pajak daerah serta monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;

2. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penghimpunan, pengolah data dan penilaian serta penanganan
tunggakan pajak daerah;

3. Pelaksanaan penetapan, penagihan, pengolah data keberatan dan banding pajak daerah;

4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta pengolahan
informasi pajak daerah berbasis system;

5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB SUMBER DATA KET
1 2
Meningkatnya Rasio PAD terhadap (realisasi PAD tahun : realisasi % Seluruh Bidang Laporan
kemandirian Pendapatan Daerah pendapatan daerah tahun n) x BAPENDA Tahunan
keuangan daerah 100 pendapatan
daerah
Terwujudnya Tingkat Kepuasan Publik | (jumlah responden yang % Sekretariat Pengolahan
Pelayanan Prima | terhadap Pelayanan menyatakan puas terhadap BAPENDA data survey
pelayanan : total responden) x
100
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan kegiatan secretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;

2. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan,
penanganan konflik, organisasi politik dan kemasyarakatan, Lembaga perwakilan dan partisipasi politik;

3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitas organisasi
politik dan kemasyarakatan, Lembaga perwakilan dan partisipasi politik serta pengembangan budaya politik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;

4. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan,
penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, Lembaga perwakilan, partisipasi politik serta
pengembangan budaya politik;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR SUMBER
SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN PENANGGUNG JAWAB DATA KET
(OUTCOME)
1 2 3 4 5 6 7

Menurunnya resiko | Persentase rasio Jumlah desa tangguh yang % Kepala Badan Pencegahan dan
bencana desa Tangguh dibentuk x 100% Kesiapsiagaan

bencana Jumlah seluruh desa rawan

bencana

Meningkatnya Realisasi waktu Jumlah seluruh kejadian % Kepala Bidang Kedaruratan dan
responsifitas dalam | tanggap (response bencana yang ditangani sesuai Logistik
penanggulangan time rate) daerah waktu tanggap 0
bencana dan layanan wilayah Jumlah seluruh kejadian x 100%
kebakaran manajemen bencana

kebakaran (WMK)
Meningkatnya Persentase Jumlah seluruh korban bencana % Kepala Bidang Rehabilitasi dan
kualitas hidup pemulihan yang dipulihkan 100% Rekonstruksi
masyarakat rehabilitasi dan Jumlah seluruh korban x 0
didaerah pasca rekontruksi bencana
bencana masyarakat

terdampak

bencana
Terpeliharanya Jumlah fasilitasi Jumlah seluruh kegiatan fasilitasi Kali Kepala Bidang Ketahanan

kerukunan antar
umat beragama,

aspirasi kelompok
agama dan tokoh

terhadap seluruh mitra pemerintah

Ekonomi, Seni Budaya Agama dan
Kemasyarakatan Nasional dan

suku dan kelompok | masyarakat Kepala Bidang Politik, Bina
masyarakat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Terwujudnya Persentase Jumlah penduduk yang % Kepala Bidang Politik, Bina
demokrasi yang partisipasi menggunakan hak pilih 100% Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
sehat dan masyarakat dalam Jumlah penduduk yang X 0

partisipasi politik pemilu/kada memenuhi syarat hak pilih

masyarakat
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9. DINAS PENDIDIKAN

A. Tugas Pokok :

1.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada Bupati.

B. Fungsi Utama :

1.

2.

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
nonformal, serta pengelolaan kebudayaan;

Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan nonformal, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal, serta pengelolaan kebudayaan;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Banyuasin;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Rata-rata lama sekolah Kombinasi antara partisipasi Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kualitas sekolah, jenjang pendidikan Bidang PAUD dan | Perjanian Kinerja
Pendidikan Anak yang sedang dijalani, kelas PNF Disdikbud
Usia Dini dan Non yang diduduki dan pendidikan
Formal yang ditamatkan.
Harapan Lama Sekolah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Bidang PAUD dan | Perjanian Kinerja
PNF Disdikbud
Persentase Anak Usia Dini Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
/ Angka Partisipasi Kasar siswa TK dan PAUD dengan Bidang PAUD dan | Perjanian Kinerja
(APK) PAUD jumlah penduduk usia 4-6 PNF Disdikbud
tahun
Meningkatnya Angka Pastisipasi Kasar Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kualitas (APK) SD/MI/Paket A siswa SD, MI, dan Paket A Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
Pendidikan dasar dengan jumlah penduduk usia Disdikbud
Sembilan Tahun 7-12 tahun
Angka Pastisipasi Murni Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
(APM) SD/MI/Paket A siswa SD, MI, dan Paket A Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
yang berusia 7-12 tahun Disdikbud
dengan jumlah penduduk usia
7-12 tahun
Angka Kelulusan (AL) Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
SD/MI/Sederajat lulusan SD/MI dengan jumlah Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
siswa SD/MI kelas tertinggi Disdikbud
tahun sebelumnya
Persentase SD/MI Minimal | Perbandungan Jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Berakreditasi B sekolah SD/MI Sederajat Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
Berakreditasi A dan B dibagi Disdikbud
Jumlah Seluruh Sekolah
SD/MI Sederaja x 100
Angka DO SD/MI Sederajat | Jumlah Perbandingan Persentase Kepala Bidang Renstra dan

Capaian Kinerja APS SD/MI
se-Kabupaten dan Kota

Pendidikan Dasar

Perjanian Kinerja
Disdikbud
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
dengan Jumlah Seluruh APS
SD/MI se-Kabupaten dan
Kotax100
Angka Melanjutkan (AM) Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
dari SD/MI/Sederajat ke siswa kelas pertama di Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
SMP/MTs/Sederajat SMP/MTs dengan jumlah Disdikbud
lulusan SD/MI tahun
sebelumnya
Rasio Ketersediaan Sekolah | Jumlah sekolah (SD/MI Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Per Penduduk Usia Sekolah | +SMP/MTs)Jumlah penduduk Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
SD/MI/Sederajat usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d Disdikbud
15) thnx10.000
Meningkatnya Angka Pastisipasi Kasar Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kualitas (APK) SMP/MTs/Sederajat siswa SMP, MTs, dan Paket B Pendidikan Perjanian Kinerja
Pendidikan dengan jumlah penduduk usia Menengah Disdikbud
Menengah 13-15 tahun
Angka Pastisipasi Murni Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
(APM) SMP/MTs/Sederajat | siswa SMP, MTs, dan Paket B Pendidikan Perjanian Kinerja
yang berusia 13-15 tahun Menengah Disdikbud
dengan jumlah penduduk usia
13-15 tahun
Angka Kelulusan (AL) Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
SMP/MTs/Sederajat lulusan SD/MI dengan jumlah Pendidikan Perjanian Kinerja
siswa SD/MI kelas tertinggi Menengah Disdikbud
tahun sebelumnya
Persentase Perbandungan Jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
SMP/MTs/Sederajat sekolah SMP/MTs Sederajat Pendidikan Perjanian Kinerja
Minimal Berakreditasi B Berakreditasi A dan B dibagi Menengah Disdikbud
Jumlah Seluruh Sekolah
SMP/MTs Sederajat x 100
Angka DO Jumlah Perbandingan Persentase Kepala Bidang Renstra dan
SMP/MTs/Sederajat Capaian Kinerja APS Pendidikan Perjanian Kinerja
SMP/MTs se-Kabupaten dan Menengah Disdikbud

Kota dengan Jumlah Seluruh
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
APS SMP/MTs se-Kabupaten
dan Kotax100
Angka Melanjutkan (AM) Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
dari SMP/MTs/Sederajat ke | siswa kelas pertama di Pendidikan Perjanian Kinerja
SMA/MA/Sederajat SMP/MTs dengan jumlah Menengah Disdikbud
lulusan SD/MI tahun
sebelumnya
Rasio Ketersediaan Sekolah | Jumlah sekolah (SMA/MA/ Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Per Penduduk Usia Sekolah | SMK) dibagi Jumlah Pendidikan Perjanian Kinerja
SMP/MTs/Sederajat penduduk usia (16 s.d 19)thn Menengah Disdikbud
x10.000
Meningkatnya Persentase Guru TK, SD Perbandingan Junlah Guru Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kualitas Mutu dan SMP yang Bersertifikat | Baik ASN dan Honorer dengan Sekretariat Perjanian Kinerja
Pendidik dan Pendidik Jumlah Guru Bersetifikat Disdikbud
Tenaga Pendidik Pendidik dikali 100%
Meningkatnya Ketersediaan Standar Persentase capaian SPM Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Pelayanan Standar | Pelayanan Pendidikan Pendidikan Dasar Sekretariat Perjanian Kinerja
Pendidikan Disdikbud
Terkelolanya Persentase Benda, Situsdan | jumlah kerjasama yang Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kekayaan Budaya | Kawasan cagar Budaya dilakukan : jumlah rencana Kebudayaan Perjanian Kinerja
dengan Baik yang dilestarikan kerjasama pengelolaan Disdikbud
kekayaan budaya x 100
Persentase Prestasi Bidang | Jumlah pelestarian kekayaan Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Seni dan Budaya sei dan budaya : jumlah Kebudayaan Perjanian Kinerja
pelestarian yang harus di Disdikbud
lakukan x 100
Penyelenggaraan Festival Jumlah penyelenggara yang Jumlah Kepala Bidang Renstra dan

Seni dan Budaya Daerah

harus dilakukan pertahun

Kebudayaan

Perjanian Kinerja
Disdikbud




29

10. DINAS KESEHATAN

A.

Tugas Pokok :

1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan mengacu kepada urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berdasarakan azas
otonomi dan disesuaikan dengan kebutuhan program serta pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan kegiatan sekretariat, yaitu penyusunan program dan anggaran, umum, perlengkapan, kepegawaian

dan keuangan;

Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;

Pemberian pelayanan umum dibidang kesehatan;

Pelaksaan pembinaan dibidang kesehatan;

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan meliputi rencana pemberdayaan sumber daya

manusia kesehatan dan penyelenggaraan Pendidikan pelatihan, dan penyelenggaraan registrasi dan akreditasi

perizinan, akreditasi tenaga medis, paramedik, tenaga non medis/tradisional terlatih, data dan informasi

kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;

6. Penyelenggaraan jaminan kesehatan, pelayanan sarana dan peralatan kesehatan, pelayanan kefarmasian yang
meliputi obat, makanan, minuman, kosmetik dan narkotika,;

7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas dalam lingkup tugasnya;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

kLN
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN RUMUS SATUAN KET
(OUTCOME) JAWAB DATA
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Persentase persalinan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga % Dinas Kesehatan Laporan
status kesehatan | difasilitas kesehatan oleh kesehatan di S‘Jvt;‘k‘:':?eyr at}el::u” @ pada kurun Bulanan
masyarakat tenaga kesehatan yang Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu x100%
kompoten wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Persentase stunting pada Jumlah balita stunting . o0 % Dinas Kesehatan Laporan
Balita Jumlah balita Bulanan
Persentase rumah tangga ber Jumlah rumah tangga sehat . % Dinas Kesehatan Laporan
PHBS Jumlah rumah tangga total Bulanan
Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat Jumlah keluarga sehat £ 100% % Dinas Kesehatan Laporan
akses dan mutu Jumlah keluarga (rumah tangga) Bulanan
pelayanan
kesehatan yang Akreditasi Jumlah puskemas atau rumah sakit yang % Dinas Kesehatan Laporan
berkualitas Puskesmas/Rumah Sakit Tamlah o ;ﬁgfnkgsegggflmma ek ¥ 100% Tahunan
Universal coverage jaminan JumlahpesertaJKN o0 % Dinas Kesehatan Laporan
kesehatan Jumlah seluruh penduduk Bulanan
Meningkatnya Case detection rate Jumlah kasus TB yang ditemukan . o % Dinas Kesehatan Laporan
pencegahan dan | TBC/CDR TBC Jumlah estimasi penderita TB Bulanan
pengendalian _ _
penyakit menular | Imunisasi Dasar Lengkap Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi % Dinas Kesehatan Laporan
. dasar lengkap dalam waktu 1 tahun
dan tidak (IDL) 4 x 100% Bulanan
Jumlah seluruh bayi selama kurun
menular waktu 1 tahun
Persentase Posbindu PTM Jumlah Posbindu yang melaksanakan pelayanan % Dinas Kesehatan Laporan
Aktif kesehatan sesuai standar x 100% Bul
Jumlah seluruh Posbindu yang ada di wilayah ulanan
kabupaten dalam kurun waktu tertentu
Meningkatnya Persentase ketersediaan obat Jumlah obat dan vaksin yang tersedia . . % Dinas Kesehatan Laporan
ketersediaan dan vaksin di Puskesmas Kebutuhan Bulanan
obat, alat _ __
kesehatan dan Persentase Puskesmas yang Jumlah P;‘Skefmas yangk m”Zmal memiliki % Dinas Kesehatan Laporan
sumber daya minimal memiliki 5 jenis Jenis tenaga kesenatan x100% Tahunan

kesehatan

tenaga kesehatan

Jumlah seluruh puskesmas




11.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. Tugas Pokok :
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1. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara Paripurna.

B. Fungsi Utama :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan

kebutuhan medis;

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam

pemberian pelayanan kesehatan;

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka

peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2 3 4 S 6 7

Meningkatnya Kepuasan

Pelanggan

Indeks Kepuasan Pelanggan

Hasil survey yang telah dikonversi ke
dalam persentase dihitung menggunakan
interval indeks kepuasan masyarakat

%

RSUD Bidang
Pelayanan

Survey Periodik
Per Semester

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kesehatan

RSUD Banyuasin

BOR > 65%

Hari perawatan rumah sakit/(jumlah
tempat tidur x jumlah hari dalam satu
periode) x 100%

%

RSUD Bidang
Pelayanan dan
Bidang
Keperawatan

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

Meningkatnya

Pendapatan dan Kinerja
Keuangan Rumah Sakit

Kenaikan Pertumbuhan
Pendapatan 10% per tahun

(Pendapatan tahun n) — (pendapatan
tahun n-1)/(pendapatan n-1) x 100%

%

RSUD Bidang
Pelayanan dan
Bidang Tata
Usaha

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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12. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
A. Tugas Pokok :

1. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

B. Fungsi Utama :

1. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | 1. Persentase jumlah | 1. Jumlah jembatan dalam % Bidang Data Jembatan yang ada
aksesibilitas, jembatan kondisi baik / jumlah Pembangunan Jalan inventarisasi dapat dilalui oleh
kapasitas dan Kabupaten dalam jembatan yang ada x 100% dan Jembatan jembatan kendaraan
kualitas jalan kondisi baik tahunan

dan jembatan

kabupaten 2. Persentase 2. Panjang jalan kabupaten %

panjang jalan dalam kondisi baik / panjang

kabupaten dalam seluruh jalan kabupaten x

kondisi baik 100%
Meningkatnya | Persentase lahan Lahan Pertanian mendapatkan % Bidang Dinas Pertanian Lahan Pertanian
Pengelolaan pertanian irigasi teknis/ Jumlah Total Pembangunan yang mendapatkan

Sumber Daya
Air

mendapatkan irigasi
teknis

Lahan x 100 %

Sumber Daya Air

irigasi teknis

Meningkatnya
kualitas
pemanfaatan
ruang &
pengendalian
pemanfaatan
ruang

Persentase
Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
terhadap RTRW
Kabupaten

Luas wilayah pemanfaatan ruang
yang sesuai dengan RTRW
Kabupaten / Luas Total wilayah
pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan RTRW Kabupaten x 100%

%

Bidang Tata Ruang

Peta RTRW

Informasi mengenai
RTRW kabupaten
beserta rencana
rincinya
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13. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

A. Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan wurusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahanberdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

B. Fungsi Utama :

AwWDNPE

o

~No

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan,;

Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;

Pemberian dan pelayanan umum di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan;

Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya,;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 S 4 ) 6 7
Meningkatkan tata kelola Persentase pemenuhan ) % DISPERKIMTAN
. : .. . Jumlah Kegiatan yang terlaksana
pemerintahan yang baik layanan administrasi . » x100%
melalui peningka tan perkantoran Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan
kualitas birokrasi dan SDM
yang responsive dalam Persentase ketersediaan % DISPERKIMTAN
. Jumlah Sarana Prasarana yang ada
memberikan pelayanan sarana dan prasarana x100%
prima bagi masyaraka t aparatur Jumlah Sarana Prasarana yang harus ada
Persentase tingkat disiplin Jumlah PNS yang disiplin 100% % DISPERKIMTAN
aparatur daerah Jumlah PNS g ’
Meningkatkan Ketersediaan | Jumlah lampu jalan Jumlah lampu jalan terpasang di sepanjang jalan 1009 Unit DISPERKIMTAN
sarana dan prasarana serta | terpasang (unit) Jumlah tiang yang ada x
utilitas yang berkualitas _ -
dan berkelanjutan Luas RTH Publik 20% dari Luasan.RTH Publik yang.tersedla di Ha DISPERKIMTAN
L Wilavah Perkotaan akhir tahun Pencapaian SPM % 100%
uas Y luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia 0
(Ha) di wilayah kota/kawasan perkotaan
Prosestase Penduduk Jumlah Penduduk yang terlayani akses % DISPERKIMTAN
. . o alr minum yang aman
Berakses Air Minum (%) Proyeksi Jumlahpenduduk Kabupaten
Meningkatkan kualitas Prosentase Luas Lahan Jumlah SPHAT Terealisasi dalam 1 tahun. ., . Lembar | DISPERKIMTAN
Pengelolaan dan Bersertifiat (Lembar) Jumlah SPHAT yang ada
pemanfaatan Pertanahan ' ‘
yang berkeadilan Penyelesaian Kasus Tanah | Jumahkasus Pertanahan yang diselesaikan oo Kasus | DISPERKIMTAN
Negara (Kasus) jumlah kasus
Meningkatkan layanan Cakupan Rumah Layak Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu Unit DISPERKIMTAN
Perumahan dan mendorong | Huni (Unit) wilayah kerja pada kurun waktu tertentu , ; o,

masyarakat untuk mampu
memenuhi kebutuhan
perumahan yang layak
huni

jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 S 4 ) 6 7

Meningkatkan cakupan Prosentase Saluran Panjang drainase disepanjang jalan 4 0, M DISPERKIMTAN
pelayanan infrastruktur Drainase/Gorong-gorong panjang seluruh jalan
permukiman dan kualitas dalam kondisi baik (m)
lingkungan permukiman Persentase Rumah Tangga Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi v 1 yj0, % DISPERKIMTAN
secara berkelanjutan bersanitasi (%) jumlah rumah tinggal

Proporsi panjang jalan Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik M DISPERKIMTAN

dalam kondisi baik (m) jumlah Jalan yang ada

Proporsi jembatan Jumlah panjang Jembatan dalam kondisi baik x Unit DISPERKIMTAN

lingkungan dalam kondisi jumlah jembatan yang ada

baik (unit)
Melaksanakan bantuan Persentase Tersedianya Permohonan IUJK yang diterbitkan paling lan % DISPERKIMTAN

teknis, bimbingan,
pengelolaan,
penyelenggaraan bangunan
dan gedung serta
mendorong peran serta
masyarakat dan usaha jasa
konstruksi untuk
pembangunan yang
berkelanjutan

Layananlzin Usaha Jasa
Kontruksi (IUJK) Dengan
Waktu Penerbitan Paling
Lama 10 (Sepuluh) Hari
Kerja Setelah Persyaratan
Lengkap (%)

10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Jumlah seluruh permohonan IUJK yang
persyaratanya dinyatakan lengkap
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14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

A.

Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan tugas urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta urusan kebakaran sesuai kewenangan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi Utama :

PNONR LN

o v

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup;

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup; serta

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian RI, penyidik Pegawai Negeri
Sipil dan Aparatur lainnya;

Pengawasan terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perbup;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Persentase tingkat Gangguan keamanan dan ketertiban % Bidang - Laporan
keamanan dan penyelesaian K3 yang terselesaikan x 100% Ketertiban dan hasil tim
ketentraman di (ketertiban, Jumlah g angguan ke‘?mana" dan Ketentraman Sat Patroli
masyarakat keamanan dan ketertiban yang dilaporkan Pol PP Damkar lingkungan;
keindahan) dan
Penyelamatan | -~ Laporan
Persentase angka Data Kepolisian dan BPS % Bidang Data dari
kriminalitas Ketertiban Umum Kepolisian
dan Ketentraman dan BPS
Sat Pol PP
Damkar
Penurunan Persentase Jumlah penyelesaian penegakan % Bidang Data Bidang
pelanggaran Perda penurunan Perda x100% Penegakan Penegakan
pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda Peraturan Daerah Perda
Cakupan rasio Terpenuhinya Jumlah petugas Linmas di Rasio Bidang Data Bidang
perlindungan cakupan anggota Kabupaten x 100% Pembinaan Sat Linmas
masyarakat Linmas di Kabupaten Wilayah Kabupaten Banyuasin Satuan
Perlindungan
Masyarakat
Meningkatnya Persentase tingkat Jumlah kasus kebakaran yg tertagani % Bidang Pemadam | Data Bidang
tingkat waktu waktu tanggap l (;llaliam leklgukls meg{fj ; x100% Kebakaran dan Pemadam
tanggap layanan wilayah Jumlah kasus kebakaran didalam Penyelamatan Kebakaran

(responetime rate)
daerah layanan
wilayah manajemen
kebakaran (WMK)

manajemen
kebakaran

WMK
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15. DINAS SOSIAL

A.

Tugas Pokok :

1.

Melakukan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang sosial berdasarkan azas ekonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Utama :

1.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, penyusunan
program, evaluasi dan pelaporan;

Perencanaan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program
kerja;

Pengelolaan data dan pelaksanaan pembinaan pembangunan sosial;

Pemberian  dukungan  kelancaran  pelaksanaan  pembangunan bidang sosial, yang meliputi:
menanggulangi/menangani masalah sosial lainnya yang timbul dan berkembang dilingkungan masyarakat dan
membina, mengembangkan potensi sumber sosial;

Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Meningkatnya Persentase PMKS yang Jumlah PMKS yang diberikan bantuan . oo . Kepala Bidang Laporan
K ‘ah leh b Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan ? lind 1
esejahteraan memperoleh bantuan Perlindungan Bulanan,
Komunitas Adat sosial dan Jaminan Triwulan dan
Terpencil (KAT) Persentase PMKS yang Jumlah PMKS yang tertangani x 100% Sosial Tahunan
dan Penyandang tertangani Jumlah PMKS yang ada . Kepala Bidang
Masalah Persentase PMKS skala Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial Pemberdayaan
: dalam 1 (satu) tahun o :
KCS.C_] ahteraan yang memperOICh Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang x 100% %o Sosial .
Sosial (PMKS) bantuan sosial untuk seharusnya memperoleh bantuan sosial . Kepala Bldal’lg
pemenuhan keutuhan Rehabilitasi
dasar Sosial
. Kepala Bidang
Penanganan
Fakir Miskin
Meningkatnya Persentase penyandang | /umlahpenyandang cacat fisik dan mental, serta % Kepala Bidang Laporan
. . lansia tidak potensial yang telah menerima '
penanganan cacat fisik dan mental jaminan sosial selama satu tahun . Pelayanan dan Bulanan,
terhadap serta lanjut usia tidak Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,serta * 007" Rehabilitasi Triwulan dan
penyandang potensial yang telah lansia tidak potensial yang seharusnya menerima Sosial Tahunan
. . A jaminan sosial selama satu tahun
masalah menerima jaminan Penyandang
kesejahteraan, sosial Cacat
sosial, disabilitas, . Kepala Bidang
lanjut usia, Pemberdayaan
gelandangan dan Sosial
pengimis
Meningkatnya Persentase panti sosial Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang % . Kepala Bidang Laporan
. menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos 100%
sarana dan yang menyediakan Jumlah panti sosial dalam 1 (satw) tahun yang  ~ 100% Pelayanan dan Bulanan,
prasarana panti sarana dan prasarana seharusnya menyediakan sarana prasarana Rehabilitasi Triwulan dan
sosial yang pelayanan kesehatan pelayanan kesos Sosial Tahunan
memadai untuk sosial Penyandang
mendukung Cacat
pembangunan . Kepala Bidang
kesos Pemberdayaan

Sosial
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SASARAN INDIKATOR KINERJA RUMUS SATUAN PENANGGUNG SUMBER KET
(OUTCOME) JAWAB DATA
1 2 3 4 S 6 7
Meningkatnya Persentase panti sosial _ Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang % 1. Kepala Bidang Laporan
k ‘ah . menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat 1 1
€seja teraan yang menerima melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis 100% Pe ayanan Bulanan,
PMKS untuk program pemberdayaan | Jumlah PMKS dalam 1 (satw) tahun yang seharusnya = Sosial Triwulan dan
memenuhi sosial melalui menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat 2. Kepala Bidang Tahunan
melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis

kebutuhan dasar Kelompok Usaha Penanganan

Bersama (KUBE) atau Fakir Miskin

kelompok sosial

ekonomi sejenis

lainnya
Meningkatnya Persentase wahana Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang % 1. Kepala Bidang Laporan

.. i PSKS k iah ial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos 100% Pel Bul

partisipasi eseja : teraan sosia Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnyax ? € gyanan - ulanan,
dalam program berbasis masyarakat menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos Sosial Triwulan dan
kesejahteraan (WKBSM) yang skala 2. Kepala Bidang Tahunan
sosial menyediakan sarana Penanganan

dan prasarana Fakir Miskin

pelayanan

kesejahteraan sosial
Meningkatnya Persentase korban Jumlah korban bencana yang menerima bantuan % Kepala Bidang Laporan

. sosial selama masa tanggap darurat dalam .
perhndungan bencar}a yang 1 (satu) tahun < 100% Perhndungan (;1an Bulanan,
sosial bagi korban | menerima bantuan Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima ’ Jaminan Sosial Triwulan dan
bencana alam dan sosial selama masa bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam Tahunan
. 1 (satu) tahun

bencana sosial tanggap darurat

Persentase korban ]ymlah ko.rban bencana dalam 1 (satu) tahun yang

levakuast dengan menggunarkan sarana prasarana
b dievakuasi d k
éncana yang tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun x 100%
} 0

dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat

Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi
dengan menggunakan sarana prasarana tanggap
darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun
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DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan urusan pemerintah sub urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan sub urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembatuan
yang diberikan kepada Bupati.

Fungsi Utama :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan
keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

4. Pelaksaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

S. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga
berencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan

kader keluarga berencana;

Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan

pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

10. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

11. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

0O o N



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Penyiapan perumusan kebijkan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat
daerah kota;

Penyiapan forum koordinasi pelaksanaan perlundungan perempuan perlindungan hak anak, dan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak
anak, dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonom, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;

Penguatan dan pengembangan pelembagaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan
pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota;
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi perlindungan perempuan, perlindungan hak anak dan pengarusutamaan gender
dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Cakupan penyediaan Data Jumlah Data mikro yang tersedia / % Bid Dalduk Lap
Pelaksanaan Informasi Mikro di setiap Jumlah Desa Kelurahan Tahunan
Pembangunan desa/kelurahan
Kependudukan dan | Angka pemakaian Jumlah peserta KB aktif / Jumlah % Bid KB Lap
Keluarga Berencana | kontrasepsi/CPR bagi perempuan | pasangan usia subur x 100% Tahunan
menikah usia 15 - 49
Cakupan PUS yang ingin ber-KB Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi % Bid KB Lap
tidak terpenuhi (unmet need) tidak terlayani / Jumlah pasangan Tahunan
usia subur x 100%
Persentase Penggunaan Jumlah akseptor KB yang % Bid KB Lap
Kontrasepsi Jangka Panjang menggunakan MKJP / Jumlah Tahunan
(MKJP) cara modern akseptor KB x 100%
Persentase Kampung KB tingkat Jumlah Kampung KB yang sudah % Bid. K3 Lap
kelurahan yang aktif dibentukdi desa / jumlah desa x Tahunan
100%
Cakupan Pasangan Usia Subur Jumlah pasangan usia subur dengan % Bid K3 Lap
(PUS) yang istrinya dibawah 20 istri di umur kurang 20 th / Jumlah Tahunan
tahun pasangan usia subur x 100 %
Cakupan anggota Bina Jumlah anggota kelompok BKB yang % Biid K3 Lap
Keluarga Balita (BKB) ber-KB/ Jumlah anggota kelompok Tahunan
ber-KB BKB x 100 %
Cakupan anggota Bina Jumlah anggota kelompok BKR yang Bid K3 Lap
Keluarga Remaja (BKR) ber-KB/ Jumlah anggota kelompok Tahunan
ber-KB BKR x 100 %
Cakupan anggota Bina Jumlah anggota kelompok BKL yang % Bid K3 Lap
Keluarga Lansia (BKL) ber-KB / Jumlah anggota kelompok Tahunan

ber-KB

BKL x 100 %
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PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Pusat Pelayanan Jumlah PPKS / Jumlah kecamatan x % Bid K3 Lap
Keluarga Sejahtera 100 % Tahunan
(PPKS) di setiap
Kecamatan
Cakupan Remaja dalam Jumlah PIK R/M / Jumlah % Bid K3 Lap
Pusat Informasi dan kecamatan x 100 % Tahunan
Konseling
Remaja/Mahasiswa
Menurunnya Cakupan perempuan dan anak Jumlah kasus kekerasan pada anak % Bid. PPPA Lap
Kesenjangan korban kekerasan yang mendapat | yang diselesaikan / Jumlah kasus Tahunan
Pembangunan perlindungan terhadap perempuan dan anak x 100
Antara Perempuan %
dan Laki-laki
Kabupaten Layak Anak Nilai dari kabupaten layak anak nilai Bid. PPPA Lap
Tahunan
Persentase partisipasi perempuan | Pekerja perempuan di lembaga % Bid. PPPA Lap
di lembaga pemerintah pemerintah / Jumlah pekerja Tahunan
perempuan x 100%
Partisipasi angkatan kerja Jumlah partisipasi angkatan kerja % Bid. PPPA Lap
perempuan perempuan / Jumlah angkatan kerja Tahunan
perempuan x 100%
Proporsi Kursi yang di duduki Jumlah perempuan yang menjadi % Bid. PPPA Lap
Perempuan di DPR anggota dpr / jumlah anggota DPR Tahunan
Ratio KDRT Jml Kasus / Jumlah rumah tangga x % Bid. PPPA Lap
100 % Tahunan
Persentase Perangkat daerah yang | jumlah perangkat yang menerapkan % Bid. PPPA Lap
melaksanakan PPRG PPRG / jumlah OPD x 100% Tahunan
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DINAS KETAHANAN PANGAN

A.

Tugas Pokok :

1.

2.

11.

12.
13.

14.

15

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, penanganan
kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan
keamanan pangan;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
pengenekaagaman konsumsi dan keamanan pangan;

Pengendalian mutu dan keamanan pangan,;

Penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta
penganeragaman konsumsi Pangan;

Pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan Ketahanan Pangan di
Kabupaten Banyuasin;

Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pimpinan;
Pengkajian dan perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan;

. Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan, pengadaan dan distribusi/pengeluaran

pangan yang bersifat strategis;

Pengkoordinasian, pengembangan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala
kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan,;

Penyusunan Neraca Bahan Makanan sebagai bahan koordinasi penyusunan program pengadaan pangan,;
Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap upaya penganekaragaman konsumsi serta
keamanan pangan

Pembinaan keterpaduan antar sektor/sub sektor dan wilayah dalam usaha pertanian dalam mewujudkan
Ketahanan Pangan;

. Pelaksanaan tugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
16.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
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Fungsi Utama :

1.

2.

10.
11.

12.

13

15.

16

Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan perencanaan, yaitu urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian,
keuangan, perencanaan dan pelaporan;

Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, penanganan
kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan
dan keamanan pangan;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, pengenekaragaman konsumi dan keamanan pangan;
Pengendalian mutu dan keamanan pangan,;

Penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta
penganeragaman konsumsi Pangan;

Pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan Ketahanan Pangan di
Kabupaten Banyuasin;

Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pimpinan;
Pengkajian dan perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan;

Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan, pengadaan dan distribusi/pengeluaran
pangan yang bersifat strategis;

Pengkoordinasian, pengembangan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala
kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan,;

. Penyusunan Neraca Bahan Makanan sebagai bahan koordinasi penyusunan program pengadaan pangan,;
14.

Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap upaya penganekaragaman konsumsi serta
keamanan pangan;

Pembinaan keterpaduan antar sektor/sub sektor dan wilayah dalam usaha pertanian dalam mewujudkan
Ketahanan Pangan;

. Pelaksanaan tugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
17.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Terwujudnya ketahanan Skor Pola Pangan SKor PPH = % AKE x Bobot % Kabid Konsumsi dan BPS/Survei
pangan masyarakat Harapan(PPH) Penganekaragaman
Banyuasin Pangan
Jml.pangan olahan yg % Kabid Konsumsi dan KWT,PKK
dikelola/Jml.bahan pangan yang Penganekaragaman
tersedia x 100 % Pangan
Jumlah KWT akrif/Jumlah total KWT % Kabid Konsumsi dan KWT,PKK
x 100 % Penganekaragaman
Pangan
Jml. KK yg mengkonsumsi sesuai % Kabid Konsumsi dan KWT,PKK
B2SA/Jml. KK Kabupaten x 100 % Penganekaragaman
Pangan
Terwujudnya Kegiatan Persentase Peningkatan Ketersediaan % Kabid Ketersediaan Laparan
Percepatan ketersediaan pangan Pangan(Breas) = Ketersediaan pangan dan Kerawanan Pangan NBM/PPH
Penganekaragaman th berjalan/Ketersediaan tahun lalu x
Konsumsi Pangan 100 %
Cadangan pangan yang ada/Target % Kabid Pengawasan dan Laporan
Cadangan Pangan Kabupaten x 100 Cadangan Pangan Tahunan
%
Jumlah Kel.Lumbung aktif/Jumlah % Kabid Ketersediaan Laporan
Kel.Lumbung yang ada x 100 % dan Kerawanan Pangan Tahunan
Jumlah Desa Mandiri % Kabid Ketersediaan Laporan
Pangan/Jumlah Total Desax 100% dan Kerawanan Pangan Tahunan
Terwujudnya Sistem Penurunan Penduduk Jumlah penduduk miskin/Total % Kabid Ketersediaan Laporan
Distribusi Pangan yang rawan pangan jumlah pnduduk Kabupaten x 100 % dan Kerawanan Pangan Tahunan
Efektif dan Efisien
Jumlah dearah rawan/Jumlah % Kabid Ketersediaan Laporan
daaerah berdampak x 100 % dan Kerawanan Pangan Tahunan
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INDIKATOR KINERJA SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Terwujudnya Kelembagaan | Persentase Jumlah desa yang sudah ada leader % Kabid Keamanan Laporan
Pangan yang Efektif Pengembangan keamanan pangan/jumlah desa Pangan Tahunan
jejaring keamanan dalam kelipatan x100 %
pangan daerah .
Jumlah Produk pagan segar yang % Kabid Keamanan Laporan
diuji positip/jumlah produk pangan Pangan Tahunan
segar yang diuji x 100 %
Jumlah Laboratorium yang terbentuk % Kabid Keamanan Laporan
di pasar/jumlah pasar kecamatan x Pangan Tahunan
100 %
Jumlah pelaku usaha/masyarakat % Kabid Keamanan Laporan
yang mendapat sosialisasi/Jumlah Pangan Tahunan
pelaku usaha x 100 %
Jumlah produk pangan segar yang % Kabid Keamanan Laporan
tersertifikasi/target sertifikasi x 100 Pangan Tahunan
%
Jumlah desa yang sudah ada leader % Kabid Keamanan Laporan
keamanan pangan/jumlah desa Pangan Tahunan
dalam kelipatan x 100 %
Terwujudnya Stabilitas Persentase Stabilitas CV1 = Realisasi harga rata rata % Kabid Pengawasan dan Laporan
Harga Pangan di Tingkat Harga dan Pasokan komoditi/Target harga rata rata Cadangan Pangan Tahunan
Konsumen Pangan komoditi x 100 %
Distribusi Pangan Efektif = Harga % Kabid Pengawasan dan Laporan
Pangan Pokok Distribusi TTI/Harga Cadangan Pangan Tahunan

Pangan Pokok Dipasaran x 100 %
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Tugas Pokok :

1.

Membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai
kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Utama :

1.

Pimpinan dan perumusan kebijakan kegiatan kesekretariatan dan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah
dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Provinsi serta Pemerintah Pusat;

. Pengkoordinasian dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, serta

evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Pemfasilitasi dan pembinaan instansi pemerintah, badan usaha dan masyarakat di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

Pembina dan pengembangan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkup kabupaten pada
semua pemangku kepentingan;

Pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
INDIKATOR KINERJA SATUA
SASARAN (OUTCOME) RUMUS N PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | Indeks Kualitas IKLH = (0,3 x IPU) + (0,3 x IPA) + (0,4 x TH) % Bidang Pengendalian Dinas Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dimana : Pencemaran dan Kerusakan Hidup Kabupaten
Lingkungan (IKLH) IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan, Bidang Tata Banyuasin
Hidup IPU = Indeks Pencemaran Udara Lingkungan, UPTD.
IPA = Indeks Pencemaran Air Laboratorium Lingkungan
TH = Tutupan Lahan
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19. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A.

Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan urusan administrasi kependudukan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Utama :

O P NOoU

11

Penyusunan program dan anggaran;

Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara, urusan aparatur
sipil negara;

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfataan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
12.
13.
14.

Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan;
Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan | Persentase penerbitan | Jumlah KK yang memiliki Kartu Keluarga 100 % Bidang Pelayanan Database
kualitas Kartu Keluarga (KK) Jumlah Kepala Keluarga Pendaftaran Penduduk Kependudukan
pelayanan
administrasi Persentase penduduk Jumlah KTP ber — NIK yang diterbitkan £ 100 % Bidang Pelayanan Database
kependudukan yang ber KTP Jumlah Penduduk Wajib KTP Pendaftaran Penduduk Kependudukan
Persentase anak yang Jumlah Anak yang memiliki KIA £ 100 % Bidang Pelayanan Database
memiliki Kartu Jumlah Anak yang wajib KIA Pendaftaran Penduduk Kependudukan
Identitas Anak (KIA)
Persentase penerbitan | Jumlah Penduduk Usia 0 — 18 Tahun yang % Bidang Pelayanan Database
akta kelahiran anak memiliki Akta x 100 Pencatatan Sipil Kependudukan
usia 0-18 tahun Jumlah Penduduk Usia 0 — 18
Persentase penerbitan Jumlah Akta yang diterbitkan PP % Bidang Pelayanan Database
Akta Kematian Jumlah Kematian yang terjadi Pencatatan Sipil Kependudukan
Meningkatkan Persentase jumlah Jumlah Kecamatan yang melaksanakan % Bidang Pengelolaan Database
sistem informasi kecamatan dalam SIAK x 100 Informasi Administrasi Kependudukan
administrasi melaksanakan sistem Jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Kependudukan
kependudukan informasi
(SIAK) dan administrasi
inovasi kependudukan online
pelayanan Persentase Kerja Jumlah PKS yang diterbitkan £100 % Bidang Pemanfaatan Database
Sama antar Instansi Jumlah Instansi yang menjadi target PKS Data dan Inovasi Kependudukan

Tingkat nilai survey
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
publik administrasi
kependudukan

Nilai survey IKM terhadap 150 Responden
Layanan

%

Sekretariat

Laporan IKM
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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa.

Fungsi Utama :

1.

2.

Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan
pelaporan;

Penyediaan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan da peraturan dibidang Pemerintahan
Desa;

Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang
Pemberdayaan Masyarkat Desa/Kelurahan;

Penyusunan rencana program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Ketahanan Masyarakat Desa, Sosial
Budaya Masyarakat, Usaha Ekonomi Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dan Teknologi Tepat Guna;
Pelaksanaan Penilaian dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB S%IXEER KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Peran Persentase Keberdayaan Masyarakat | Jumlah LPM Aktif dibagi % Bidang Kelembagaan Renstra
Lembaga Organisasi Pedesaan Jumlah LPM dikali 100% Desa dan Kelurahan
Masyarakat Desa
Persentase Peningkatan Ketahanan | Jumlah PKK Aktif dibagi % Bidang Kelembagaan Renstra
Masyarakat Desa Jumlah PKK dikali 100% Desa dan Kelurahan
Meningkatnya Tata Kelola | Persentase Penataan Administrasi Jumlah Aparatur Yang % Bidang Pemerintahan Renstra
Pemerintahan Desa Pemerintah Desa Dibina dibagi Jumlah Desa
Aparatur dikali 100%
Persentase Fasilitasi dan Pembinaan | Jumlah Laporan Yang % Bidang Keuangan, Aset Renstra
Pengelolaan Keuangan dan Asset/ Tepat Waktu dibagi Jumlah dan Perkembangan
Kekayaan Desa Laporan dikali 100% Desa
Meningkatnya Usaha Persentase Pengembangan Lembaga | Jumlah Lembaga Ekonomi % Bidang Pembangunan Renstra
Lembaga Ekonomi Ekonomi Pedesaan Yang Dibina dibagi Jumlah Kawasan Perdesaan
Perdesaan Lembaga Ekonomi dikali
100%
Persentase Pembangunan Kawasan | Jumlah kawasan yang % Bidang Pembangunan Renstra
Pedesaan dibentuk dibagi jumlah Kawasan Perdesaan
kawasan dalam KPPN dikali
100%
Meningkatnya Persentase Aparatur Pemerintah Jumlah Anggota BPD Yang % Bidang Pemerintahan Renstra
Keperdayaan dan Desa dan BPD Dibina dibagi Jumlah Desa
Penguatan Masyarakat Anggota BPD dikali 100%
Persentase Peningkatan Partisipasi Jumlah Desa Yang % Bidang Kelembagaan Renstra

Masyarakat Dalam Membangun
Desa

Swadaya Masyarakat dan
Gotong Royongnya Aktif
dibagi Jumlah Desa dikali
100%

Desa dan Kelurahan
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21. DINAS PERHUBUNGAN

A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, meliputi Darat, Sungai, Laut dan
Penyeberangan.

B. Fungsi Utama :

Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Prasarana Perhubungan;

Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Penerangan Jalan Umum;

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat;
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut
dan Penyeberangan;

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

SRSl

N
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya sarana dan | Rasio Prasarana dan | Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ % Dinas Bidang
prasarana transportasi Fasilitas LLAJ siap yang ada : Jumlah Prasarana dan Perhubungan Prasarana
untuk mengurangi pakai Fasilitas LLAJ yang seharusnya ada x
ketertinggalan 100%
ketersediaan infrastruktur
transportasi wilayah Persentase Jumlah Jumlah Dermaga dalam kondisi % Dinas Bidang
dermaga dalam mantap/jumlah dermaga pada tahun n X Perhubungan Prasarana
Kondisi Mantap 100%
Meningkatnya persentase Jumlah pemasangan rambu-rambu pada % Dinas Bidang
keselamatan dan Pemasangan Tahun n : Perhubungan Prasarana
keamanan transportasi Rambu-rambu
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya
tersedia X 100%
Jumlah uji KIR Jumlah Uji kir angkutan umum Unit Dinas UPT Angkutan
angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan Perhubungan Darat Satker
umum yang diimpor, baik yang dibuat PKB
dan/ atau dirakit didalam negeri yang
akan dioperasikan di jalan agar
memenuhipersyaratan teknis dan laik
jalan
Jumlah lampu jalan | Jumlah lampu terpasang di sepanjang Unit Dinas Bidang
yang terpasang umum Perhubungan Penerangan
jalan umum
Persentase layanan | Jumlah angkutan darat : Jumlah % Dinas Bidang LLAJ
Meningkatnya pelayanan angkutan darat penumpang angkutan darat x 100% Perhubungan
regulasi bid.ang jumlah arus Jumlah arus penumpang angkutan % Dinas Bidang LLAJ
transportasi penumpang umum yang masuk/ keluar daerah Perhubungan dan ASDP

angkutan umum

selama 1 (satu) tahun.
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang
tekhnologi.

B. Fungsi Utama :

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma,
standar dan Prosedur yang ditetapkan pemerintah;

2. Perencanaan dan pengembangan tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan penyiaran;

3. Penyiapan kebijakan tekhnis pengembangan tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan
penyiaran;

4. Penyiapan dan pelaksanaan dan Pengawasan tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan
penyiaran dengan norma dan Standar, Prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang — undangan;

INDIKATOR
SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
(OUTCOME)
1 2 3 4 5 6 7

(Bangkit Infrastruktur) Cakupan Luas Wilayah yang % Dinas Komunikasi dan | Laporan Tahunan

Meningkatnya infrastruktur yang Layanan tercover di bagi dengan Informatika

baik, merata dan berwawasan Telekomunikasi luas wilayah di kali 100

lingkungan dan naiknya status persen

Desa
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DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A.

Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan azas otonomi
dan tugas pembantuan.

Fungsi Utama :

HON=

O ® N U

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan,;
Penyelenggaraan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;

Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;

Penyediaan areal, penyelesaian hak atas tanah, sertifikasi, pembuatan dan pemeliharaan bangunan dan sarana
serta penataan lingkungan permukiman;

Penyuluhan, pendaftaran dan seleksi, penempatan dan pembekalan transmigrasi;

Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
Pembinaan keterpaduan antar sektor/sub sektor dan wilayah dalam usaha ketengakerjaan dan transmigrasi;
Pelaksanaan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

(UPT BLK dan UPTD Binaan)

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Bangkit Tenaga Kerja Lokal Tingkat Pengangguran Perbandingan Jumlah Pengangguran % Lap. Bidang
(Menigkatnya Kesempatan Terbuka dengan Jumlah Angkatan Kerja x 100
Berusaha dan Kesempatan %
Kerja)
Rasio Penduduk yang Perbandingan Jumlah Penduduk % Lap. Bidang
bekerja Bekerja dengan Jumlah Angkatan
Kerja x 100 %
Meningkatkan Ketrampilan Jumlah Tenaga Kerja Perbandingan Tenaga Kerja % Lap. Bidang
Tenaga Kerja Pengangguran Pengangguran Terampil Pengangguran yang telah bekerja
dan Memper?oaiki Iklim . yang telah bekerja dengan Tenaga kerja pengangguran
Ketenagakerjaan yang Baik yang dilatih x 100%
Jumlah Pencari Kerja Perbandingan jumlah pekerja yang % Lap. Bidang
yang telah ditempatkan | ditempatkan dengan jumlah pekerja
yang mendaftar AK.1 x 100%
Jumlah Kasus yang Perbandingan jumlah kasus PHI dan % Lap. Bidang
diselesaikan dengan PHK yang diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB) | Jumlah kasus yang dicatat /
dilaporkan x 100%
Jumlah Pekerja / Buruh | Perbandingan jumlah Pekerja % Lap. Bidang
yang Menjadi Peserta Jamsostek aktif dengan jumlah
Program Jaminan Sosial | pekerja / buruh yang terdaftar di
Tenaga Kerja Perusahaan x 100%
Terselenggaranya Percepatan Jumlah Unit Jumlah Unit Permukiman UPT Lap. Bidang
Infrastruktur Wilayah dan Permukiman Transmigrasi (UPT) yang dibina
Kawasan Transmigrasi Transmigrasi (UPT)
Jumlah Transmigran Jumlah Transmigran (KK) yang baru KK Lap. Bidang

yang ditempatkan di
UPT

ditempatkan di UPT
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24. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

A. Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai
Kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Utama :

XN RLN =

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Pengkajian dan Pengusulan Perencanaan Penanaman Modal;

Pelaksanaan kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;

Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;

Penetapan Norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;

Pembuatan peta penanaman modal,

Pengkoordinasian pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;

Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan bidang usaha;

Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan
kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang
seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen
administrasi;

Penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi;

Pembatalan/pencabutan izin dan non izin;

Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

Pembinaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan,
kepegawaian dan hubungan masyarakat;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 S 4 5 6 7
Meningkatnya | Investor Penanaman Jumlah Investor Penanaman Perusahaan Laporan Kegiatan

iklim investasi
dan realisasi

Modal Asing (PMA)

Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal (LKPM)

investasi Nilai Realisasi dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi Nilai Investasi Laporan Kegiatan
Investasi Penanaman Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman Modal (LKPM)
Modal Asing (PMA)
Investor Penanaman Jumlah Investor Penanaman Perusahaan Laporan Kegiatan
modal dalam Negeri Modal Dalam Negeri (PMDN) Penanaman Modal (LKPM)
(PMDN)
Nilai Realisasi dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi Nilai Investasi Laporan Kegiatan
Investasi Penanaman Penanaman Modal Dalam Penanaman Modal (LKPM)
Modal dalam Negeri Negeri (PMDN)
(PMDN)

Meningkatnya | Tingkat kepuasan IKM = Nilai Indeks X Angka Penilaian Kuisioner Survey IKM

Kepuasan masyarakat Nilai Dasar

masyarakat

yang Persentase Pengaduan Jumlah pengaduan yang masuk % Laporan Pengaduan

mengurus izin

yang ditindak lanjuti

/ Jumlah pengaduan yang
ditindak lanjuti X 100
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25. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Tugas Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Urusan Kearsipan sesuai kewenangan
dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Utama :

Penyusunan rencana daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan rencana nasional;
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan,;

Perumusan kebijakan sistem informasi daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;

Pembinaan dan mengawasi pengelolaan perpustakaan dan arsip pada perangkat daerah, perusahaan swasta,
organisasi kemasyarakat/politik, lembaga pendidikan, kecamatan,;

Pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di
daerah;

Pemberian layanan dan pemanfaatan peprustakaan dan arsip statis;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

g kb

No
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INDIKATOR KINERJA

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | Jumlah pengunjung Jumlah kunjungan ke perpustakaan % Bidang Pengolahan, Laporan Pemustakaan Per DPKD
kualitas perpustakaan per Fumlah popﬁﬂ;‘;;n;a%fus Tilayani * 100% Layanan dan Pelestarian Tahun
pelayanan tahun (Umur 10 — 59 tahun) Bahan Pustaka
perpustakaan _
Koleksi buku yang t] ”mlgh k;.lekﬂl”‘:u]l( bulﬁéyangh % Bidang Pengolahan, Laporan Pengadaan Bahan DPKD
tersedia di ersedia ai perpustakaan daeran , g, Layanan dan Pelestarian Pustaka per tahun
Jumlah koleksi jumlah buku yang
perpustakaan daerah tersedia di perpustakaan daerah Bahan Pustaka
Rasio perpustakaan Jumlah perpustakaan. - o % Bidang Pengembangan Data Pengembangan / DPKD
persatuan penduduk Jumlah penduduk Perpustakaan dan Pembentukan Perpustakaan per
Pembudayaan tahun
Kegemaran Membaca
Jumlah rata-rata Rata-rata jumlah perpustakaan / % Bidang Pengolahan, Data Pengunjung Perpustakaan | DPKD
pengunjung tahun Layanan dan Pelestarian | Umum Daerah, Perpustakaan
perpustakaan per Bahan Pustaka Kecamatan, Perpustakaan
tahun SD/MI, Perpustakaan
SMP/MTs
Jumlah koleksi judul Jumlah koleksi judul buku Judul Bidang Pengolahan, Laporan Pengadaan Bahan DPKD
buku perpustakaan perpustakaan Layanan dan Pelestarian Pustaka Setiap Tahun
Bahan Pustaka
Jumlah pustakawan, | Jumlahpustakawan,tenaga teknis % Bidang Pengembangan Laporan Kegiatan Penciptaan, | DPKD
tenaga teknis dan dan pen;learlt?';zzggemmkl Perpustakaan dan Pustakawan, Tenaga Teknis dan
peni.lz.:ti yang memiliki Jumlah seluruh pustakawan, tenaga 100% Pembudayaan Penilai
sertifikasi teknis dan penilai Kegemaran Membaca
Meningkatnya | Persentase perangkat | /umlahperangkat daerahyang telah % Bidang Pengelolaan Data OPD / Instansi yang Telah | DPKD
menerapkan arsip secara baku
kualitas daerah yang P P x 100% Arsip Menerapkan Arsip secara Baku
pengelolaan mengelola arsip Jumlah perangkat daerah
kearsipan secara baku
Peningkatan SDM Menunjukkan jumlah kegiatan % Bidang Pembinaan dan Laporan Pembinaan SDM DPKD

pengelola kearsipan

peningkatan SDM pengelola
kearsipan

Pengawasan Kerasipan

Pengelola Arsip
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26. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta urusan
pemerintahan bidang Perindustrian sesuai kewenangan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi Utama :

1. Perumusan Kebijakan Teknis, Pemberian bimbingan, pembinaan sesua idengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Penyusunan rencana program perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian dalam garis
besarnya berisikan tujuan skala prioritas, strategi di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan
perindustrian;

3. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas;

4. Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Pengawasan terhadap persiapan dan perkembangan pelaksanaan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah
dan perindustrian untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian yang
diperlukan di dalam proyek dalam rangka pengembangan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan
perindustrian;

6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dalam lingkup tugasnya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya Kontribusi
Sektor Perdagangan
terhadap PDRB

Kontribusi sector
Perdagangan
terhadap PDRB

PDRB Sektor Perdagangan tahun(n)
/ PDRB Kabupaten Banyuasin
tahun(n) x 100%

%

Bidang Perdagangan

Data PDRB dari
BPS

Meningkatnya Pendapatan

Persentase

(PAD sector Retribusi Pasar tahun

%

Bidang Pengelolaan

Laporan PAD

Asli Daerah (PAD) sector Peningkatan PAD (n) — PAD Sektor Retribusi Pasar Pasar Bidang
Retribusi Pelayanan Pasar Sektor Retribusi tahun (n-1)) / PAD Sektor Retribusi Pengelolaan
Pasar Pasar tahun (n-1) x 100% Pasar
Meningkatnya Kontribusi Kontribusi sector PDRB Sektor Perindustriant ahun(n) % Bidang Data PDRB dari
Sektor Industri terhadap Perindustrian / PDRB Kabupaten Banyuasin Perindustrian BPS
PDRB terhadap PDRB tahun(n) x 100%
Perkembangan Jumlah UMKM tahun (n) - Jumlah % Bidang UKM Pengolahan data
Usaha UMKM UMKM tahun (n-1) / Jumlah UMKM dan Survey

Meningkatnya Jumlah dan
Peran Koperasi dan

UMKM dalam
Perekonomian

tahun (n-1) x 100 %

Persentase Koperasi
Aktif

Jumlah Koperasi Aktif tahun (n) /
Jumlah Koperasi tahun (n) x 100 %

%

Bidang Koperasi

Pembinaan,
Pengawasan dan
monitoring
Koperasi
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27. DINAS PERIKANAN

A. Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi Utama :

1.

2.

Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan usaha perikanan tangkap, pemberdayaan
pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan usaha perikanan tangkap, pemberdayaan
pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan usaha perikanan tangkap,
pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

Pemantauan dan evaluasi di bidang kelautan dan perikanan;

Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
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INDIKATOR SATUA
SASARAN KINERJA RUMUS N PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
(OUTCOME)

1 2 3 4 S 6 7
Meningkatnya | Persentase % Bidang Pengelolaan Laporan Tahunan
Produksi Peningkatan Jumlah produksi perikanan budidaya Pembudidayaan Ikan dan Data Statistik
Perikanan Produksi tahun berjalan — jumlah produksi pada kondisi awal < 100% Perikanan dari BPS

Perikanan Jumlah produksi pada kondisi awal 0

Budidaya

Persentase % Bidang Pengelolaan Laporan Tahunan

Peningkatan o Usaha Perikanan dan Data Statistik

. Jumlah produksi perikanan tangkap . .
Produksi : . : .y Tangkap Perikanan dari BPS
. tahun berjalan — jumlah produksi pada kondisi awal

Perikanan - — x 100%

Tangkap Jumlah produksi pada kondisi awal
Meningkatnya | Nilai Tukar Indeks yang diterima nelayan Indeks | Bidang Pemberdayaan Laporan Tahunan
Pendapatan Nelayan (NTN) Indeks yang dibayar nelayan Nelayan Kecil dan Data Statistik
Nelayan dan Perikanan dari BPS
Pembudidaya —— -
Ikan Nilai Tukar Indeks yang diterima Pembudidaya Ikan Indeks | Bidang Pemberdayaan Laporan Tahunan

Pembudidaya
Ikan (NTPi)

Indeks yang dibayar Pembudidaya Ikan

Pembudidaya Ikan
Kecil

dan Data Statistik
Perikanan dari BPS
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28. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertanian Kabupaten Banyuasin sesuai dengan
kewenangannya.

2. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
di bidang Pertanian.

B. Fungsi Utama :

Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian;
Penyusunan program penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman tanaman pangan dan hortikultura;
Pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Banyuasin;
Pengendalian dan Penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;

Pengendalian dan Penanggulangan bencana alam;

. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

10. Pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

11. Pemberian rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

12. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

13. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

WONOUR W=

INDIKATOR KINERJA SATUA | PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS N JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan Persentase Produksi Jumlah produksi tahun bersangkutan dikurangi % Dinas Pertanian Laporan
Produksi Pertanian Pertanian jumlah produksi pada kondisi awal/jumlah Tahunan
produksi kondisi awal x 100 %
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29. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Utama :

1. Koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah berkaitan dengan

perkebunan dan peternakan,;

2. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan produksi
perkebunan dan peternakan;
3. Pengendalian, penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan perkebunan dan peternakan;
4. Pemberian rekomendasi perizinan usaha, pelaksanaan pelayanan perkebunan dan peternakan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkebunan dan peternakan;
6. Penyusunan program perkebunan dan peternakan
7. Perumusan kebijakan dan melaksanakan bimbingan teknis perkebunan dan peternakan.
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN PEN?;}SE; e SUMBER DATA KET
1 2 S 4 5 6 7
Meningkatnya Produktivitas 1. Persentase produksi perkebunan | Produksi hasil % 1. Bidang Pengolahan hasil
Perkebunan dan Peternakan perkebunan dan Perkebuna survey
peternakan Tahun n/ n
2. Persentase produksi hasil perkebunan dan % 2. Bidang Pengolahan hasil
peternakan peternakan Tahun -n) x Peternakan survey
100
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30. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

A. Tugas Pokok :

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintah dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan kabupaten dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati.

B. Fungsi Utama :

Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan ekonomi kreatif;

Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang
kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan ekonomi kreatif;

Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan ekonomi kreatif;

Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;

Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

N —

NoAW
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Persentase Organisasi | Jumlah organisasi pemuda yang % Kepala Dinas RPJMD
Prestasi Masyarakat, [ Kepemudaan yang aktif aktif Renstra
— x100%
Pemuda dan Jumlah seluruh organisai
Olahraga pemuda
Persentase Wirausaha Jumlah wirausaha muda £ 100% % Kepala Dinas RPJMD
Muda Jumlah seluruh wirausaha 0 Renstra
Persentase Cakupan Jumlah cabang olahraga yang % Kepala Dinas RPJMD
Pembinaan Olahraga dibina 0 Renstra
x 100%
Jumlah seluruh cabang olahraga
yang ada atau terdaftar
Persentase Cakupan Jumlah pelatih bersertifikat  100% % Kepala Dinas RPJMD
Pelatih yang Jumlah seluruh pelatih ? Renstra
Bersertifikasi
Jumlah Atlet Berprestasi | Jumlah atlet yang memenangi Jumlah Kepala Dinas RPJMD
kejuaraan tingkat nasional dan Renstra
internasional dalam satu tahun
Persentase Atlet Prestasi % Kepala Dinas RPJMD
Renstra
Jumlah Prestasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah Kepala Dinas RPJMD
Olahraga yang dimenangkan dalam satu Renstra
tahun
Mengembangkan Persentase Kunjungan Jumlah capaian kinerja kunjungan % Kepala Dinas RPJMD
Potensi Wisata yang Wisata wisata se — kabupaten dankota 00, Renstra
Berwawasan Jumlah kunjungan wisata yang
Budava. Aero dan direncanakan se — kabupaten dan kota
ya, A8 Persentase Destinasi % Kepala Dinas RPJMD
Promosi Wisata . .
Wisata yang Berfungsi Renstra
dengan Baik
Persentase Jumlah % Kepala Dinas RPJMD

Kemitraan Pariwisata

Renstra
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KECAMATAN BANYUASIN I

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya tata kelola Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
pemerintahan yang baik Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Tahunan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi Tahunan
/ Jumlah Jasa Sarana dan
Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur / jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100% = jml
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatnya infrastruktur Tingkat Keselarasan Antar Jumlah Program dan Kegiatan % Kasi PMD Laporan -
yang baik dan merata Dokumen Perencanaan dalam Renja Tahun Berkenaan / Monitorin
Jumlah Program dan Kegiatan g
dalam Renstra untuk Tahun
Berkenaan
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pembinaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Tahunan
masyarakat yang religius Pembinaan Keagamaan yang
ditargetkan
Meningkatnya Penggunaan Meningkatnya Partisipasi Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanum Laporan -
Teknologi Tepat Guna dalam Penyebarluasan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan

Informasi dan Media

yang ditargetkan x 100 %
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KECAMATAN BANYUASIN II

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

ok

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran % Sekcam Laporan -
Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi yang dipenuhi / Jumlah Jasa Triwulan
Perkantoran Administrasi yang ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan | Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatur x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan Tahunan
x 100%
Meningkatnya Persentase Aparatur yang | Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
reformasi birokrasi bersetifikat sesuai Bidang | Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Aparatur Tahunan
Pekerjaan yang ditargetkan mengikuti Pelatihan
dan Bimtek x 100%
Terbentuknya karakter | Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
masyarakat yang Keagamaan yang direncanakan x 100%
religius
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan / % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan jumlah kegiatan yang ditargetkan x 100% Kegiatan
perdagangan , industry | Komunikasi informasi dan
maupun koprasi dan media
UMKM
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar | Jumlah Upaya Perencanaan / Jumlah % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa | dokumen perencanaan Perencanaan yang ada x 100% Kegiatan

dan kota
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Tingkat upaya dan peran | Jumlah upaya pemerintah dalam peran % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran aktif masyarakat / jumlah masyarakat Triwulan
serta aktif masyarakat yang berperan aktif x 100%
dalam pelaksana
pembangunan
Meningkatnya Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / jumlah % Sekcam Laporan -
infrastruktur yang Kinerja hasil pembangunan yang direncanakan x Kegiatan

baik dan merata

pembangunan

100%
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KECAMATAN BANYUASIN III

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl i

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Pelayanan | Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Administrasi Perkantoran Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang Triwulan
dipenuhi / Jumlah Jasa Sarana
dan Prasarana Aparatur x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Aparatur Terlaksana / jumlah kegiatan Tahunan
yang harus dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Kontribusi | Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , penyebarluasan Komunikasi dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

industry maupun koprasi
dan UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta aktif | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
masyarakat dalam pelaksana masyarakat yang berperan aktif x
pembangunan 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / % Sekcam Laporan -
infrastruktur yang baik hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%
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KECAMATAN BETUNG

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan | Persentase Pemenuhan Pelayanan | Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Administrasi Perkantoran Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi Triwulan
/ Jumlah Jasa Sarana dan
Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % Sekcam Laporan -
Aparatur / jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi | Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Dokumen Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah yang Capaian Kinerja dan Keuangan /jumlah program dan kegiatan Keuangan
baik Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Baca | Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Presentasi Generasi dan Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Muda yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

perdagangan , industry
maupun koprasi dan
UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta aktif | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
masyarakat dalam pelaksana masyarakat yang berperan aktif x
pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik [ hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%




35.
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KECAMATAN RANTAU BAYUR

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan | Persentase Pemenuhan Pelayanan | Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Administrasi Perkantoran Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatur x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi | Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek x
100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Dokumen Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah yang Capaian Kinerja dan Keuangan /jumlah program dan kegiatan Keuangan
baik Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Baca | Jumlah Partisipasi yang % Kasi Laporan -
Presentasi Generasi dan Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Yanmum Kegiatan

Muda

yang ditargetkan x 100 %
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PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi / jumlah kegiatan yang ditargetkan Kegiatan
perdagangan , industry informasi dan media x 100%
maupun koprasi dan
UMKM
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta aktif | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
masyarakat dalam pelaksana masyarakat yang berperan aktif x
pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial rendah (MBR) / jumlah Seluruh Kegiatan
masyarakat x 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan
infrastruktur yang baik [ hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%




36.
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KECAMATAN PULAU RIMAU

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl

N

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya tata Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang % Sekcam Laporan -
kelola pemerintahan | Pelayanan Administrasi dipenuhi / Jumlah Jasa Administrasi yang Tahunan
yang baik Perkantoran ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Aparatur yang dipenuhi / Jumlah Jasa Tahunan
Sarana dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / jumlah % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur kegiatan yang harus dilaksanakan x 100% = Tahunan
jml
Meningkatnya Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan % Sekcam Laporan -
reformasi birokrasi bersetifikat sesuai Bidang dan Bimtek / Jumlah Aparatur yang Tahunan
Pekerjaan ditargetkan mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatnya Tingkat Keselarasan Antar Jumlah Program dan Kegiatan dalam Renja % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang Dokumen Perencanaan Tahun Berkenaan / Jumlah Program dan Monitoring
baik dan merata Kegiatan dalam Renstra untuk Tahun
Berkenaan
Terbentuknya Persentase Pelaksanaan Jumlah Pembinaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
karakter generasi Kegiatan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pembinaan Tahunan
muda dan Keagamaan yang ditargetkan
masyarakat yang
religius
Meningkatnya Meningkatnya Partisipasi Jumlah Partisipasi yang dilaksanakan / % Sekcam Laporan -
Penggunaan dalam Penyebarluasan Jumlah Partisipasi yang ditargetkan x 100 % Kegiatan

Teknologi Tepat
Guna

Informasi dan Media




37.
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KECAMATAN TALANG KELAPA

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah jasa administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi perkantoran yang dipenuhi / Bulanan
Perkantoran jumlah jasa administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah ketersediaan sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang dipenuhi / Kegiatan
jumlah jasa sarana dan prasarana
aparatur yang ditargetkan x 100%
Persentase Tingkat Jumlah kegiatan yang terlaksana / % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur jumlah kegiatan yang harus Kegiatan
ditargetkan x 100%
Tingkat Pengembangan Jumlah pelaksanaan pelayanan % Kasi Yanmum Laporan -
Budaya Baca dan Pembinaan | perpustakaan / jumlah pelaksanaan Bulanan
Perpustakaan pelayanan perpustakaan yang
ditargetkan x 100 %
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersertifikat sesuai Bidang pelatihan dan bimtek / jumlah Kegiatan
Pekerjaan aparatur yang ditargetkan
mengikuti pelatihan dan bimtek x
100%
Meningkatkan tata kelola | Tingkat Ketersediaan Jumlah program dan kegiatan % Sekcam Laporan -
Pemerintahan yang baik Dokumen Capaian Kinerja /jumlah program dan kegiatan Kinerja dan
dan Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100% Keuangan
Tingkat keselarasan antar Jumlah upaya perencanaan / % Sekcam Laporan -
dokumen perencanaan jumlah perencanaan yang ada x Kegiatan
100%
Persentase Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan kegiatan % Sekcam Laporan -
Kegiatan Pelayanan pelayanan di kelurahan/ jumlah Kegiatan

Masyarakat di Tingkat
Kelurahan

pelaksanaan kegiatan pelayanan di
kelurahan yang direncanakan x
100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan kegiatan % Kasi Kessos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan keagamaan yang dilaksanakan / Kegiatan
masyarakat yang religius jumlah pelaksanaan kegiatan
keagamaan yang direncanakan x
100%
Meningkatnya Kontribusi | Tingkat ketercapaian ' . | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Lap.oran -
sektor perdagangan, penyebarluasan Komunikasi . . ) Kegiatan
. . | . . / jumlah kegiatan yang ditargetkan
industri maupun koperasi | informasi dan media < 100%
dan UMKM °
Meningkatnya Tingkat upaya dan peran Jumlah kegiatan yang memfasilitasi % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa pemerintah serta peran serta | peran aktif pemerintah dan Kegiatan
dan kota aktif masyarakat dalam masyarakat dalam pelaksanaan
pelaksanaan pembangunan pembangunan/Jumlah kegiatan
yang memfasilitasi peran aktif
pemerintah dan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan yang
ditargetkan x 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kessos Laporan -
masalah kesejahteraan rendah (MBR) / jumlah seluruh Kegiatan
Sosial masyarakat x 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik kinerja hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%




38.
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KECAMATAN RAMBUTAN

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
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PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya tata kelola | Persentase Pemenuhan Pelayanan | Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran % Sekcam Laporan -
pemerintahan yang baik Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Jumlah Jasa Tahunan
Administrasi yang ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Tahunan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100% = jml
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan mengikuti
Pelatihan dan Bimtek x 100%
Meningkatnya Tingkat Keselarasan Antar Jumlah Program dan Kegiatan dalam % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik Dokumen Perencanaan Renja Tahun Berkenaan / Jumlah Monitorin
dan merata Program dan Kegiatan dalam Renstra g
untuk Tahun Berkenaan
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pembinaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pembinaan Tahunan
masyarakat yang religius Keagamaan yang ditargetkan
Meningkatnya Meningkatnya Partisipasi dalam Jumlah Partisipasi yang dilaksanakan % Kasi Yanum Laporan -
Penggunaan Teknologi Penyebarluasan Informasi dan / Jumlah Partisipasi yang ditargetkan Kegiatan

Tepat Guna

Media

x 100 %




39.
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KECAMATAN TUNGKAL ILIR

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Persentase Pemenuhan % SEKRETARIAT Laporan
Pelayanan Administrasi Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran KECAMATAN Bulanan
Perkantoran T }3: ¢]mg dflll(’ien?‘}fl — x100%
umlian jasa ministrasi
yang ditargetkan
Ketersediaan Sarana dan Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana % SEKRETARIAT Laporan
‘ Prasarana Aparatur aparatur yg dipenuhi 1005 KECAMATAN Kegiatan
Meningkatnya Kepuasan Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana X 0
Masyarakat aparatur yg ditargetkan
Persentase Tingkat ' % SEKRETARIAT Laporan
Kedisiplinan Aparatur Jumlah kegiatan yang terlaksana x100% KECAMATAN Kegiatan
Jumlah kegiatan
yang harus ditargetkan
Tingkat Pengembangan Jumlah Pelaksanaan % KASI Laporan
Budaya Baca dan pelayanan perpustakaan £100% PELAYANAN Bulanan
Pembinaan Perpustakaan Jumlah Pelaksanaan UMUM
pelayanan perpustakaan yang ditargetkan
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur % SEKRETARIAT Laporan
birokrasi bersertifikat sesuai yg mengikuti Bimtek/Pelatihan x100% KECAMATAN Kegiatan
Bidang Pekerjaan Jumlah Aparatur
yg ditargetkan mengikuti Bimtek /Pelatihan
Meningkatkan tata kelola Tingkat Ketersediaan ' % SEKRETARIAT Laporan
Pemerintahan yang baik Dokumen Capaian Kinerja Jumlah Program dan Kegiatan x100% KECAMATAN Kinerja dan
dan Keuangan Tetap Jumlah Program dan Kegiatan Renstra Keuangan
Waktu
Tingkat keselarasan antar % SEKRETARIAT Laporan
dokumen perencanaan Jumlah Upaya Perencanaan x100% KECAMATAN Kegiatan

Jumlah Perencanaan yang ada




95

Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan % KASI KESOS Laporan
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan kegiatan keagamaan yg dilaksanakan x100% Kegiatan
masyarakat yang religius Jumlah Pelaksanaan
kegiatan keagamaan yg direncanakan
Meningkatnya infrastruktur | Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan ©100% % KASI PMD Laporan
yang baik dan merata kinerja hasil Jumlah pembangunan yg direncanakan Kegiatan
pembangunan
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian . . % SEKRETARIAT Laporan
Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan .

sektor perdagangan, penyebarluasan x100% KECAMATAN Kegiatan

industri maupun koperasi
dan UMKM

Komunikasi informasi dan
media

Jumlah kegiatan yg ditargetkan
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KECAMATAN TANJUNG LAGO

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl i o

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang Triwulan
dipenuhi / Jumlah Jasa Sarana
dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur Terlaksana / jumlah kegiatan Tahunan
yang harus dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi birokrasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Kelola Pemerintah | Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
yang baik Dokumen Capaian Kinerja /jumlah program dan kegiatan Keuangan
dan Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter generasi Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
muda dan masyarakat yang religius Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi Generasi Tingkat Pemenuhan Budaya | Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Muda Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
Perpustakaan Partisipasi yang ditargetkan x
100 %
Meningkatnya Kontribusi sector Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
perdagangan , industry maupun penyebarluasan Komunikasi | dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

koprasi dan UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya konektivitas antar desa | Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
dan kota dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
Sosial jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya infrastruktur yang Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
baik dan merata Kinerja hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

direncanakan x 100%
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KECAMATAN SEMBAWA

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

SRl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya tata Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
kelola pemerintahan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Tahunan
yang baik Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Tahunan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan | Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100% = jml
Persentase Laporan Tepat Jumlah Laporan yang diserahkan % Sekcam Laporan -
Waktu tepat waktu sesuai peraturan / Keuangan
Jumlah Laporan yang harus
disampaikan x 100 %
Meningkatnya Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
reformasi birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek x
100%
Persentase Peningkatan Minat Jumlah Kunjungan / Target % Kasi Yanmum Laporan -
dan Budaya Baca Masyarakat Kunjungan x 100 % Kegiatan
Meningkatnya Tingkat Keselarasan Antar Jumlah Program dan Kegiatan % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik | Dokumen Perencanaan dalam Renja Tahun Berkenaan / Monitoring
dan merata Jumlah Program dan Kegiatan
dalam Renstra untuk Tahun
Berkenaan
Persentase Capaian Rata - Rata | Tingkat Realisasi Capaian % Kasi PMD Laporan -
Realisasi Capaian Pelaksanaan | Pelaksanaan Program Monitoring

Program Pembangunan
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Terbentuknya karakter | Persentase Pelaksanaan Jumlah Pembinaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Tahunan
masyarakat yang Pembinaan Keagamaan yang
religius ditargetkan
Meningkatnya Meningkatnya Partisipasi dalam | Jumlah Partisipasi yang % Sekcam Laporan -
Penggunaan Teknologi | Penyebarluasan Informasi dan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Tepat Guna Media yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Tingkat Upaya dan peran Jumlah Pemberdayaan yang % Kasi Kesos Laporan -
kontribusi sektor pemerintah serta peran serta dilakukan / Jumlah Pemberdayaan Tahunan
perdagangan, industri aktif masyarakat dalam yang ditargetkan x 100 %
maupun Koperasi dan pelaksanaan pembangunan
UMKM
Meningkatnya Penanganan Jumlah Penanganan Masalah % Kasi Kesos Laporan -
Masalah Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang Tahunan

dilakukan / Jumlah Penanganan
Masalah Sosial yang ditargetkan x
100 %
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KECAMATAN SUAK TAPEH

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl i

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Kepuasan | Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi | Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek x
100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah yang Dokumen Capaian Kinerja dan | /jumlah program dan kegiatan Keuangan
baik Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Presentasi Generasi Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Muda Perpustakaan yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi / jumlah kegiatan yang ditargetkan Kegiatan

perdagangan , industry
maupun koprasi dan
UMKM

informasi dan media

x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial | rendah (MBR) / jumlah Seluruh Kegiatan
masyarakat x 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja | Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik [ hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%
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KECAMATAN MAKARTI JAYA

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

Noah L=

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

Mengkoordinasikan pemeliharaan saranan dan prasarana dan fasiliatas umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;

Membina penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan;

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya / atau belum dapat dilaksanakan pemerintah
desa atau kelurahan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Kepuasan | Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang Triwulan
dipenuhi / Jumlah Jasa Sarana
dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Aparatur Terlaksana / jumlah kegiatan Tahunan
yang harus dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi | Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Dokumen Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah yang Capaian Kinerja dan Keuangan /jumlah program dan kegiatan Keuangan
baik Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Presentasi Generasi Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
Muda Perpustakaan Partisipasi yang ditargetkan x
100 %
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

perdagangan , industry
maupun koprasi dan
UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik [ hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%
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KECAMATAN MUARA PADANG

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Kepuasan Masyarakat | Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Jumlah Triwulan
Perkantoran Jasa Administrasi yang ditargetkan x
100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan | Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
reformasi birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan mengikuti
Pelatihan dan Bimtek x 100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Dokumen | Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah Capaian Kinerja dan Keuangan | /jumlah program dan kegiatan dalam Keuangan
yang baik Tetap Waktu Renstra x 100%
Terbentuknya Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
karakter generasi Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
muda dan Pelaksanaan Keagamaan yang
masyarakat yang direncanakan x 100%
religius
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Presentasi Generasi Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Muda Perpustakaan yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi / jumlah kegiatan yang ditargetkan x Kegiatan
perdagangan , informasi dan media 100%

industry maupun
koprasi dan UMKM
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
desa dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial rendah (MBR) / jumlah Seluruh Kegiatan
masyarakat x 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / jumlah % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang hasil pembangunan pembangunan yang direncanakan x Kegiatan

baik dan merata

100%
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KECAMATAN MUARA SUGIHAN

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi Triwulan
/ Jumlah Jasa Sarana dan
Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur / jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Kelola | Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian Kinerja dan | /jumlah program dan kegiatan Keuangan
Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi | Tingkat Pemenuhan Budaya Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Generasi Muda Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Perpustakaan yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Kontribusi | Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , penyebarluasan Komunikasi dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

industry maupun koprasi
dan UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial | berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja | Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%
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KECAMATAN MUARA TELANG

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA SATUA | PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS N JAWAB paTA | XET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi dipenuhi / Jumlah Jasa Administrasi yang Triwulan
Perkantoran ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Aparatur yang dipenuhi / Jumlah Jasa Sarana Triwulan
dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / jumlah % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur kegiatan yang harus dilaksanakan x 100% Tahunan
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Bimtek / Jumlah Aparatur yang ditargetkan Tahunan
Pekerjaan mengikuti Pelatihan dan Bimtek x 100%
Meningkatkan tata Kelola Tingkat Ketersefiiaag . Jumlah Program dan Kegiatan /jumlah % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian Kinerja . Keuanga
program dan kegiatan dalam Renstra x 100%
dan Keuangan Tetap Waktu n
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
masyarakat yang religius Keagamaan yang direncanakan x 100%
Meningkgtnya Presentasi Tingkat Pemenghan Budaya Jumlah Partisipasi yang dilaksanakan / % Kasi Yanmum Lap'oran -
Generasi Muda Baca dan Pembinaan NS . Kegiatan
Jumlah Partisipasi yang ditargetkan x 100 %
Perpustakaan
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan / jumlah % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , penyebarluasan Komunikasi | kegiatan yang ditargetkan x 100% Kegiatan
industry maupun koprasi informasi dan media
dan UMKM
Meningkatnya konektivitas | Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / Jumlah % Kasi PMD Laporan -
antar desa dan kota dokumen perencanaan Perencanaan yang ada x 100% Kegiatan
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam peran aktif % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta | masyarakat / jumlah masyarakat yang Triwulan
aktif masyarakat dalam berperan aktif x 100%
pelaksana pembangunan
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan (MBR) / jumlah Seluruh masyarakat x 100% Kegiatan
Sosial
Meningkatnya infrastruktur | Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / jumlah % Kasi PMD Laporan -
yang baik dan merata Kinerja hasil pembangunan pembangunan yang direncanakan x 100% Kegiatan
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KECAMATAN AIR SALEK

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah
kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanakan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

ook

N

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
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INDIKATOR
SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN PEN:]AAN“?EI;J NG S%&?ER KET
(OUTCOME)

1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % sekcam Laporan
Kualitas Pelayanan jumlah kegiatan yang harus Tahunan
Pelayanan Administrasi dilaksanakan X 100 %

Aparatur Perkantoran
Kecamatan
Tingkat Ketersediaan | Perbandingan Jumlah Sarana % Sekcam Laporan
Sarana dan Prasarana Aparatur yang ada dengan Tahunan
Prasarana Aparatur Jumlah Total Sarana Prasarana yang
seharusnya ada x 100 %
Meningkatnya Tingkat Laporan Monitoring Tepat Waktu Laporan Kasi PMD Laporan
kualitas pengembangan dan Jumlah laporan monitoring yang ada monitoring
penyelenggaraa | pembinaan X 100 %
n pemerintah perpustakaan
desa
Tingkat penyediaan Laporan Monitoring Tepat Waktu Laporan Kasi PMD Laporan
laporan monitoring Jumlah laporan monitoring X Tahunan
musrenbang 100 %
(musrenbang)
Tingkat monitoring Laporan Monitoring Tepat Waktu Kali/desa Kasi PMD Laporan
dan evaluasi Jumlah laporan monitoring X Monitoring
pelaksanaan 100 %
pembangunan (pemberdayaan)
Meningkatnya Tingkat optimalisasi Laporan Monitoring Tepat Waktu Kali Kasi PMD Laporan
pelaksanaan promosi dan Jumlah laporan monitoring X Tahunan
pemberdayaan informasi 100 %
masyarakat (Kegiatan promosi dan informasi)
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48. KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG

A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang di limpahkan oleh Bupati unutuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah

B. Fungsi Utama :

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan ;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;

Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan,;

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

NoasrLb =
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN RUMUS SATUAN KET
(OUTCOME) JAWAB DATA
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kualitas Tingkat Pemenuhan Pelayanan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan
Pelayanan Aparatur Administrasi Perkantoran jumlah kegiatan yang harus Tahunan
Kecamatan dilaksanakan x 100%
Tingkat Ketersediaan Sarana dan | Perbandingan Jumlah Sarana % Sekcam Laporan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang ada dengan Tahunan
Jumlah Total Sarana Prasarana yang
seharusnya ada x 100%
Meningkatnya kualitas Tingkat Ketersediaan Laporan Laporan musrenbang sebayak 2 kali Laporan Kasi PMD Laporan
penyelenggaraan Musrembang Tepat Waktu yaitu pra musrembang dan Musrenban
pemerintah desa musrembang. g
Penyaluran raskin dari Jumlah Raskin yang disalurkan dari Kali/Desa Kasi Kesos Laporan
Kecamatan ke Desa tepat waktu Kecamatan ke Desa tepat waktu. Tahunan
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KECAMATAN AIR KUMBANG

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan | Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi Triwulan
/ Jumlah Jasa Sarana dan
Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur / jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi yang bersetifikat sesuai Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Bidang Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Kelola Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian /jumlah program dan kegiatan Keuangan
Kinerja dan Keuangan dalam Renstra x 100%
Tetap Waktu
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan | Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi Tingkat Pemenuhan Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Generasi Muda Budaya Baca dan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Pembinaan yang ditargetkan x 100 %
Perpustakaan
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , penyebarluasan dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

industry maupun koprasi
dan UMKM

Komunikasi informasi
dan media

yang ditargetkan x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya konektivitas Tingkat keselarasan Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
antar desa dan kota antar dokumen Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
perencanaan 100%
Tingkat upaya dan peran | Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
serta aktif masyarakat masyarakat yang berperan aktif x
dalam pelaksana 100%
pembangunan
Meningkatnya Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
penanganan masalah berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
kesejahteraan Sosial jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
yang baik dan merata Kinerja hasil jumlah pembangunan yang Kegiatan

pembangunan

direncanakan x 100%
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KECAMATAN SELAT PENUGUAN

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

SRl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi dipenuhi / Jumlah Jasa Administrasi yang Triwulan
Perkantoran ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Aparatur yang dipenuhi / Jumlah Jasa Triwulan
Sarana dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / jumlah % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur kegiatan yang harus dilaksanakan x 100% Tahunan
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang dan Bimtek / Jumlah Aparatur yang Tahunan
Pekerjaan ditargetkan mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Kelola Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan /jumlah % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian Kinerja program dan kegiatan dalam Renstra x 100% Keuanga
dan Keuangan Tetap Waktu n
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
masyarakat yang religius Keagamaan yang direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi Tingkat Pemenuhan Budaya | Jumlah Partisipasi yang dilaksanakan / % Kasi Yanmum | Laporan -
Generasi Muda Baca dan Pembinaan Jumlah Partisipasi yang ditargetkan x 100 % Kegiatan
Perpustakaan
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan / % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , industry | penyebarluasan Komunikasi | jumlah kegiatan yang ditargetkan x 100% Kegiatan
maupun koprasi dan UMKM informasi dan media
Meningkatnya konektivitas Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / Jumlah % Kasi PMD Laporan -
antar desa dan kota dokumen perencanaan Perencanaan yang ada x 100% Kegiatan
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam peran aktif % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta | masyarakat / jumlah masyarakat yang Triwulan
aktif masyarakat dalam berperan aktif x 100%
pelaksana pembangunan
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan (MBR) / jumlah Seluruh masyarakat x 100% Kegiatan
Sosial
Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / jumlah % Kasi PMD Laporan
yang baik dan merata Kinerja hasil pembangunan pembangunan yang direncanakan x 100% Kegiatan
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KECAMATAN KARANG AGUNG ILIR

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

AR S

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatur x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek x
100%
Meningkatkan tata Kelola Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian Kinerja /jumlah program dan kegiatan Keuangan
dan Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi Tingkat Pemenuhan Budaya | Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Generasi Muda Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Perpustakaan yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , industry | penyebarluasan Komunikasi | / jumlah kegiatan yang ditargetkan Kegiatan

maupun koprasi dan UMKM

informasi dan media

x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya konektivitas Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
antar desa dan kota dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan rendah (MBR) / jumlah Seluruh Kegiatan
Sosial masyarakat x 100%
Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan
yang baik dan merata Kinerja hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

direncanakan x 100%
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